SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN

Menimbang :

Mengingat

KULAWI SELATAN TAHUN 2024-2043
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail
Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan Tahun 2024 -
2043;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 6633);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi
Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sigi Nomor 125);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN KULAWI SELATAN TAHUN
2024-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

11.

12.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
atau budi daya.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman
dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah
hasil Perencanaan Tata Ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah wupaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR
adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah
kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi
kabupaten.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah
bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis
kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai
arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang
bersangkutan.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP
adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan
terdiri atas beberapa Blok.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi
dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari
fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan
ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti
rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain
yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya
buatan.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah
area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi
ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah
ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan
ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam
RDTR.

Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ
adalah varian dari Zonasi konvensional yang dikembangkan
untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan
Zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai
permasalahan dalam penerapan zonasi dasar.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang
menyatakan kesesuaian antara  rencana  kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang
yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan
pemerintah, swasta dan Masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan
kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan
berkesinambungan.



26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

27. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten
yang dipimpin oleh Camat.

28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

29. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

30. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.

31. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

32. Bupati adalah Bupati Sigi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi:
tujuan penataan WP;
rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;
ketentuan Pemanfaatan Ruang;
PZ; dan
Kelembagaan.

o R0 o

Pasal 3

(1) Delineasi WP Kulawi Selatan ditetapkan sebagai WP III
berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi
dengan luas 4.434,39 (empat ribu empat ratus tiga puluh
empat koma tiga sembilan) hektare, beserta ruang udara di
atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut
peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Batas WP Kulawi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. sebelah utara dibatasi oleh Desa O’o Parese serta batas
kawasan hutan;

b. sebelah timur dibatasi oleh batas kawasan hutan di
Desa Lawua, Desa Gimpu dan Desa Pilimakujawa;

C sebelah selatan dibatasi oleh Sungai Lariang; dan

d. sebelah barat dibatasi oleh kawasan hutan di Desa
Wangka dan Desa Palamaki.



(3)

(4)

Delineasi WP Kulawi Selatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi sebagian Desa Lempelero, sebagian Desa

Gimpu, sebagian Desa Tomua, sebagian Desa Tompi Bugis,

sebagian Desa Lawua, sebagian Desa Watukilo, sebagian

Desa Salutome, sebagian Desa Pilimakujawa, sebagian Desa

Wangka, dan sebagian Desa Palamaki di sebagian

Kecamatan Kulawi Selatan.Delineasi WP Kulawi Selatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga)

SWP meliputi:

a. SWP III.LA mencakup sebagian Desa Tompi Bugis,
sebagian Desa Lawua, sebagian Desa Watukilo,
sebagian Desa Salutome, sebagian Desa Wangka, dan
sebagian Desa Palamaki terdiri atas Blok III.A.1, Blok
[II.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;

b. SWPIIL.B mencakup sebagian Desa Lempelero, sebagian
Desa Gimpu, sebagian Desa Tomua, sebagian Desa
Tompi Bugis, sebagian Desa Lawua, sebagian Desa
Pilimakujawa, dan sebagian Desa Palamaki terdiri atas
Blok III.B. 1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan

c. SWPIIL.C mencakup sebagian Desa Lempelero, sebagian
Desa Gimpu, dan sebagian Desa Pilimakujawa terdiri
atas Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Lingkup WP Kulawi Selatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan

Kulawi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri

dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

(1)

(2)

Pasal 4

Tujuan penataan WP IIl sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Wilayah
Perencanaan Kulawi Selatan sebagai sentra pertanian dan
perkebunan yang adaptif, produktif, terintegrasi dan
berkelanjutan.

Perwujudan ruang Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
yang tangguh bencana diwujudkan melalui rencana struktur
ruang dan rencana pola ruang Dberbasis mitigasi
bencana/pengurangan risiko bencana.



(1)

(4)

(9)

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

b. rencana jaringan transportasi; dan

Cc. rencana jaringan prasarana.

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan;

b. sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan;

c. pusat pelayanan lingkungan; dan

d. pusat rukun warga.

Pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pusat Pelayanan

Kawasan Perkotaan Kulawi Selatan terdapat di SWP III.B

pada Blok III.B.1.

Sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:

a. sub pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Palamaki
terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.4; dan

b. sub pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Pilimakujawa
terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.

Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi:

a. pusat lingkungan kelurahan/Desa; dan

b. pusat rukun warga.

Pusat lingkungan kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a meliputi:

a. pusat lingkungan Desa Wangka terdapat di SWP III.A
pada Blok III.A.1;

b. pusat lingkungan Desa Watukilo terdapat di SWP III.A
pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;

c. pusat lingkungan Desa Lawua terdapat di SWP IIIl.A
pada Blok II1.A.3;

d. pusat lingkungan Desa Salutome terdapat di SWP III.A
pada Blok II1.A.3;



(2)

(1)

e. pusat lingkungan Desa Tompi Bugis terdapat di SWP
III.B pada Blok III.B.1;

f.  pusat lingkungan Desa Tomua terdapat di SWP III.B
pada Blok III.B.1; dan

g. pusat lingkungan Desa Lempelero terdapat di SWP III.B
pada Blok III.B.2.

Pusat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b meliputi:

a. pusat rukun warga Desa Gimpu terdapat di SWP III.B
pada Blok III.B.2; dan

b. pusat rukun warga Desa Lempelero terdapat di SWP
III.C pada Blok III.C.1.

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi

skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a. jalan umum;

b. terminal penumpang; dan

c. jembatan.

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran IlI.B yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a meliputi:

jalan kolektor primer;

jalan kolektor sekunder;

jalan lokal primer;

jalan lokal sekunder;

jalan lingkungan primer; dan

jalan lingkungan sekunder.

Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

a. Jalan Gimpu - Peana melintas di SWP III.B;

;O Q0 TP



b. ruas Gimpu - Tuare (Bts. Kab. Poso) melintas di SWP
[II.B dan SWP III.C; dan

c. ruas Sp. Kulawi - Gimpu melintas di seluruh SWP.

(3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b melintas di seluruh SWP.

(4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:
a. Jalan Sp Lawua-Salutome melintas di SWP III.A; dan
b. Jalan Watukilo-Salutome melintas di SWP IIL.A.

(5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d melintas di SWP IIL.A.

(6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e meliputi:
a. Jalan Palamaki-Tomua melintas di SWP III.A;
b. Jalan Salutome - Palamaki melintas di SWP III.A; dan
c. Jalan Salutome - Wangka melintas di SWP IIL.A.

(7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f meliputi:
a. Jalan Palamaki-Tomua melintas di SWP III.B;
b. Jalan Sp. Lawua - Palamaki melintas di SWP III.B; dan
c. jalan lingkungan sekunder melintas di seluruh SWP.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf g meliputi terminal penumpang tipe C terdapat di SWP
III.A pada Blok III.A.3.

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g

meliputi:

a. Jembatan Lawua terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;

b. Jembatan Tompi Bugis terdapat di SWP III.B pada Blok

1I.B.1;

Jembatan Gimpu terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;

Jembatan Gimpu II terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;

Jembatan Gimpu IV terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;

Jembatan Pangkaere terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;

Jembatan Mewe/Mangku Jawa terdapat di SWP III.A pada

Blok III.C pada Blok III.C.3;

jembatan terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan
Blok III.A.4;

2. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan

3. SWPIII.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
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Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (1) huruf c meliputi:

P o
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;

rencana jaringan sumber daya air;

rencana jaringan air minum;

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun;

rencana jaringan persampahan;

rencana jaringan drainase; dan

rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a meliputi:
a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana
pendukung;
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. gardu listrik.
Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
pembangkit listrik tenaga mikro hidro terdapat di SWP III.A
pada Blok III.A.2.
Pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bersifat indikatif dan perwujudannya
ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari
instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. saluran udara tegangan menengah melintas di seluruh
SWP; dan
b. saluran udara tegangan rendah melintas di seluruh
SWP.
Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:
a. gardu hubung terdapat di:
1. SWPIIL.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
2. SWPIIL.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
b. gardu distribusi terdapat di:
1. SWP III.LA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok III.A.4;



(2)

(3)

(4)

(6)
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2. SWPIIIL.B pada Blok III.B.1 dan Blok IlI.B.2; dan

3. SWPIII.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa jaringan serat optik melintas di seluruh SWP.
Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver station
terdapat di:

a. SWPIIL.A pada Blok III.A.3;

b. SWP IIL.B pada Blok III.B.2; dan.

c. SWPIIIL.C pada Blok III.C.3.

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf ¢ meliputi:

a. sistem jaringan irigasi; dan

b. bangunan sumber daya air.

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

a. jaringan irigasi primer; dan

b. jaringan irigasi sekunder.

Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a melintas di SWP III.A dan SWP IIL.B.

Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b melintas di SWP III.A dan SWP III.B.

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a. pintu air; dan

b. bendungan.

Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
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Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.LE yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf d berupa jaringan perpipaan meliputi:

a. unit air baku;

b. unit produksi; dan

c. unit distribusi.

Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa bangunan pengambil air baku terdapat di SWP III.A

pada Blok III.A.1.

Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. instalasi produksi terdapat di SWP IIl.LA pada Blok
[II.A.3;

b. bangunan penampung air terdapat di SWP III.A pada
Blok III.A.2; dan

c. jaringan transmisi air minum melintas di SWP III.A.

Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP.

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan

(1)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 16

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah
domestik terpusat meliputi:

a. subsistem pengumpulan; dan

b. subsistem pengolahan terpusat.

Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:

a. pipa retikulasi melintas di seluruh SWP; dan

b. pipa induk melintas di seluruh SWP.
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Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan

tertentu/permukiman terdapat di:

a. SWPIILA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan
Blok III.A.4;

b. SWP IIL.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan

c. SWPIII.C pada Blok III.C.3.

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

tercantum dalam Lampiran I[II.G yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf f berupa tempat pengelolaan sampah
reuse, reduce, recycle.

Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:

a. SWPIILA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.4;
b. SWPIIL.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.2; dan

c. SWPIIL.C Pada Blok III.C.3.

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.LH yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf g meliputi:

a. jaringan drainase sekunder; dan

b. jaringan drainase tersier.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdapat di seluruh SWP.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdapat di seluruh SWP.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

-13-

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 huruf h meliputi:

a. jalur evakuasi bencana;

b. tempat evakuasi;

c. jalur sepeda; dan

d. jaringan pejalan kaki.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. Jalan Gimpu — Peana terdapat di SWP III.B;

b. ruas Gimpu - Tuare (Bts. Kab. Poso) terdapat di
SWP III.B dan SWP III.C;

c. ruas Sp. Kulawi — Gimpu melintas di seluruh SWP;

d. Jalan Palamaki-Tomua melintas di SWP III.A dan SWP
I1.B;

e. Jalan Salutome — Palamaki melintas di SWP III.A;

f. Jalan Salutome — Wangka melintas di SWP IIL.A;

g. Jalan Sp. Lawua-Salutome melintas di SWP IIL.A;

h. Jalan Watukilo-Salutome melintas di SWP III.A; dan

i. jalur evakuasi bencana melintas di seluruh SWP.

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b berupa tempat evakuasi sementara terdapat di:

a. Gereja Bala Keselamatan Korps Langkapa terdapat di
SWP III.A pada Blok III.A.2;

b. Gereja Bala Keselamatan Korps Palamaki terdapat di
SWP III.A pada Blok III.A.4;

c. Gereja GPID Zaitun Wangka terdapat di SWP IIl.A pada
Blok III.A.1;

d. Kantor Desa Pilimakujawa terdapat di SWP III.C pada
Blok III.C.3;

e. Poskesdes Tomua terdapat di SWP III.B pada Blok II1.B.1;

f. rencana ruang terbuka non hijau terdapat di SWP III.B
pada Blok II1.B.1;

g. rencana taman kelurahan terdapat di SWP III.C pada
Blok III.C.1;

h. SMP Negeri 6 Sigi terdapat di SWP III.B pada blok III.B.1;

i. SD Negeri Lampelero terdapat di SWP III.B pada Blok
[1I.B.2;

j- SMK Negeri 2 Sigi terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
dan

k. SMP Negeri 2 Kulawi Selatan terdapat di SWP III.A pada
Blok III.A.3.

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

Jalan Gimpu — Peana terdapat di SWP III.B;

Jalan Salutome — Palamaki terdapat di SWP IIL.A;

Jalan Watukilo-Salutome terdapat di SWP III.A;

ruas Sp. Kulawi — Gimpu terdapat di seluruh SWP; dan

jalur sepeda melintas di seluruh SWP.

PO T
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Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:

a. Jalan Gimpu — Peana terdapat di SWP III.B; dan

b. ruas Sp Kulawi — Gimpu terdapat di seluruh SWP; dan

c. jaringan pejalan kaki melintas di SWP III.B dan SWP III.C.
Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
huruf ¢ meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf a meliputi:

aooe

(1)

Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
Zona konservasi dengan kode KS; dan

Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 261,55 (dua
ratus enam puluh satu koma lima lima) hektare berupa Sub-
Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
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Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 261,55
(dua ratus enam puluh satu koma lima lima) hektare
terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
b. SWP III.B pada Blok II1.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;

dan
c. SWPIIIL.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

Zona Ruang Terbuka Hijau kota dengan kode RTH

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas

7,55 (tujuh koma lima lima) hektare meliputi:

a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;

b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

c. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan

d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas

2,94 (dua koma sembilan empat) hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan

b. SWP III.B pada Blok III.B.1.

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas

1,47 (satu koma empat tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan
Blok III.A.4;

b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan

c. SWPIII.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.

Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,07 (nol koma

nol tujuh) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 3,07 (tiga koma

nol tujuh) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1,

Blok III.B.2, dan Blok III.B.3.

Paragraf 4
Zona Konservasi

Pasal 24

Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf c dengan luas 1,88 (satu koma delapan
delapan) hektare berupa Sub-Zona taman nasional dengan
kode TN.

Sub-Zona taman nasional dengan kode TN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,88 (satu koma delapan
delapan) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
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Paragraf 5
Zona Badan Air

Pasal 25

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf d dengan luas 43,08 (empat puluh tiga
koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona badan air
dengan kode BA .

Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 43,08 (empat puluh tiga koma nol
delapan) hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;

dan
c. SWPIIL.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf b meliputi:

M@ 0 0 o

Zona hutan produksi dengan kode HP;

Zona pertanian dengan kode P;

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
Zona perumahan dengan kode R;

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

Zona perkantoran dengan kode KT;

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 27

Zona hutan produksi dengan kode HP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 3,79 (tiga
koma tujuh sembilan) hektare berupa Sub-Zona hutan
produksi terbatas dengan kode HPT.

Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 3,79
(tiga koma tujuh sembilan) hektare meliputi:

a. SWP III.A pada Blok III.A.4; dan

b. SWP III.C pada Blok III.C.2.
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Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 28

Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf b dengan luas 3.878,77 (tiga ribu delapan

ratus tujuh puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare

meliputi:

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;

b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan

c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 546,53 (lima

ratus empat puluh enam koma lima tiga) hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan
Blok III.A.4; dan

b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3.

Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,05 (empat

belas koma nol lima) hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan
Blok III.A.4; dan

b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3.

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 3.318,19 (tiga

ribu tiga ratus delapan belas koma satu sembilan) hektare

terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan
Blok III.A.4;

b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
dan

c. SWPIII.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas
10,85 (sepuluh koma delapan lima) hektare berupa Sub-Zona
kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.

Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,85
(sepuluh koma delapan lima) hektare terdapat di SWP IIL.A
pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.
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Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 30

Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 152,29 (seratus lima

puluh dua koma dua sembilan) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-
3;

b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-
4; dan

c. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan
kode R-5.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas

15,18 (lima belas koma satu delapan) hektare terdapat di

SWP III.B pada Blok III.B.1.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas

33,37 (tiga puluh tiga koma tiga tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.4;

b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan

c. SWPIII.C pada Blok III.C.3.

Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode

R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan

luas 103,74 (seratus tiga koma tujuh empat) hektare terdapat

di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;

b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan

c. SWPIII.C pada Blok III.C.1.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas
10,74 (sepuluh koma tujuh empat) hektare meliputi:

a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;

c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,27 (satu koma
dua tujuh) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas
2,12 (dua koma satu dua) hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.3;

b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan

c. SWPIII.C pada Blok III.C.3.
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Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas

7,26 (tujuh koma dua enam) hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan
Blok III.A.4;

b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan

c. SWPIII.C pada Blok III.C.3.

Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,10 (nol koma

satu) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.

Paragraf 7
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 32

Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas
0,64 (nol koma enam empat) hektare berupa Sub-Zona ruang
terbuka non hijau dengan kode RTNH.

Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,64 (nol
koma enam empat) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok
[I.B.1.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 29,48 (dua

puluh sembilan koma empat delapan) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode
K-1;

b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode
K-2; dan

c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode
K-3.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota yang selanjutnya

disebut K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dengan luas 1,56 (satu koma lima enam) hektare terdapat di

SWP III.B pada Blok III.B.1.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP yang selanjutnya

disebut K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dengan luas 1,60 (satu koma enam) hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.4; dan

b. SWP III.C pada Blok III.C.3.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP yang selanjutnya

disebut K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dengan luas 26,32 (dua puluh enam koma tiga dua) hektare

terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan
Blok III.A.4;

b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan

c. SWPIII.C pada Blok III.C.1
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Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 34

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 1,62 (satu koma enam
dua) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,62 (satu koma enam
dua) hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;

b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan

c. SWPIII.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas
0,10 (nol koma satu nol) hektare berupa Sub-Zona
pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,10 (nol
koma satu nol) hektare meliputi Polsubsektor Kulawi Selatan
terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 36

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 hurufj dengan luas 0,28 (nol koma
dua delapan) hektare berupa Sub-Zona instalasi pengolahan
air minum (IPAM) dengan kode PL-3.

Sub-Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3
sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan luas 0,28 (nol koma
dua delapan) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2
dan Blok IIT.A.3.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan

Pasal 37

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf k dengan luas 31,77 (tiga puluh satu
koma tujuh tujuh) hektare berupa Sub-Zona badan jalan
dengan kode BJ.
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Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana

dimaksud ayat (1) dengan luas 31,77 (tiga puluh satu koma

tujuh tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan
Blok III.A.4;

b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan

c. SWPIIL.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam
mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola
Ruang sesuai dengan RDTR WP Kulawi Selatan.

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan KKKPR; dan

b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

Pelaksanaan KKKPR di WP Kulawi Selatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian
pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk menilai kepatuhan
pelaksanaan KKKPR.

Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan
revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b diselenggarakan
dengan pengembangan program utama jangka menengah 5
(lima) tahunan yang terdiri atas meliputi:

a. program perwujudan;

b. lokasi;
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c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat

di SWP dan/atau Blok.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ meliputi:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi
Sulawesi Tengah;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten
Sigi;

d. swasta;

e. Masyarakat; dan

f. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi:

a. kementerian/lembaga;

b. Perangkat Daerah;

Cc. swasta;

d. Masyarakat; dan/atau

e. pemangku kepentingan lainnya.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. tahap I dari tahun 2024;

b. tahap II pada periode tahun 2025 sampai 2029;

c. tahap Il pada periode tahun 2030 sampai 2034;

d. tahap IV pada periode tahun 2035 sampai 2039; dan

e. tahap V pada periode tahun 2040 sampai 2043.

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

a. aturan dasar; dan/atau
b. TPZ.
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Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a
meliputi:

S0 a0 o

(1)

(2)

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal;
ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 huruf a memuat ketentuan
kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-
Zona meliputi:

a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/

diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara
terbatas;

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu;
dan/atau

d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan
dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang
sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat

secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan
penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. klasifikasi T1 berupa pembatasan waktu operasional
berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;

b. klasifikasi T2 berupa pembatasan intensitas kegiatan,
berupa jumlah tenaga kerja dan/atau sarana prasarana
yang dipergunakan;

c. klasifikasi T3 berupa pembatasan waktu pemanfaatan
lahan;
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d. klasifikasi T4 berupa pembatasan intensitas ruang atau
luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum
suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam
kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurangi
dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dapat
berupa:

1.

koefisien dasar bangunan maksimum diturunkan
sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan
maksimum 20% (dua puluh persen);

koefisien lantai bangunan maksimum diturunkan
sebesar minimal kavling 5% (lima persen) sampai
dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
koefisien dasar hijau minimal dinaikkan sebesar 1
minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum
20% (dua puluh persen);

kepadatan bangunan unit maksimum diturunkan
sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan
maksimum 20% (dua puluh persen); dan
pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan
ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan
kavling minimal menjadi lebih luas atau menjadi lebih
kecil, garis sempadan bangunan atau jarak bebas
bangunan dinaikkan atau ditingkatkan

klasifikasi TS berupa pembatasan jumlah pemanfaatan,

jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu

2.

3.

melayani kebutuhan, dan belum memerlukan
tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh
diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-
pertimbangan khusus yang meliputi:

1.

jumlah maksimal dengan perbandingan dari masing-
masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah
rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya di Blok
atau lingkungan yang lebih kecil tersebut berupa
dengan perbandingan pelayanan atau yang
dilayaninya;

jumlah maksimal dibatasi hanya 1 (satu) kegiatan
atau usaha untuk setiap Blok atau satuan unit
lingkungan terkecil yang disetujui bersama
masyarakat setempat dan pemerintah daerah; dan
kajian dengan kegiatan lain yang serupa, sejenis, dan
sama di Blok, atau lingkungan sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat
tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1) huruf c¢ merupakan kategori kegiatan dan

penggunaan lahan yang diperbolehkan atau diizinkan secara
bersyarat atau memiliki persyaratan yang harus dipenuhi
dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus
bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dampak yang
besar terhadap lingkungan sekitarnya melalui pengelolaan,
inovasi atau rekayasa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi B1 wajib menyediakan sarana dan prasarana
pengelolaan limbah, persampahan, biopori, sumur
resapan yang terintegrasi dengan sarana pendukung
atau zona lainnya,;
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b. klasifikasi B2 wajib menyediakan sarana pendukung
lainnya seperti tempat parkir; dan

c. klasifikasi B3 wajib menyediakan ruang terbuka hijau
dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan
yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau
seperti penyediaan taman vertikal, roof garden dan
sebagainya

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan
lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan
lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak
yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a

meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;

2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
3. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

c. Zona konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona
taman nasional dengan kode TN; dan

d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan
air dengan kode BA.

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf

b meliputi:

a. Zona hutan produksi dengan kode HP berupa Sub-Zona
hutan produksi terbatas dengan kode HPT.

b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI
berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan
kode KFPI,

d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode

R-3;
2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4; dan

3. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah

dengan kode R-5.
e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
dan

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
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f. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa
Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan

kode K-1;

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2;

3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan
kode K-3.

h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona
perkantoran dengan kode KT;

i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa
Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;

j- Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-
Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode
PL-3; dan

k. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona
badan jalan dengan kode BJ.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan ketentuan
mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu
Zona atau Sub-Zona meliputi:
a. koefisien dasar bangunan maksimum;
b. koefisien lantai bangunan maksimum;
c. koefisien dasar hijau minimal; dan
d. luas kavling minimum.
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 huruf c¢ merupakan ketentuan yang mengatur
bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada
suatu zona atau Sub-Zona meliputi:

a. ketinggian bangunan maksimum,;

b. garis sempadan bangunan minimum,;

c. jarak bebas samping minimum;

d. jarak bebas belakang minimum; dan

e. struktur bangunan gedung dan non gedung.
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Struktur bangunan gedung dan non gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengacu pada tata cara
perencanaan ketahanan gempa berdasarkan ketentuan
yang berlaku.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dimuat dalam tabel ketentuan tata bangunan
sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 huruf d mengatur jenis prasarana
dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada
pada setiap Zona peruntukan.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan
dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana
dan saran yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona
dan/atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan
diberlakukan ketentuan khusus dan terjadi pertampalan atau
overlay dengan fungsi Zona dan/atau Sub-Zona lainnya
meliputi:

a.

b.
c.
d

(1)

lahan pertanian pangan berkelanjutan;
kawasan rawan bencana;

tempat evakuasi bencana; dan
kawasan sempadan.

Pasal 48

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:

a. lahan pertanian Tanaman Pangan yang ditetapkan
merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dilarang dialihfungsikan;

b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau
pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah
untuk Proyek Strategis Nasional, kepentingan umum
dan/atau bencana alam;
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c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan yang
berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti keadaan semula;

d. alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk
kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum
dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan
pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah; dan

f. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada
pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan
lahannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 546,53

(lima ratus empat puluh enam koma lima tiga) hektare

meliputi Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona

tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:

a. SWPIILA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan
Blok III.A.4; dan

b. SWP III.B pada Blok II.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3.

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam

peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 49

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, terdiri atas:
a. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang
terdiri atas:
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
diizinkan (I) meliputi:

a) penyediaan RTH;

b) pertanian yang tidak menggunakan air dari
saluran;

c) perkebunan yang tidak menggunakan air dari
saluran;

d) peternakan; dan

e) kehutanan.

2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
diizinkan terbatas (T) dan bersyarat (B) meliputi:

a) semua kegiatan pembangunan baru selain
fungsi hunian dan fasilitas penting dan berisiko
tinggi yang tidak dilarang dalam aturan zona
dasar, ditambahkan syarat sebagai berikut:
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1) menggunakan konstruksi bangunan ringan
dan pondasi lentur semisal konstruksi
panggung atau menggunakan pondasi rakit
(mat slab) dengan beton bertulang dan
dalam satu bangunan tidak diperbolehkan
menggunakan beberapa jenis rancangan
pondasi;

2) bangunan yang dirancang oleh ahli
profesional harus dirancang dengan dengan
tambahan faktor keutamaan gempa yang
menggunakan kategori risiko satu kelas
diatasnya untuk setiap bangunan;

3) dilengkapi sumur dengan diameter >1 (lebih
dari satu) meter, dan kedalaman >15 (lebih
dari lime belas) meter; dan

4) KDB maksimal dikurangi 10% (sepuluh
persen) dari aturan zona dasar.

b) kegiatan pertanian, perkebunan, dan
perikanan yang menggunakan air dari saluran
wajib melakukan tindakan pengurangan muka
air tanah apabila melampaui ambang batas
berbahaya yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang.

3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
dilarang (X) meliputi:

a) seluruh kegiatan yang dilarang dalam aturan
zona dasar; dan

b) semua kegiatan pembangunan baru hunian
serta fasilitas penting dan risiko tinggi (sesuai
SNI), serta seluruh kegiatan selain kegiatan
yang diperbolehkan, kegiatan yang
diperbolehkan bersyarat dan terbatas pada
ketentuan khusus ini.

4. semua bangunan yang sudah terbangun sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan tidak
sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan khusus
ini, berlaku ketentuan:

a) setiap unit bangunan wajib dilengkapi dengan
sumur air dengan diameter >1 (lebih dari satu)
meter dan kedalaman >15 (lebih dari lima belas)
meter, untuk melepaskan tekanan air tanah
yang berlebihan; dan

b) setiap bangunan yang akan melakukan
rekonstruksi total bangunan, pondasi
bangunan harus berupa pondasi rakit (matslab)
dengan beton bertulang dan harus berupa satu
kesatuan utuh dan tidak terpisah-pisah.

b. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi
terdiri atas:

1. diharuskan melakukan rehabilitasi dan konservasi
lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan
vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya
konservasi lahan;
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pertanian tanaman pangan dan hortikultura
dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat
tebing;

pengembangan peralatan pemantauan dan sistem
peringatan dini gerakan tanah;

diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat
evakuasi sementara, dan/atau tempat evakuasi
akhir;

tidak  diperbolehkan  kegiatan yang dapat
mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi;
bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan
arah berlawanan dari aliran sedimen;
diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang
dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan
ancaman bencana,;

pengembangan kawasan didahului dengan
penyusunan rencana tapak siteplan;

semua unit bangunan harus dilengkapi dengan
retaining wall konstruksi beton bertulang yang
memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan
posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah
aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah
dengan aliran sedimen;

diperbolehkan secara bersyarat pengembangan
kawasan  permukiman dengan = pembatasan
intensitas pemanfaatan ruang, yaitu:

a) kegiatan hunian terbatas untuk rumah tinggal
dengan kepadatan dibawah 40 (empat puluh)
unit rumah/hektare; dan

b) perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana
pelayanan umum dengan batasan KDB lebih
rendah 20 (dua puluh) persen dari aturan
dasar.

pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih
rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan
dinding beton bertulang.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi
tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:

Zona pertanian dengan kode P meliputi:

a.

1.

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1

terdapat di:

a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok
II1.A.3, dan Blok III.A.4; dan

b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan
Blok II1.B.3.

Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat

di:

a) SWP III.LA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan
Blok III.A.4; dan

b) SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3.
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3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat
di:
a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan
Blok III.A.3; dan
b) SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3;
dan
c) SWP II.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan
Blok III.C.3
Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI
terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
Zona perumahan dengan kode R berupa:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4 terdapat di:
a) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
dan
b) SWP III.C pada Blok III.C.3.
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah
dengan kode R-5 terdapat di:
a) SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan
Blok III.A.4;
b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
dan
c) SWPIIL.C pada Blok III.C.1.
Zona sarana pelayanan umum Kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di:
a) SWPIIL.A pada Blok III.A.3; dan
b) SWP III.B pada Blok III.B.2.
2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-
3 terdapat di:
a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan
Blok III.A.3; dan
b) SWPIIL.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4
terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
Zona perdagangan dan jasa dengan Kode K berupa
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan
kode K-3 terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok
II.A.4;
2. SWPIIIL.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
3. SWPII.C Blok III.C.1.
Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona
perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
2. SWPIIIL.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan
kode HK terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-
Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan
kode PL-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan
Blok III.A.3.
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Ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tingkat
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1
terdapat di:

a) SWP III.A pada Blok IlI.A.2 dan Blok III.A.3;
dan
b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.

2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat
di SWP III.A Blok III.A.2; dan

3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat
di:

a) SWPIIL.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;

b) SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3;
dan

c) SWP IIL.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan
Blok III.C.3.

b. Zona perumahan dengan kode R berupa:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
dan

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah
dengan kode R-5 terdapat di SWP III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok III.A.3.

c. Zona sarana pelayanan umum Kode SPU meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan

2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-
3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok
II.A.3.

d. Zona perdagangan dan jasa dengan Kode K berupa
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan
kode K-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3;

e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona
perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.A
pada Blok III.A.3; dan

f.  Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan
kode HK terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 50

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa tempat evakuasi
sementara merupakan ruang penyelamatan diri dan
berfungsi sebagai tempat berkumpul penduduk yang akan
melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir meliputi:
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waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit,
untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa
faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;

jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400-600 (empat
ratus hingga enam ratus) meter dari pusat permukiman
atau aktivitas masyarakat;

kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat
ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang
dilalui, serta kepadatan jalur tersebut, dengan asumsi
kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika
terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam—
3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai
dengan tiga koma enam kilometer per jam);

terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari
segala arah dengan berlari atau berjalan kaki
(aksesibilitas tinggi);

memiliki sarana dan prasarana penunjang yang
lengkap; dan

TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat
evakuasi vertikal.

Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

d.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berupa
Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4
terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-
2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-
3 meliputi:
a) SWP III.LA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2
Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH
berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan
kode RTNH terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP
III.C pada Blok III.C. 3.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

111.

Pasal 51

Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 huruf d berupa sempadan sungai meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:

1.  bangunan prasarana sumber daya air;

2. bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem
peringatan dini;
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3. bangunan pengontrol/pengukur debit air;

4. kegiatan pengadaan dan penyediaan air bersih
serta konstruksi bangunan pengolahan,
penyaluran, dan penampungan air minum;

5. instalasi telekomunikasi berupa rentangan kabel
telekomunikasi; dan

6. instalasi listrik berupa rentangan kabel listrik.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:

1. konstruksi jalan dan jembatan dengan syarat
mendukung sarana dan prasarana publik;

2. pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya
dengan syarat jenis wisata alam yang tidak
berpotensi merusak ekosistem sungai;

3. konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan
penampungan air limbah yang tidak berpotensi
merusak ekosistem sungai;

4. konstruksi bangunan ketenagalistrikan dengan
syarat tidak mengganggu fungsi sungai;

5. ruang terbuka hijau dengan syarat penanaman
tanaman keras, perdu, dan tanaman pelindung
sungai dan tidak mengganggu fungsi sungai; dan

6. kegiatan penimbunan sementara hasil galian
golongan C dengan syarat tidak mengganggu fungsi
sungai dan tidak merusak ekosistem sungai.

kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:

1. mendirikan bangunan selain jaringan prasarana
wilayah;

2. mengurangi dimensi tanggul;

3. menanam tanaman selain rumput pada badan
tanggul yang berada pada sempadan sungai;

4. kegiatan bukan bangunan atau non konstruksi
yang berpotensi mencemari sungai;

5. kegiatan budidaya pertanian; dan

6. kegiatan pertambangan.

pembangunan jalan inspeksi sepanjang tepi sungai;

melakukan peremajaan dan normalisasi fungsi sungai

dan sempadan sungai;

pembebasan bangunan minimal pada jarak 3 (tiga)

meter yang dihitung dari tanggul/tepi sungai, dengan

tahapan meliputi:

1. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait
relokasi yang akan dilakukan, bagaimana
prosesnya, kondisi kepemilikan lahan di lokasi
baru, serta fasilitas dan pelayanan yang akan
didapatkan setelah dilakukan relokasi; dan

2. melibatkan masyarakat dalam pengambilan
keputusan.

ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk

kawasan sempadan sungai terdiri dari:

1. tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan
apabila terdapat izin yang dikeluarkan untuk
bangunan yang ada dengan prosedur yang benar,
maka dibebaskan dengan penggantian yang layak;
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2. bangunan dalam sempadan sungai dinyatakan
dalam status quo artinya tidak boleh diubah,
ditambah, dan diperbaiki;

3. izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan
lagi; dan

4. semua kegiatan di sempadan sungai wajib memiliki
izin dari lembaga berwenang.

Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1.  Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat
di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat
di SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

b. Zona perumahan dengan kode R meliputi :

1.  Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
dan

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah
dengan kode Ri-5 meliputi:

a) SWPIIL.A pada Blok III.A.3;
b) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
c) SWPIIL.C pada Blok III.C.1.

c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 meliputi:

1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan

2. SWPIII.C pada Blok III.C.3.

d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP
terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3; dan

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3 terdapat di:

a) SWP III.A pada Blok IlI.A.3 dan Blok III.A.4;
dan
b) SWP III.B pada Blok III.B.1.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf f, terdiri atas:

a.

b.
C.

ketentuan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan
pengendalian implikasi kewilayahan;

ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;

ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
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ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan
tidak sesuai dengan PZ; dan

aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang
yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.

Pasal 53

Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi
kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a
dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pemanfaatan
ruang berjalan sesuai dengan RTR.

Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima)
tahunan.

Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR sebagaimana
dimaksud pada ayat 2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan
kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan
pengendalian implikasi kewilayahan, sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibentuk tim penilai perwujudan RTR dan
pengendalian Implikasi Kewilayahan yang ditetapkan melalui
Keputusan Bupati.

Hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi
kewilayahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan
sebagai pertimbangan dalam peninjauan kembali untuk
revisi RTR dalam hal perumusan tujuan, kebijakan, strategi,
rencana struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan
ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, dan
Indikasi Program Utama serta sebagai dasar dalam
ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

Ketentuan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan
Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 54

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan ketentuan
yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan
dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan
massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.

Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu
kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari
satu Zona Rencana Pola Ruang selain Zona Lindung
dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya
diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai
ekonomi paling tinggi dengan persetujuan Forum
Penataan Ruang daerah dan/atau Perangkat Daerah
yang membidangi penataan ruang;
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b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu
kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari
satu Zona Rencana Pola Ruang yang salah satunya
berupa Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman
Pangan maka berlaku ketentuan dasar masing-masing
zona secara proporsional; dan

c. hak atas tanah dapat diterbitkan di Zona Lindung dan
Zona Budi Daya sesuai peraturan perundang-
undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 huruf ¢ merupakan merupakan

ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan

Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan

memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang

memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak
negatif bagi masyarakat.

Ketentuan  pelaksanaan insentif  dan disinsentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat

untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan
RDTR,;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan
dengan RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang
sejalan dengan RDTR.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR
sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan
pengembangannya pada zona yang perlu didorong
perwujudannya sesuai dengan RDTR.
Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR
dalam hal namun berpotensi melampaui daya dukung dan
daya tampung lingkungan.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap

menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah

Daerah dan kepada Masyarakat.

Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau

d. penghargaan.
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Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:

pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
pemberian kompensasi;

subsidi;

imbalan;

sewa ruang;

urun saham;

penyediaan prasarana dan sarana;

fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang;

i.  penghargaan; dan/atau

j-  publikasi atau promosi.

Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. publikasi atau promosi Daerah; dan/atau

d. penghargaan.

Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan
disinsentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

SR 00 o

Pasal 56

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan
tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf d berlaku untuk
Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum
penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat
dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur
yang benar.
Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak
sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat di Zona perlindungan setempat
dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat
dengan kode PS.
Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona
perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi ketentuan penggunaan
lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini dan berada pada perlindungan
setempat dengan kode PS yang bertampalan dengan
kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan
bencana gerakan tanah tingkat tinggi meliputi:
a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait
dengan pentingnya menjaga fungsi sempadan sungai;
b. pengenaan disinsentif kepada masyarakat;
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c. pembangunan jalan inspeksi sepanjang tepi sungai;

d. pembebasan bangunan minimal pada jarak 3 (tiga)
meter yang dihitung dari tanggul/tepi sungai, dengan
tahapan meliputi:

1. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait
relokasi yang akan dilakukan, bagaimana
prosesnya, kondisi kepemilikan lahan di lokasi baru,
serta fasilitas dan pelayanan yang akan didapatkan
setelah dilakukan relokasi; dan

2. melibatkan masyarakat dalam  pengambilan
keputusan.

e. melakukan peremajaan dan normalisasi fungsi sungai
dan sempadan sungai.

Pasal 57

Aturan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e
mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan
fungsi ruang zona peruntukannya maka untuk Pemanfaatan
Ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan “legal non-
conforming use” atau persetujuan “conditional use”.

Bagian Kedua
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 58

(1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b
merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang
disediakan atau dikembangkan untuk memberikan
fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan
untuk  mengatasi berbagai permasalahan dengan
mempertimbangkan karakteristik blok/zona.

(2) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa zona
pengendalian pertumbuhan dengan kode k.

Pasal 59

(1) TPZ berupa zona pengendalian pertumbuhan (growth control)
dengan kode k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(2) merupakan ketentuan pengaturan melalui upaya
perlindungan berupa pembatasan pembangunan pada
sempadan patahan aktif Palu Koro.

(2) Ketentuan pengaturan zona pengendalian pertumbuhan
(growth control) dengan kode k sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. penyediaan sarana dan prasarana bangunan
pemantauan bencana, sistem peringatan dini, dan jalur
evakuasi bencana;

b. diperbolehkan kegiatan industri kecil dan menengah
dengan syarat menggunakan pondasi rakit (mat slab)
dengan beton bertulang dengan ketebalan yang sesuai,
yang sifatnya kaku, tahan beban gempa dan pergerakan
seismik; dan
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diperbolehkan kegiatan dengan syarat konstruksi tidak
permanen.
70 (tujuh puluh) persen persil untuk kegiatan berfungsi
lindung;
KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan struktur
bangunan adaptif bencana pesisir sesuai ketentuan
yang berlaku;
lantai dasar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan
okupansi menerus;
pengembangan akomodasi dan penunjang kegiatan
dengan konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat
berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi bencana,;
penyediaan jalur akses;
penyediaan jalur evakuasi; dan
penyediaan RTH.

zona pengendalian pertumbuhan (growth control)

dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterapkan pada:

a.

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI
berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan
kode KPI terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan
Blok III.A.3;
Zona perumahan dengan kode R berupa:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4 terdapat di:
a) SWPIIL.A pada Blok III.A.2; dan
c) SWP IIIL.C pada Blok III.C.3.
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah
dengan kode R-5 terdapat di:
a) SWP III.A pada Blok IlI.A.2 dan Blok III.A.3;
dan
b) SWP III.B pada Blok III.B.1.
Zona sarana pelayanan umum Kode SPU berupa Sub-
Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat
di:
1. SWPIIL.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
2. SWPIIIL.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
Zona perdagangan dan jasa dengan Kode K berupa Sub-
Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-
3 terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
2. SWPIIL.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona
perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
2. SWPIII.B pada Blok III.B.1.
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-
Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan
kode PL-3 terdapat di SWP III.A PADA Blok III.A.2 dan
Blok III.A.3.
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BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 60

Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan
koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka
penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat
dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan
dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait
pelaksanaan penataan ruang.
Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah;
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
Perkebunan;
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
Kepala Dinas Perhubungan;
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran;
Kepala Kantor Pertanahan;
Kepala Bagian Hukum;
. Asosiasi akademisi;
Asosiasi profesi; dan
Tokoh masyarakat
Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

S @ T Q0

°eB B TK

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Jangka waktu RDTR WP Kulawi Selatan berlaku dalam
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau
kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian
perwujudan dan peninjauan kembali RDTR WP Kulawi
Selatan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap
periode 5 (lima) tahunan.
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Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan perundang-undangan;

c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan
perundang-undangan; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang

berimplikasi pada penilaian perwujudan dan peninjauan

kembali Peraturan Bupati Sigi tentang RDTR WP Kulawi

Selatan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan

Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis
dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital
nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.

Rencana dan album peta tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a.

izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;

izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan
tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini,
dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 Mei 2024
BUPATI SIGI,
ttd
MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,
ttd
NUIM HAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 11
Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM
ERAH KABUPATEN SIGI,
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Lampiran III.F
Lampiran III.G
Lampiran III.H
Lampiran III.I
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Lampiran V.
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DAFTAR LAMPIRAN

Peta Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan

Peta Pembagian SWP dan Blok Wilayah Perencanaan Kulawi
Selatan

Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Perencanaan Kulawi
Selatan

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat
Pelayanan Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi
Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi
Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan

Peta  Rencana  Struktur Ruang Rencana  Jaringan
Telekomunikasi Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya
Air Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum
Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengelolaan Air Limbah
Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Persampahan
Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase
Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana
Lainnya Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan

Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah
Perencanaan Kulawi Selatan

Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan
Bencana

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi
Bencana

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan
Sempadan
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

it

| 7 SEMCRNTAN KASUPATEN 5938
Dwas 0w < PROVING SULAARN TANOAN
Parene

Twna WAy Cone Lywve

Swaa Warghe

..........

.... -

Kaczmmatan
Kulawt
Selotan

i

BUPATI SIGI,
ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
A BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SIGI
TENTANG

s O

Ve

NOMOR 11 TAHUN 2024

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

et Lywy

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK WILAYAH PERENCANAAN

7 SEMCRNTAN KASUPATEN 5930
PROVIVE SULAASN TANAAN
e
e
&
Famwm
o

-

Hamezamreatag

Fulawt

Selotan

i

BUPATI SIGI,
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM
SEKRE PARIAT

MOHAMAD IRWAN
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

T

Svea Warghe

Ouns Pulemad

Salinan sesuai dengan aslinya

) PTMCRNTAN KASUPATDN 2230
< PROVIVE SLLAARI TAMAAN

Owas Gives |f i > W

BUPATI SIGI,
ttd

MOHAMAD IRWAN

Nip. 197212052002121007
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LAMPIRAN III.A

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

= -
IR L R
s, PETA RENCANA STRUKTLR RUANG
Swaa Warghe )':-’,“;‘ ‘ i‘n ' e
{3
e 1 e
=
BUPATI SIGI,
ttd
MOHAMAD IRWAN
Salinan sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM
SEKRETA DAERAH KABUPATEN SIGI,
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LAMPIRAN III.B

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA

JARINGAN TRANSPORTASI
e 7 STICRNTAN KASUPATEN 5034
Winits Zeas O < PROVINE SULAAE TAMAAN
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- 51
(S R— h':':. Deas G - %

BUPATI SIGI,
ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

A BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI

SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

it

Swaa Barghe

Dwas 00
Parene

Salinan sesuai dengan aslinya

PALA BAGIAN HUKUM

Twns Lywn

7 SEMCRNTAN KASUPATEN 5030
< PROVIANE SULAARI TAMNAAN
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Haczmmatan
Kulswt
Selotan

i

BUPATI SIGI,
ttd

MOHAMAD IRWAN
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LAMPIRAN III.D

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
JARINGAN TELEKOMUNIKASI
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Hocmatan
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BUPATI SIGI,
ttd
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
A BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN III.LE

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
JARINGAN SUMBER DAYA AIR

it

Swaa Warghe
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Kulawt
Selotan

i

BUPATI SIGI,
ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

PALA BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN III.F

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
JARINGAN AIR MINUM

it
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BUPATI SIGI,
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MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

A BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI

SIGI

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
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BUPATI SIGI,
ttd
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
A BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN III.H

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
JARINGAN PERSAMPAHAN

it

Swaa Warghe

| 7 STICRNTAN KASUPATEN 5034
Dwas 0w < FPROVIAE SULAARN TANOAN
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BUPATI SIGI,
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Salinan sesuai dengan aslinya

PALA BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN III.I

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE
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BUPATI SIGI,
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Salinan sesuai dengan aslinya

A BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN III.J

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
JARINGAN PRASARANA LAINNYA

it

| 7 STICRNTAN KASUPATEN 5034
Dwas 0w < PROVIVE SULAARI TAMNAAN
Paene

—a \ T Lawun
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Hocmatan
Kulawt
Selotan
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BUPATI SIGI,
ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

A BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA POLA RUANG
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BUPATI SIGI,
ttd
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA
KAWASAN

DETAIL

PERKOTAAN

SELATAN TAHUN 2024-2043.

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS WP KULAWI SELATAN

TATA

RUANG
KULAWI

Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP- TP-
Sumb Lembaga yang Perangkat Daerah Perangkat Daerah P ku L e 3 | ™ s
No Program Utama Lokasi P umber Menyelenggarakan erang a? acra S 1 IOEE emang 1 2 3 4 5
endanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan . s . . . 2029 2030- | 2035- | 2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5454|2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
I PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG
A Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
a Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
1 Program Pengembangan Permukiman
1.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
e Perencanaan
Pembangunan,
Pusat Pelayanan Penelitian dan
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Kawasan Perkotaan APBD gearé%;lnbangan
1.1.1 kawasan permukiman di kawasan strategis Kulawi Selatan Kabupaten - - e Pekerjaan Umum
daerah kabupaten terdapat di SWP III.B | Sigi ’I:] ta R
pada Blok IIL.B.1 dan Tata Ruang
e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
2 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
o Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Pusat Pelayanan e Pekerjaan Umum
Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana Kawasan Perkotaan APBD dan Tata Ruang
2.1.1 dan sarana pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan | Kulawi Selatan Kabupaten - - e Perumahan dan
Perkotaan terdapat di SWP IIL.B | Sigi Kawasan
pada Blok III.B. 1 Permukiman
e Perindustrian dan
Perdagangan
e Pendidikan
e Kesehatan

o Perhubungan
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
N q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
o Program Utama Lokasi P Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 0041 5025 | 2026 | 2027|2028 | 292 | 2034 | 2039 | 2043
Bidang
Pusat Pelayanan Pekerjaan Umum
Kawasan Perkotaan APBD dan Tata Ruang
2.1.2 Penataan bangunan dan lingkungan Kulawi Selatan Kabupaten - - Perumahan dan -
terdapat di SWP III.B | Sigi Kawasan
pada Blok III.B.1 Permukiman
Pusat Pelayanan Pekerjaan Umum
Kawasan Perkotaan APBD dan Tata Ruang
2.1.3 Pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | Kulawi Selatan Kabupaten - - Perumahan dan -
terdapat di SWP III.B | Sigi Kawasan
pada Blok III.B.1 Permukiman
3 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
3.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pusat Pelayanan e APBD Pengembangan
Kawasan Perkotaan Kabupaten Daerah
3.1.1 Perencanaan penyediaan PSU perumahan Kulawi Selatan Siei - - Pekeri U Swasta
terdapat di SWP III.B 181 exerjaan Umum
pada Blok I1LB. 1 e Swasta dan Tata Ruang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Pusat Pelayanan e APBD Pekerjaan Umum
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Tata Ruang
3.1.2 penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas Kulawi Selatan Siei Perumahan dan Swasta
umum terdapat di SWP III.B R S“%;s ta Kawasan
pada Blok III.B.1 Permukiman
Pusat Pelayanan e APBD Pekerjaan Umum
Kerja sama penyediaan/ pengelolaan PSU Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Tata Ruang
3.1.3 erumahan Kulawi Selatan Siei Perumahan dan Swasta
p terdapat di SWP III.B . S\xg/;;s ta Kawasan
pada Blok III.B.1 Permukiman
Pusat Pelayanan e APBD Pekerjaan Umum
Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Tata Ruang
3.1.4 Penyediaan tenaga listrik untuk perumahan Kulawi Selatan Sigi - - Perumahan dan Swasta
terdapat di SWP III.B o Swasta Kawasan
pada Blok III.B.1 Permukiman
4 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
4.1 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberitahuan, pendataan awal lokasi, Perencanaan
konsultasi publik rencana pembangunan dan Pembangunan,
penetapan kst pengadean andh ek | pusat pesyanan |« apm Penelian dan
Kawasan Perkotaan e APBD Dae%ah g
4.1.1 Kulawi Selatan Kabupaten Pertanahan - Pekeriaan Umum Swasta
terdapat di SWP IILB Sigi o Tota Ruam
pada Blok III.B.1 e Swasta P han d g
erumahan dan
Kawasan
Permukiman
b Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
1 Program Pengembangan Permukiman
1.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota




-60-

Pelaksana Waktu Pelaksanaan
el T -2 R
N P Ut Lokasi Sumber M 1 ak Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
° rogram Ltama oxast Pendanaan enyelenggaraan Provinsi yan; Kabupaten yan; Kepentingan 1 2 3 . 5
Urusan L yang pateh yang penung 2020 | 2030- | 2035-2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 [ 2026 | 2027 | 2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
e Perencanaan
Perkotaan Pembangunan,
Palamaki terdapat Penelitian dan,
di SWP III.A pada Pengemban.
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Blok III.A.4 APBD g gan
1.1.1 kawasan permukiman di kawasan strategis e Sub Pusat Kabupaten - - Daera.h -
. e Pekerjaan Umum
daerah kabupaten Pelayanan Sigi
Kawasan dan Tata Ruang
Perkotaan e Perumahan dan
o . Kawasan
Pilimakujawa Permukiman
terdapat di SWP
III.C pada Blok
II1.C.3
2 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
e Sub Pusat e Perencanaan
Pelayanan Pembangunan,
Kawasan Penelitian dan
Perkotaan Pengembangan
Palamaki terdapat Daerah
di SWP IIL.A pada e Pekerjaan Umum
Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana Blok III.A.4 APBD dan Tata Ruang
2.1.1 dan sarana pada Sub Pusat Pelayanan e Sub Pusat Kabupaten - - e Perumahan dan -
Kota/Kawasan Perkotaan Pelayanan Sigi Kawasan
Kawasan Permukiman
Perkotaan Perindustrian dan
Pilimakujawa Perdagangan
terdapat di SWP e Pendidikan
III.C pada Blok e Kesehatan
1I.C.3 e Perhubungan
e Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Palamaki terdapat
di SWP III.A pada e Pekerjaan Umum
Blok III.A.4 APBD dan Tata Ruang
2.1.2 Penataan bangunan dan lingkungan e Sub Pusat Kabupaten - - e Perumahan dan -
Pelayanan Sigi Kawasan
Kawasan Permukiman
Perkotaan
Pilimakujawa
terdapat di SWP
III.C pada Blok
II1.C.3
e Sub Pusat
Pelayanan e Pekerjaan Umum
Kawasan APBD dan Tata Ruang
2.1.3 | Pengawasan penataan bangunan dan lingkungan Perkotaan Kabupaten - - e Perumahan dan -
Palamaki terdapat Sigi Kawasan
di SWP III.A pada Permukiman

Blok III.A.4




-61-

Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
N q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
o Program Utama Lokasi P Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2°2%| 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Pilimakujawa
terdapat di SWP
III.C pada Blok
1I.C.3
3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
e Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan Perencanaan
Palamaki terdapat gemb?p gunan,
di SWP IIL.A pada enelitian dan
Blok ITLA 4 APBD Pengembangan
3.1.1 Perencanaan penyediaan PSU prumahan e Sub Pusat Kgl_)upaten - - Daerah Swasta
Pelayanan Sigi Pekerjaan Umum
Kawasan Swasta dan Tata Ruang
Perkotaan Perumahan dan
Pilimakujawa E:gzirilman
terdapat di SWP
III.C pada Blok
II.C.3
e Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan Perencanaan
Palamaki terdapat g:i?;;iugzﬁ’
di SWP III.A pada
Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas Blok III.A.4 APBD Pengembangan
Y p > ,
) . . Kabupaten Daerah
3.1.2 umum di perumahan untuk menunjang fungsi e Sub Pusat Siei - - Pekeriaan Umum Swasta
hunian Pelayanan S gl J
Kawasan wasta dan Tata Ruang
Perkotaan Perumahan dan
Pilimakujawa g:;ﬂrgzi?man
terdapat di SWP
III.C pada Blok
1I.C.3
e Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Palamaki terdapat APBD Pekerjaan Umum
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka di SWP III.A pada Kabupaten dan Tata Ruang
3.1.3 penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas Blok III.A.4 Sici - - Perumahan dan Swasta
umum e Sub Pusat Sv&g/as ta Kawasan
Pelayanan Permukiman
Kawasan
Perkotaan
Pilimakujawa

terdapat di SWP
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Sumber Leiloalsie s P kat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P umbe Menyelenggarakan erangxat g 18 1 2 3 4 5
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2°2%| 2034 | 2039 | 2043
Bidang
III.C pada Blok
III.C.3
e Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Palamaki terdapat
di SWP III.A pada e APBD e Pekerjaan Umum
Kerja sama penyediaan/ pengelolaan PSU Blok II1.A.4 Kabupaten dan Tata Ruang
3.1.4 erumahan e Sub Pusat Sigi - - e Perumahan dan Swasta
P Pelayanan o Swasta Kawasan
Kawasan Permukiman
Perkotaan
Pilimakujawa
terdapat di SWP
III.C pada Blok
II1.C.3
e Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Palamaki terdapat
di SWP III.A pada e APBD e Pekerjaan Umum
Blok III.A.4 Kabupaten dan Tata Ruang
3.1.5 Penyediaan tenaga listrik untuk perumahan e Sub Pusat Sigi - - e Perumahan dan Swasta
Pelayanan e Swasta Kawasan
Kawasan Permukiman
Perkotaan
Pilimakujawa
terdapat di SWP
III.C pada Blok
II1.C.3
4 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
4.1 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberitahuan, pendataan awal lokasi, e Sub Pusat
konsultasi publik rencana pembangunan dan Pelayanan
penetapan lokasi pengadaan tanah untuk Kawasan e Perencanaan
kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota Perkotaan Pembaneunan
Palamaki terdapat Penelitiai dan’
di SWP III.A pada e APBN Pengembangan
Blok III.A.4 e APBD Daerah
4.1.1 e Sub Pusat Kabupaten Pertanahan - - Swasta
Pelayanan Sigi e Pekerjaan Umum
Kawasan e Swasta dan Tata Ruang
Perkotaan e Perumahan dan
Pilimakujawa g:‘:‘r’;‘zi?man
terdapat di SWP
III.C pada Blok
II1.C.3
5 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
5.1 Pengembangan Prasarana Pertanian
Pengendalian dan pemanfaatan kawasan * Sub Pusat APBD ¢ Tangman Pangan,
5.1.1 . Pelayanan Kabupaten - - Hortikultura dan -
pertanian Kawasan Sigi Perkebunan




Perkotaan
Palamaki terdapat
di SWP IIL.A pada
Blok III.A.4

Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Pilimakujawa
terdapat di SWP
III.C pada Blok
1I.C.3
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e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

5.1.2

5.2.1

Penyusunan action plan pengembangan
prasarana sarana kawasan pertanian

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan
jalan usaha tani pertanian

Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Palamaki terdapat
di SWP IIL.A pada
Blok III.A.4

Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Pilimakujawa
terdapat di SWP
III.C pada Blok
1I.C.3

Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Palamaki terdapat
di SWP III.A pada
Blok III.A.4

Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Pilimakujawa
terdapat di SWP
III.C pada Blok
III.C.3

APBD
Kabupaten
Sigi

APBD
Kabupaten
Sigi

e Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

5.2.2

Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan
pintu air

Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Palamaki terdapat
di SWP IIL.A pada
Blok III.A.4

Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan

APBD
Kabupaten
Sigi

e Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
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Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-2

TP-
3

TP-4

4

2025

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2043

Pilimakujawa
terdapat di SWP
III.C pada Blok
NI.C.3

5.2.3

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan
prasarana pertanian lainnya

Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Palamaki terdapat
di SWP III.A pada
Blok III.A.4

Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Pilimakujawa
terdapat di SWP
III.C pada Blok
II.C.3

APBD
Kabupaten
Sigi

e Tanaman Pangan,

Hortikultura dan
Perkebunan
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

5.2.4

Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
usaha tani

Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Palamaki terdapat
di SWP III.A pada
Blok III.A.4

Sub Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perkotaan
Pilimakujawa
terdapat di SWP
III.C pada Blok
III.C.3

APBD
Kabupaten
Sigi

e Tanaman Pangan,

Hortikultura dan
Perkebunan
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan

c.1l

Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Program Pengembangan Permukiman

1.1

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur
kawasan permukiman di kawasan strategis
daerah kabupaten

e Pusat Lingkungan

Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
IL.A.1

Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
1I.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II.A.3

APBD
Kabupaten
Sigi

Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman




Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
11.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II1.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II1.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1II.B.2
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2.1.1

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana
dan sarana pada Pusat Lingkungan
Kelurahan/Desa

Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
1IL.A.1

Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
1I.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
1I.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1I.B.1

APBD
Kabupaten
Sigi

Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Perindustrian dan
Perdagangan
Pendidikan
Kesehatan
Perhubungan
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Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-

TP-2 3

TP-4

4 5

2025

2026

2030-
2027|2028 2029 2034

2035-
2039

2040-
2043

Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
III.B pada Blok
11.B.2

2.1.2

Penataan bangunan dan lingkungan

Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
IL.A.1

Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
III.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1I.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
III.B pada Blok
11.B.2

APBD
Kabupaten
Sigi

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

2.1.3

Pengawasan penataan bangunan dan lingkungan

Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
IL.A.1

Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
II.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Lawua

APBD
Kabupaten
Sigi

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman




terdapat di SWP

III.A pada Blok

II1.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II.B.1

e Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1I.B.1

e Pusat Lingkungan

Desa Lempelero

terdapat di SWP

III.B pada Blok

II1.B.2
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3.1.1

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU]

Perencanaan penyediaan PSU prumahan

e Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II.A.1

e Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
III.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
1I.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
1II.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II1.B.1

e Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP

APBD
Kabupaten
Sigi
Swasta

e Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman




II1.B pada Blok
II1.B.1
Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
II1.B pada Blok
1II.B.2
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3.1.2

Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum di perumahan untuk menunjang fungsi
hunian

Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.1

Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
II.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
1I.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II1.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II1.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
II1.B pada Blok
1II.B.2

APBD
Kabupaten
Sigi
Swasta

e Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Swasta

3.1.3

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka
penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum

Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II.A.1

Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
III.A.3

APBD
Kabupaten
Sigi
Swasta

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Perumahan dan Swasta
Kawasan
Permukiman




Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
11.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II1.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II1.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1II.B.2
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3.1.4

Kerja sama penyediaan/ pengelolaan PSU
perumahan

Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II.A.1

Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
III.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
11.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II1.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II1.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP

APBD
Kabupaten
Sigi
Swasta

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Swasta




II1.B pada Blok

II1.B.1

e Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
II1.B pada Blok
1II.B.2
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3.1.5

Penyediaan tenaga listrik untuk perumahan

e Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.1

e Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
II.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
1I.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II1.B.1

e Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II1.B.1

e Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
II1.B pada Blok
1II.B.2

e APBD
Kabupaten
Sigi

e Swasta

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Swasta

4.1.1

Pemberitahuan, pendataan awal lokasi,
konsultasi publik rencana pembangunan dan
penetapan lokasi pengadaan tanah untuk
kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota

Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

e Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
IL.A.1

e Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok

e APBN

e APBD
Kabupaten
Sigi

e Swasta

Pertanahan

e Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang




III.A.2 dan Blok

III.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
1II.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II.B.1

e Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II1.B.1

e Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1II.B.2
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e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

5.1.1

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Pengendalian dan pemanfaatan kawasan
pertanian

e Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
IL.A.1

e Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
1I.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
11.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP

APBD
Kabupaten
Sigi

e Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang




II1.B pada Blok
II1.B.1
Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
II1.B pada Blok
II1.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1II.B.2
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5.1.2

5.2.1

Penyusunan action plan pengembangan
prasarana sarana kawasan pertanian

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan
jalan usaha tani pertanian

Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.1

Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
III.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
1I.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II1.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II1.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
II1.B pada Blok
II1.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1II.B.2

Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.1

APBD
Kabupaten
Sigi

APBD
Kabupaten
Sigi

e Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang




Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
1I.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
1I.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP
II1.B pada Blok
II1.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1I.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1I.B.2
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5.2.2

Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan
pintu air

Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II.A.1

Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
II.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
11.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II1.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis

APBD
Kabupaten
Sigi

e Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
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Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-2

TP-
3

TP-4

4

2025

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2043

terdapat di SWP
III.B pada Blok
1I.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
III.B pada Blok
II.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1II.B.2

5.2.3

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan
prasarana pertanian lainnya

Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
L.A.1

Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
II.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Salutome
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II.A.3

Pusat Lingkungan
Desa Tompi Bugis
terdapat di SWP
III.B pada Blok
I.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1I.B.1

Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1II.B.2

APBD
Kabupaten
Sigi

e Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan

o Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

5.2.4

Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
usaha tani

Pusat Lingkungan
Desa Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
MILA.1

APBD
Kabupaten
Sigi

e Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
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Program Utama

Lokasi

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Sumber
Pendanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-2

TP-
3

TP-4

4

2025

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2043

e Pusat Lingkungan
Desa Watukilo
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
III.A.3

e Pusat Lingkungan
Desa Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
II.A.3

e Pusat Lingkungan

Desa Salutome

terdapat di SWP

III.A pada Blok

II.A.3

Pusat Lingkungan

Desa Tompi Bugis

terdapat di SWP

III.B pada Blok

II.B.1

e Pusat Lingkungan
Desa Tomua
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1I.B.1

e Pusat Lingkungan
Desa Lempelero
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1I.B.2

c.3

Perwujudan Pusat Rukun Warga

Program Pengembangan Permukiman

1.1

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Dae

rah Kabupaten/Kota

1.1.1

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur
kawasan permukiman di kawasan strategis
daerah kabupaten

e Pusat Rukun
Warga Desa Gimpu
terdapat di SWP
III.B pada Blok
11.B.2

e Pusat Rukun
Warga Desa
Lempelero terdapat
di SWP III.C pada
Blok III.C.1

APBD
Kabupaten
Sigi

Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

2.1

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkun,

gan di Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1

Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana
dan sarana pada Pusat RW

e Pusat Rukun
Warga Desa Gimpu
terdapat di SWP
III.B pada Blok
11.B.2

e Pusat Rukun
Warga Desa
Lempelero terdapat

APBD
Kabupaten
Sigi

Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan bidanei bidangi Lai 2029 2030- | 2035- | 2040-
Pemerintahan di HECee! MR A& 5024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
di SWP III.C pada e Perumahan dan
Blok III.C.1 Kawasan
Permukiman
e Perindustrian dan
Perdagangan
e Pendidikan
e Kesehatan
o Perhubungan
e Pusat Rukun
Warga Desa Gimpu
;ﬁrdBap:;:%?:i/{P o Pekerjaan Umum
III.B g APBD dan Tata Ruang
2.1.2 Penataan bangunan dan lingkungan . Pu.salt Rukun Kabupaten - - e Perumahan dan -
Sigi Kawasan
Warga Desa Permukiman
Lempelero terdapat
di SWP III.C pada
Blok III.C.1
3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
e Pusat Rukun e Perencanaan
Warga Desa Gimpu Pembangunan,
terdapat di SWP Penelitian dan
III.B pada Blok e APBD Pengembangan
. II.B.2 Kabupaten Daerah
3.1.1 Perencanaan penyediaan PSU prumahan o Pusat Rukun Sigi - - e Pekerjaan Umum Swasta
Warga Desa e Swasta dan Tata Ruang
Lempelero terdapat e Perumahan dan
di SWP III.C pada Kawasan
Blok III.C.1 Permukiman
e Pusat Rukun o Perencanaan
Warga Desa Gimpu Pembangunan,
terdapat di SWP Penelitian dan
. o III.B pada Blok e APBD Pengembangan
Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas
. . . II.B.2 Kabupaten Daerah
3.1.2 umum di perumahan untuk menunjang fungsi . - - - Swasta
hunian e Pusat Rukun Sigi o Pekerjaan Umum
Warga Desa e Swasta dan Tata Ruang
Lempelero terdapat e Perumahan dan
di SWP III.C pada Kawasan
Blok III.C.1 Permukiman
e Pusat Rukun
Warga Desa Gimpu
terdapat di SWP .
e Pekerjaan Umum
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka IIL.B pada Blok * APBD dan Tata Ruang
. o III.B.2 Kabupaten
3.1.3 penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas o Pusat Rukun Siei - - e Perumahan dan Swasta
umum gl Kawasan
Warga Desa e Swasta Permukiman
Lempelero terdapat
di SWP III.C pada
Blok III.C.1
e APBD
Kerja sama penyediaan/ pengelolaan PSU * Pusat Rukun . Kabupaten e Pekerjaan Umum
3.1.4 Warga Desa Gimpu . - - Swasta
perumahan Sigi dan Tata Ruang

terdapat di SWP

o Swasta
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Wi membidangi membidangi Lainn, 2029 2030- 2035~ 2040-
Pemerintahan di DR DR AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
III.B pada Blok e Perumahan dan
II1.B.2 Kawasan
e Pusat Rukun Permukiman
Warga Desa
Lempelero terdapat
di SWP III.C pada
Blok III.C.1
e Pusat Rukun
Warga Desa Gimpu
terdapat di SWP .
IIL.B pada Blok e APBD ¢ g;ﬁe?:;n&fr‘l‘m
. e III.B.2 Kabupaten g
3.1.5 Penyediaan tenaga listrik untuk perumahan o Pusat Rukun Sigi - - e Perumahan dan Swasta
Warga Desa e Swasta g:r‘f:zirilman
Lempelero terdapat
di SWP III.C pada
Blok III.C.1
4 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
4.1 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Tingkat Kabupaten/Kota
e Pusat Rukun e Perencanaan
Warga Desa Gimpu Pembangunan,
terdapat di SWP e APBN Penelitian dan
Pemberitahuan, pendataan awal lokasi, III.B pada Blok e APBD Pengembangan
konsultasi publik rencana pembangunan dan 11.B.2 Daerah
4.1.1 ) Kabupaten Pertanahan - - Swasta
penetapan lokasi pengadaan tanah untuk e Pusat Rukun Sigi e Pekerjaan Umum
kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota Warga Desa oS g " dan Tata Ruang
Lempelero terdapat wasta e Perumahan dan
di SWP III.C pada Kawasan
Blok III.C.1 Permukiman
5 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
5.1 Pengembangan Prasarana Pertanian
e Pusat Rukun
Warga Desa Gimpu
terdapat di SWP
1ILB pada Blok e Tanaman Pangan,
. ’ APBD Hortikultura dan
Pengendalian dan pemanfaatan kawasan 11.B.2
5.1.1 . Kabupaten - - Perkebunan -
pertanian e Pusat Rukun . .
Warga Desa Sigi e Pekerjaan Umum
Lempelero terdapat dan Tata Ruang
di SWP III.C pada
Blok III.C.1
e Pusat Rukun
Warga Desa Gimpu
terdapat di SWP
IILB pada Blok e Tanaman Pangan,
. ’ APBD Hortikultura dan
Penyusunan action plan pengembangan II1.B.2
5.1.2 . Kabupaten - - Perkebunan -
prasarana sarana kawasan pertanian e Pusat Rukun L .
Warga Desa Sigi . gekerjaan Umum
Lempelero terdapat an Tata Ruang
di SWP III.C pada
Blok III.C.1
5.2 Pembangunan Prasarana Pertanian
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040-
Pemerintahan di HECee! HESIHDREE AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e Pusat Rukun
Warga Desa Gimpu
terdapat di SWP e Tanaman Pangan
e . IIL.B pada Blok APBD Hortikultura dan
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan 1I1.B.2
5.2.1 . . : Kabupaten - - Perkebunan -
jalan usaha tani pertanian e Pusat Rukun - .
Warga Desa Sigi e Pekerjaan Umum
Lempelero terdapat dan Tata Ruang
di SWP III.C pada
Blok III.C.1
e Pusat Rukun
Warga Desa Gimpu
terdapat di SWP e Tanaman Pangan
e . IIL.B pada Blok APBD Hortikultura dan
Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan 1I1.B.2
5.2.2 ) . Kabupaten - - Perkebunan -
pintu air e Pusat Rukun L .
Warga Desa Sigi e Pekerjaan Umum
Lempelero terdapat dan Tata Ruang
di SWP III.C pada
Blok III.C.1
e Pusat Rukun
Warga Desa Gimpu
terdapat di SWP e Tanaman Pangan
e . IIL.B pada Blok APBD Hortikultura dan
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan III.B.2
5.2.3 . . Kabupaten - - Perkebunan -
prasarana pertanian lainnya e Pusat Rukun - .
Warga Desa Sigi e Pekerjaan Umum
Lempelero terdapat dan Tata Ruang
di SWP III.C pada
Blok III.C.1
e Pusat Rukun
Warga Desa Gimpu
terdapat di SWP e Tanaman Pangan
e : s i IIL.B pada Blok APBD Hortikultura dan
Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi III.B.2
5.2.4 - Kabupaten - - Perkebunan -
usaha tani e Pusat Rukun - .
Warga Desa Sigi e Pekerjaan Umum
Lempelero terdapat dan Tata Ruang
di SWP III.C pada
Blok III.C.1
B Rencana Jaringan Transportasi
a Perwujudan Jalan Umum
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor Primer)
e APBD
ruas Gimpu - Tuare glrﬁ‘;f/l:;i
11.1 Pembaneunan ialan (Bts. Kab. Poso) Tengah ~ Bina Marga dan Pekerjaan Umum ~
o gu J melintas di SWP . APB%D Penataan Ruang dan Tata Ruang
III.B dan SWP III.C
Kabupaten
Sigi
e Jl. Gimpu - Peana :
1.1.2 Rekonstruksi jalan kolektor primer melintas di SWP ¢ APB].D . - Bina Marga dan Bina Marga -
Provinsi Penataan Ruang

III.B
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan grat £ s 1 2 3 4 5
g Pendanaan Y 88 Provinsi yan Kabupaten yan, Kepentingan
yang p yang p g - - .
Urusan membidangi membidangi Lainnya 2029 2030-1 2035-1 2040
Pemerintahan di 2024 | 2025 | 2026|2027 (2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e ruas Gimpu — Sulawesi
Tuare (Bts. Kab. Tengah
Poso) melintas di e APBD
SWP III.B dan SWP Kabupaten
I1.C Sigi
e ruas Sp. Kulawi -
Gimpu melintas di
seluruh SWP
e Jl. Gimpu - Peana
melintas di SWP
II1.B e APBD
e ruas Gimpu — Provinsi
Tuare (Bts. Kab. Sulawesi Bina Marea dan
1.1.3 Pemantapan jalan kolektor primer Poso) melintas di Tengah - Pena taangRuan Bina Marga -
SWP IIL.B dan SWP | e APBD &
I1.C Kabupaten
e ruas Sp. Kulawi - Sigi
Gimpu melintas di
seluruh SWP
e Jl. Gimpu - Peana
melintas di SWP
II1.B e APBD
e ruas Gimpu — Provinsi
Tuare (Bts. Kab. Sulawesi Bina Marea dan
1.1.4 Pelebaran jalan menuju standar Poso) melintas di Tengah - PenataangRuan Bina Marga -
SWP IIL.B dan SWP | e APBD &
II1.C Kabupaten
e ruas Sp. Kulawi - Sigi
Gimpu melintas di
seluruh SWP
e Jl. Gimpu - Peana
melintas di SWP
II1.B e APBD
e ruas Gimpu — Provinsi
Tuare (Bts. Kab. Sulawesi Bina Marga dan
1.1.5 Pemeliharaan berkala jalan kolektor primer Poso) melintas di Tengah - Penataan Ruan Bina Marga -
SWP III.B dan SWP | e APBD g
I1.c Kabupaten
e ruas Sp. Kulawi - Sigi
Gimpu melintas di
seluruh SWP
e Jl. Gimpu - Peana
melintas di SWP
II1.B e APBD
e ruas Gimpu — Provinsi
Tuare (Bts. Kab. Sulawesi Bina Marea dan
1.1.6 Pemeliharaan rutin jalan kolektor primer Poso) melintas di Tengah - PenataangRuan Bina Marga -
SWP III.B dan SWP | e APBD g
I1.c Kabupaten
e ruas Sp. Kulawi - Sigi
Gimpu melintas di
seluruh SWP
1.2 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor Sekunder)
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P u Menyelenggarakan grat g s 1 2 3 4 5
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2°2%| 2034 | 2039 | 2043
Bidang
APBD
1.2.1 Pemeliharaan berkala jalan kolektor sekunder Seluruh SWP Kabupaten - - Bina Marga -
Sigi
APBD
1.2.2 Pemeliharaan rutin jalan kolektor sekunder Seluruh SWP Kabupaten - - Bina Marga -
Sigi
APBD
1.2.3 Pembangunan jalan kolektor sekunder Seluruh SWP Kabupaten - - Bina Marga -
Sigi
1.3 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Lokal Primer)
J1. Watukilo- APBD
1.3.1 Pembangunan jalan lokal primer Salutome melintas Kabupaten - - Bina Marga -
di SWP III.A Sigi
e Jl. Sp Lawua-
1.3.2 Pemeliharaan berkala jalan lokal primer o J1. Watukilo- Kfil?upaten - - Bina Marga -
. Sigi
Salutome melintas
di SWP III.A
e Jl. Sp Lawua-
lutome melin
. . . E?;\;IOP I;:I.Ae e APBD .
1.3.3 Pemeliharaan rutin jalan lokal primer o Jl. Watukilo- K'at.)upaten - - Bina Marga -
. Sigi
Salutome melintas
di SWP III.LA
1.4 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Lokal Sekunder)
APBD
1.4.1 Pembangunan jalan lokal sekunder SWP III.A Kabupaten - - Bina Marga -
Sigi
APBD
1.4.2 Pemeliharaan berkala jalan lokal sekunder SWP III.A Kabupaten - - Bina Marga -
Sigi
APBD
1.4.3 Pemeliharaan rutin jalan lokal sekunder SWP III.A Kabupaten - - Bina Marga -
Sigi
1.5 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Lingkungan Primer)
e Jl. Palamaki- B
Tomua melintas di
SWP IIL.A
e Jl. Salutome - APBD
1.5.1 Pemeliharaan berkala jalan lingkungan primer Palamaki melintas Kabupaten - Bina Marga -
di SWP IIL.A Sigi
e Jl. Salutome -
Wangka melintas
di SWP III.A
e Jl. Palamaki- -
Tomua melintas di
. - . . SWP IIL.A APBD .
1.5.2 Pemeliharaan rutin jalan lingkungan primer o JL. Salutome - giélg?upaten - Bina Marga -

Palamaki melintas
di SWP IIL.A
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan grat £ s 1 2 3 4 5
g Pendanaan Y 88 Provinsi yan Kabupaten yan, Kepentingan
Urusan e vt v 2020 | 2030- | 2035-2040-
Pemerintahan di HECee! HESIHDREE AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e Jl. Salutome -
Wangka melintas
di SWP IIL.A
1.6 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Lingkungan Sekunder)
e Jl. Palamaki-
Tomua melintas di
SWP III.B
e Jl. Sp. Lawua - APBD
1.6.1 Pembangunan jalan lingkungan sekunder Palamaki melintas Kabupaten - - Bina Marga -
di SWP III.B Sigi
e jalan lingkungan
sekunder melintas
di seluruh SWP
e Jl. Palamaki-
Tomua melintas di
SWP III.B
e JL. Sp. Lawua - APBD
1.6.2 Pemeliharaan berkala jalan lingkungan sekunder Palamaki melintas Kabupaten - - Bina Marga -
di SWP III.B Sigi
® jalan lingkungan
sekunder melintas
di seluruh SWP
jalan lingkungan APBD
1.6.3 | Pemeliharaan rutin jalan lingkungan sekunder sekunder melintas di | Kabupaten - - Bina Marga -
seluruh SWP Sigi
b Perwujudan Terminal Penumpang
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1.1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
. e APBN e Perhubungan e Perhubungan
1.1.1 Pemb_e.bgsan lahan y ang belum dibebaskan SWP II.A pada Blok e APBD Pertanahan e Bina Marga dan e Pekerjaan Umum -
/dimiliki oleh Pemerintah Daerah II.A.3
Kabupaten Penataan Ruang dan Tata Ruang
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang APBD
1.1.2 dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas E;N; ;II'A pada Blok Kabupaten - - Perhubungan -
pendukung o Sigi
Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C SWP III.A pada Blok APBD
1.1.3 is Kabupaten - - Perhubungan -
(fasilitas utama dan pendukung) 1I.A.3 Sigi
Penyediaan prasarana transportasi terminal SWP IIL.A pada Blok APBD
1.1.4 A . . ’ Kabupaten - - Perhubungan -
fasilitas pendukung dan integrasi moda 1I.A.3 Sigi
c Penyelenggaraan Jembatan
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan
Jembatan Mewe /
Mangku Jawa APBD Provinsi Bina Marea dan
1.1.1 Pembangunan jembatan terdapat di SWP III.LA | Sulawesi - PenataangRuan - -
pada Blok III.C pada | Tengah g
Blok III.C.3
jembatan terdapat di
SWP III.A pada Blok APBD
1.1.2 Pembangunan jembatan II.A.1, Blok III.A.2, Kabupaten - - Bina Marga -
Blok III.A.3, dan Sigi

Blok III.A.4; SWP




III.B pada Blok
II.B.2; dan SWP
III.C pada Blok
1.C.1
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Pemeliharaan rutin jembatan

e Jembatan Tompi
Bugis terdapat di
SWP III.B pada
Blok III.B.1

e Jembatan Gimpu
terdapat di SWP
III.A pada Blok
I.B.2

e Jembatan Gimpu
II terdapat di SWP
III.B pada Blok
11.B.2

e Jembatan Gimpu
IV terdapat di SWP
III.B pada Blok
II1.B.2

e Jembatan
Pangkaere terdapat
di SWP III.B pada
Blok III.B.2

e Jembatan Mewe /
Mangku Jawa
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.C pada Blok
II1.C.3

e jembatan terdapat
di SWP III.C pada
Blok III.C.2

APBD Provinsi
Sulawesi
Tengah

Bina Marga dan
Penataan Ruang

Pemeliharaan rutin jembatan

e Jembatan Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
IL.A.1

e jembatan terdapat
di SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3,
dan Blok III.A.4;
SWP III.B pada
Blok III.B.2; dan
SWP III.C pada
Blok III.C.1 dan
Blok III.C.2

APBD
Kabupaten
Sigi

Bina Marga

1.1.5

Pemeliharaan berkala jembatan

e Jembatan Tompi
Bugis terdapat di
SWP III.B pada
Blok III.B.1

e Jembatan Gimpu
terdapat di SWP

APBD Provinsi
Sulawesi
Tengah

Bina Marga dan
Penataan Ruang
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Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-2

TP-4

4 5

2025

2026

2027|2028 2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2043

III.B pada Blok
1.B.2

e Jembatan Gimpu
II terdapat di SWP
III.B pada Blok
1I1.B.2

e Jembatan Gimpu
IV terdapat di SWP
III.B pada Blok
11.B.2

e Jembatan
Pangkaere terdapat
di SWP III.B pada
Blok III.B.2

e Jembatan Mewe /
Mangku Jawa
terdapat di SWP
III.A pada Blok
III.C pada Blok
1I1.C.3

e jembatan terdapat
di SWP III.C pada
Blok III.C.2

1.1.6

Pemeliharaan berkala jembatan

e Jembatan Lawua
terdapat di SWP
III.A pada Blok
L.A.1

e jembatan terdapat
di SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok II.A.3,
dan Blok III.A.4;
SWP III.B pada
Blok III.B.2; dan
SWP III.C pada
Blok III.C.1 dan
Blok III.C.2

APBD
Kabupaten
Sigi

Bina Marga

Rencana Jaringan Energi

Perwujudan Jaringan Kelistrikan

|

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1.1

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

1.1.1

Penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat

WP Kulawi Selatan

APBN

Energi dan Sumber
Daya Mineral

PT. PLN

1.1.2

Pembangunan jaringan listrik baru dengan
sistem infrastruktur terpadu/bersama bawah
tanah

WP Kulawi Selatan

APBN

Energi dan Sumber
Daya Mineral

PT. PLN

1.1.3

Peningkatan jangkauan pelayanan listrik untuk
masyarakat (100% teraliri/terlayani)

WP Kulawi Selatan

APBN

Energi dan Sumber
Daya Mineral

PT. PLN

1.1.4

Pemeliharaan dan perbaikan jaringan listrik rutin

WP Kulawi Selatan

APBN

Energi dan Sumber
Daya Mineral

PT. PLN

1.1.5

Pemasangan penerangan jalan umum (PJU)

WP Kulawi Selatan

APBD
Kabupaten
Sigi

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

Program Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di membldangl membidangl AINOY& 1 5024 [ 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
2.1 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
e APBN
Penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha e APBD . .
2.1.1 penyediaan tenaga listrik berupa Pembangkit ISI}N: QIH'A pada Blok Provinsi gr;e;gll\ﬁi;erumber gr;e;g;/ﬁizriﬁ mber - PT. PLN
Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) o Sulawesi Y 4
Tengah
Penyusunan rekomendasi perizinan dan : ﬁggg
212 informasi izin SWP III.A pada Blok Provinsi Energi dan Sumber Energi dan Sumber B PT. PLN
o usaha berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 1I.A.2 Sulawesi Daya Mineral Daya Mineral :
Hidro (PLTMH)
Tengah
e APBN
. . g e APBD
213 ggfga:;‘e aéllbl;img}[haiii %Z?;infﬂﬁﬁrgsgg{m SWP III.A pada Blok Provinsi Energi dan Sumber Energi dan Sumber B e PT. PLN
A. ulawesi aya Miner: aya Minera e Swasta
o (PLTI\I/)IH) g g ILA.2 Sulawesi Daya Mineral Daya Mineral S
Tengah
e Swasta
3 Program Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
3.1 Belanja Modal Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
e APBN
. e APBD . .
Pembangunan jalur Saluran Udara Tegangan o Energi dan Sumber Energi dan Sumber
3.1.1 Menengah (SUTM) SWPILA Prov1ns1' Daya Mineral Daya Mineral ) PT. PLN
Sulawesi
Tengah
e APBN
e APBD
Pengembangan dan pemeliharaan rutin jalur o Energi dan Sumber Energi dan Sumber B
3.1.2 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Seluruh SWP gfﬁ;ﬁ:;i Daya Mineral Daya Mineral PT. PLN
Tengah
e APBN
. e APBD . .
Pembangunan jalur Saluran Udara Tegangan o Energi dan Sumber Energi dan Sumber
3:13 | Rendah (SUTR) Seluruh SWP Provinsi Daya Mineral Daya Mineral ) PT. PLN
Sulawesi
Tengah
e APBN
. i e APBD . .
Pengembangan dan pemeliharaan rutin jalur o Energi dan Sumber Energi dan Sumber
3.1.4 Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) Seluruh SWP g{ﬁ;;:;i Daya Mineral Daya Mineral B PT. PLN
Tengah
4 Program Perwujudan Gardu Listrik
4.1 Pengelolaan Gardu Hubung
o SWP IILA pada : ggg
Blok III.A.2 o Energi dan Sumber Energi dan Sumber
411 Pembangunan Gardu Hubung e SWP III.B pada gfﬁ:l‘;l:;i Daya Mineral Daya Mineral ) PT. PLN
Blok III.B.1
Tengah
e SWP IIL.A pada
Blok IILA.2 dan RSN
412 Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Blok III.LA.3 Provinsi Energi dan Sumber Energi dan Sumber B PT. PLN
o Pelayanan Gardu Hubung e SWP III.B pada S{ﬁ‘;l‘;:; Daya Mineral Daya Mineral :
Blok III.B.1 dan Tengah
Blok I1I.B.2 &
4.2 Pengelolaan Gardu Distribusi
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan grat £ s 1 2 3 4 5
g Pendanaan Y 88 Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan . S p . . 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 [ 2026 | 2027 | 2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
ias “P | e ey
. . e SWP III.B pada ¢ o Energi dan Sumber Energi dan Sumber
4.2.1 Pembangunan Gardu Distribusi Blok III.B.PI) dan gr(ivmm' DayagMineral DayagMineral - PT. PLN
Blok II.B.2 T:nanglSl
e SWP III.C pada
Blok III.C.1 dan
Blok III.C.3
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok ITL.A.3,
dan Blok IILA.4 RSN
490 Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan e SWP III.B pada Provinsi Energi dan Sumber Energi dan Sumber B PT. PLN
- Pelayanan Gardu Distribusi Blok III.B.1 dan Sulawesi Daya Mineral Daya Mineral :
Blok III.B.2 Tengah
o SWP III.C pada g
Blok III.C.1 dan
Blok III.C.3
D Rencana Jaringan Telekomunikasi
a Perwujudan Jaringan Telekomunikasi
1 Program Penuntasan Infrastruktur Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi
1.1 Pengembangan Infrastruktur Pitalebar
e APBN
e APBD
Provinsi
11,1 | Penseelaran jaringan tetap pitalebar (jaringan Seluruh SWP Sulawesi Komunikasi dan Komunikasi dan Komunikasi dan PT. Telkom
serat optik) Tengah Informatika Informatika Informatika :
e APBD
Kabupaten
Sigi
2 Program Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi
1.2 Penyediaan Dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informasi
e SWP IIL.A pada
Blok III.LA.3 e APBN e PT.
12.1 Pemeliharaan rutin menara base transceiver e SWP III.B pada e APBD Komunikasi dan B Komunikasi dan Telkom
- station (BTS) Blok III.B.2 Kabupaten Informatika Informatika e Provider
e SWP III.C pada Sigi Seluler
Blok III.C.3
e SWP IIIL.A pada
Pembangunan jaringan nirkabel melalui Blok 1IL.A.3 * APBN . . . . * PT.
1.9.2 pengembangan menara base transceiver station e SWP III.B pada e APBD Komumk'a31 dan ) Komumk'a31 dan Telkgm
(BTS) Blok III.B.2 ng?upaten Informatika Informatika e Provider
e SWP III.C pada Sigi Seluler
Blok III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.3 e APBN e PT.
12.3 Pengendalian dan Pengaturan Menara Base e SWP III.B pada e APBD Komunikasi dan ~ Komunikasi dan Telkom
o Transceiver Station (BTS) Blok III.B.2 Kabupaten Informatika Informatika e Provider
e SWP III.C pada Sigi Seluler
Blok III.C.3
E Rencana Jaringan Sumber Daya Air
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P Menyelenggarakan grat g s 1 2 3 4 5
endanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan . S p . . 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
a Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupate
11.1 Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi e SWPIILA ﬁPBD Cipta Karya dan
1. . L abupaten - . -
permukaan (jaringan irigasi primer) e SWPIIL.B Sigi Sumber Daya Air
. . L . . APBD .
112 Operasi dan per‘nehha‘ra‘lan jaringan irigasi e SWPIILA Kabupaten B Cipta Karya daq ~
permukaan (jaringan irigasi sekunder) e SWPIIL.B Sigi Sumber Daya Air
b Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 Pengelolaan Jaringan Pengendalian Banjir dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
e APBN
e APBD
Provinsi
1.1.1 Rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir ISI}N: 2HI.A pada Blok ,?‘;llag‘gﬁ$ Sumber Daya Air g:félabgfrDy;yginir gif&igfg:yia;r -
e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBN
e APBD
Provinsi
1.1.2 Peningkatan pintu air/bendung pengendali banjir ISI}NAP QHI'A pada Blok ,?:iaéZﬁSl Sumber Daya Air g:fr;i)i{frDy:yZaAnir g?&i?fg:yi%r -
e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBN
e APBD
Provinsi
Operasi dan pemeliharaan SWP III.A pada Blok Sulawesi . Cipta Karya dan Cipta Karya dan
1.1.3 b;)ngunan pigtu air ML.A.2 P Tengah Sumber Daya Air St,llpmber rDy:elya Air Slfmber Igaya Air B
e APBD
Kabupaten
Sigi
1.2 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
e APBN
e APBD
Provinsi
1.2.1 Operasi dan pemeliharaan bendungan ISI}N: QIH‘A pada Blok ?g]l]agx:}elm Sumber Daya Air gféigfg;ygiﬁr g:f&igfg:yia;r -
e APBD
Kabupaten
Sigi
F Rencana Jaringan Air Minum
a Perwujudan Jaringan Perpipaan
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum * APBN . .
1.1.1 (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan WP Kulawi Selatan ¢ ﬁzgl?paten : 211'1;2);;32},&1 Air - * EZEe,?;ZnR?l?;l; PDAM

perkotaan

Sigi
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040-
Pemerintahan di HECee! HESIHDREE AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
e APBN o Pekerjaan Umum
. . . . . dan Tata Ruang
112 Per-luasan Sls_tern Per}yed1aan Air Minum (SPAM) WP Kulawi Selatan e APBD ngber Daya Air B e Perumahan dan PDAM
jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Kabupaten Cipta Karya Kawasan
Sigi Permukiman
e APBN e Pekerjaan Umum
Pembangupan Slsterq Penyediaan Air Minum SWP IIL.A pada Blok e APBD Sumber Daya Air dan Tata Ruang
1.1.3 (SPAM) jaringan perpipaan berupa bangunan - - e Perumahan dan PDAM
PR ILA.1 Kabupaten Cipta Karya
pengambil air baku Siei Kawasan
g Permukiman
e APBN e Pekerjaan Umum
Operasi dan pemeliharaan bangunan pengambil SWP III.A pada Blok e APBD Sumber Daya Air dan Tata Ruang
1.1.4 : . - e Perumahan dan PDAM
air baku LAl Kabupaten Cipta Karya
Sigi Kawasan
Permukiman
e APBN e Pekerjaan Umum
. o s : e APBD Sumber Daya Air dan Tata Ruang
1.1.5 Peningkatan jaringan transmisi air minum SWP III.A : - e Perumahan dan PDAM
Kabupaten Cipta Karya
Sigi Kawasan
Permukiman
o APBN e Pekerjaan Umum
. dan Tata Ruang
1.1.6 | Operasi dan pemeliharaan instalasi produksi SWP IILA pada Blok * APBD ngber Daya Air - e Perumahan dan PDAM
III.A.3 Kabupaten Cipta Karya
Sigi Kawasan
Permukiman
e APBN e Pekerjaan Umum
Operasi dan pemeliharaan bangunan penampung | SWP III.A pada Blok | ¢ APBD Sumber Daya Air dan Tata Ruang
1.1.7 : : - e Perumahan dan PDAM
air MIL.A.2 Kabupaten Cipta Karya
Sici Kawasan
g Permukiman
o APBN e Pekerjaan Umum
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum . dan Tata Ruang
A . L e APBD Sumber Daya Air
1.1.8 (SPAM) jaringan perpipaan berupa jaringan Seluruh SWP : - e Perumahan dan PDAM
- . ) Kabupaten Cipta Karya
distribusi pembagi Siei Kawasan
g Permukiman
e APBN o Pekerjaan Umum
. L . . . e APBD Sumber Daya Air dan Tata Ruang
1.1.9 Peningkatan jaringan distribusi pembagi Seluruh SWP - - e Perumahan dan PDAM
Kabupaten Cipta Karya K
Sigi awasan
Permukiman
G Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
a Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten
e Pekerjaan Umum
. APBD dan Tata Ruang
1.1.1 Pengembanga.n k.ebljakan dan peraturan dalam Seluruh SWP Kabupaten - - e Perumahan dan -
pengelolaan air limbah L
Sigi Kawasan

Permukiman
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di HECee! HESIHDREE AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
Lingkungan
Hidup
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan APBD Perumahan dan
1.1.2 teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Seluruh SWP Kabupaten - - Kawasan -
(SPALD) Sigi Permukiman
Lingkungan
Hidup
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
I . . APBD Perumahan dan
113 Rehabilitasi/ Pgmpgkatan / Perlu.asan Sistem Seluruh SWP Kabupaten ~ ~ Kawasan ~
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat . X
Sigi Permukiman
Lingkungan
Hidup
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat APBD Perumahan dan
1.1.4 dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Seluruh SWP Kabupaten - - Kawasan -
Limbah Domestik (SPALD) Sigi Permukiman
Lingkungan
Hidup
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
. R APBD Perumahan dan
1.1.5 Pernbangunan Sistem Pengglolaan.Alr lebah Seluruh SWP Kabupaten - - Kawasan
Domestik (SPALD) berupa pipa retikulasi L N
Sigi Permukiman
Lingkungan
Hidup
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
APBD Perumahan dan
1.1.6 Operasi dan pemeliharaan pipa retikulasi Seluruh SWP Kabupaten - - Kawasan -
Sigi Permukiman
Lingkungan
Hidup
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah APBD Perumahan dan
1.1.7 k L. Seluruh SWP Kabupaten - - Kawasan
Domestik (SPALD) berupa pipa induk L .
Sigi Permukiman
Lingkungan
Hidup
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
APBD Perumahan dan
1.1.8 | Operasi dan pemeliharaan pipa induk Seluruh SWP Kabupaten - - Kawasan -
Sigi Permukiman
Lingkungan
Hidup
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah APBD .
1.1.9 Domestik (SPALD) berupa IPAL skala kawasan * SWPIILA pada Kabupaten - - Pekerjaan Umum -
. Blok III.A.1, Blok . dan Tata Ruang
tertentu/permukiman Sigi
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP- TP-
Lembaga yang 1 B 3 P-4 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2°2%| 2034 | 2039 | 2043
Bidang
III.A.2, Blok III.A.3, e Perumahan dan
dan Blok III.A.4 Kawasan
e SWP IIL.B pada Permukiman
Blok III.B.1 dan e Lingkungan
Blok III.B.2 Hidup
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok o Pekerjaan Umum
III.A.2, Blok III.A.3, dan Tata Ruang
. . dan Blok III.A.4 APBD e Perumahan dan
1.1.10 tO];fra:;dan penl?hharaan IPAL skala kawasan e SWP III.B pada Kabupaten - - Kawasan -
ertentu/permukiman Blok III.B.1 dan Sigi Permukiman
Blok III.B.2 e Lingkungan
e SWP III.C pada Hidup
Blok III.C.3
H Rencana Jaringan Persampahan
a Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
. . . APBD e Cipta Karya
11.1 Pembinaan teknik pengeloaan infrastruktur WP Kulawi Selatan Kabupaten ~ ~ e Lingkungan ~
persampahan Sigi Hidup
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam APBD e Cipta Karya
1.1.2 | rangka penyediaan sarana Tempat Pengelolaan WP Kulawi Selatan Kabupaten - - e Lingkungan -
Sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R) Sigi Hidup
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok
IIL.A.4 APBD e Cipta Karya
1.1.3 Zasnie{;flafeisznizssg I;Z? zéng;tsg’;r)lgelolaan e SWP III.B pada Kabupaten - - e Lingkungan -
p s > ey Blok II1.B.1, Blok Sigi Hidup
1.2
e SWP III.C Pada
Blok I1I.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok
II.A.4 APBD e Cipta Karya
114 | Pembangunan tempat pengelolaan sampa 1euse, | o SWp 15 pada | Kabupaten : : « Lingkungan :
» recy Blok II1.B.1, Blok Sigi Hidup
1.2
e SWP III.C Pada
Blok III.C.3
. APBD e Cipta Karya
1.1.5 Penyediaan sarana persampahan berupa armada WP Kulawi Selatan Kabupaten - - e Lingkungan -
pengangkutan sampah Sigi Hidup
I Rencana Jaringan Drainase
a Perwujudan Jaringan Drainase
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan grat £ s 1 2 3 4 5
g Pendanaan Y 88 Provinsi yan, Kabupaten yan, Kepentingan
Urusan L yang pateh yang penung 2020 | 2030- | 2035-2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
Pekerjaan Umum
Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan . APBD dan Tata Ruang
1.1.1 L L ’ WP Kulawi Selatan Kabupaten - - Perumahan dan -
teknis sistem drainase L
Sigi Kawasan
Permukiman
Pekerjaan Umum
Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat . APBD dan Tata Ruang
1.1.2 dal lol. istemn drai Kot WP Kulawi Selatan Kabupaten - - Perumahan dan -
am pengelolaan sistem drainase perkotaan o
Sigi Kawasan
Permukiman
Pekerjaan Umum
Supervisi APBD dan Tata Ruang
1.1.3 pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem | Seluruh SWP Kabupaten - - Perumahan dan -
drainase sekunder Sigi Kawasan
Permukiman
Pekerjaan Umum
APBD dan Tata Ruang
1.1.4 Peningkatan saluran drainase sekunder Seluruh SWP Kabupaten - - Perumahan dan -
Sigi Kawasan
Permukiman
Pekerjaan Umum
APBD dan Tata Ruang
1.1.5 Rehabilitasi saluran drainase sekunder Seluruh SWP Kabupaten - - Perumahan dan -
Sigi Kawasan
Permukiman
Pekerjaan Umum
Supervisi APBD dan Tata Ruang
1.1.6 pembangunan/peningkatan/rehabilitasi  sistem | Seluruh SWP Kabupaten - - Perumahan dan -
drainase tersier Sigi Kawasan
Permukiman
Pekerjaan Umum
APBD dan Tata Ruang
1.1.7 Peningkatan saluran drainase tersier Seluruh SWP Kabupaten - - Perumahan dan -
Sigi Kawasan
Permukiman
Pekerjaan Umum
APBD dan Tata Ruang
1.1.8 Rehabilitasi saluran drainase tersier Seluruh SWP Kabupaten - - Perumahan dan -
Sigi Kawasan
Permukiman
e APBD
Provinsi Pekerjaan Umum
. . . Sulawesi . dan Tata Ruang
1.1.9 g;ﬁ%?gliﬂlnszfna sistem drainase perkotaan Seluruh SWP Tengah - gfr:ierrDy: Sj;lir Perumahan dan -
gung e APBD 4 Kawasan
Kabupaten Permukiman
Sigi
J Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
a Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana
1 Program Penanggulangan Bencana
1.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota
1.1.1 Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten Kabupaten Sigi ¢ APB].D . - Penanggulangan Penanggulangan -
Provinsi Bencana Bencana
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan grat £ s 1 2 3 4 5
g Pendanaan Y 88 Provinsi yan Kabupaten yan, Kepentingan
Urusan L yang pateh yang penung 2020 | 2030- | 2035-2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 [ 2026 | 2027 | 2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
Sulawesi
Tengah
e APBD
Kabupaten
Sigi
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi APBD Penan lanean
1.1.2 (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis | WP Kulawi Selatan Kabupaten - - B geuiang -
- encana
Ancaman Bencana) Sigi
1.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
e Jl. Gimpu — Peana
terdapat di SWP
II1.B
e ruas Gimpu -
Tuare (Bts. Kab.
Poso) terdapat di
SWP III.B dan SWP
III1.C
e ruas Sp. Kulawi -
Gimpu melintas di
seluruh SWP
e Jl Palamakl— ) e APBD
Tomua melintas di Provinsi
SWP III.A dan SWP Sulawesi e Penanggulangan e Penanggulangan
12.1 Penyediaan jalur evakuasi bencana yang II.B Tengah ~ Bencana Bencana ~
- terintegrasi dengan tempat evakuasi bencana e Jl. Salutome — e APBD e Bina Marga dan e Pekerjaan Umum
Palamaki melintas Kabupaten Penataan Ruang dan Tata Ruang
di SWP LA P
e Jl. Salutome — gl
Wangka melintas
di SWP IIL.A
e Jl. Sp. Lawua-
Salutome melintas
di SWP IIL.A
e Jl. Watukilo-
Salutome melintas
di SWP IIL.A
e jalur evakuasi
bencana melintas
di seluruh SWP
e APBD
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana Provinsi
X ) . e Penanggulangan o Penanggulangan
prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Sulawesi Bencana Bencana
1.2.2 (pemasangan rambu evakuasi pada kawasan WP Kulawi Selatan Tengah - ) . -
- e Bina Marga dan e Pekerjaan Umum
rawan bencana banjir, bencana gerakan tanah, e APBD Penataan Ruan. dan Tata Ruan
dan patahan aktif Palu Koro) Kabupaten g g
Sigi
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana . APBD Penanggulangan
1.2.3 K WP Kulawi Selatan Kabupaten - - -
abupaten Sigi Bencana
Sosialisasi penggunaan konstruksi bangunan
yang adaptif terhadap bencana serta pengaturan APBD Penanggulangan
1.2.4 kegiatan dan pembatasan kegiatan pada WP Kulawi Selatan Kabupaten - - B -
P L encana
kawasan rawan gerakan tanah tinggi, rawan Sigi

bencana tinggi patahan aktif, rawan bencana
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Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-2

TP-
3

TP-4

4

2025

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2043

banjir, dan kawasan sempadan patahan aktif
Palu Koro

1.2.5

Pembangunan patok batas sempadan patahan
aktif Palu Koro

WP Kulawi Selatan

APBD
Kabupaten
Sigi

Penanggulangan
Bencana

Perwujudan Tempat Evakuasi

Program Penanggulangan Bencana

1.1

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten

1.1.1

Penyediaan dan pemeliharaan tempat evakuasi
sementara

Gereja Bala
Keselamatan Korps
Langkapa terdapat
di SWP III.A pada
Blok II.A.2

Gereja Bala
Keselamatan Korps
Palamaki terdapat
di SWP IIL.A pada
Blok III.A.4

Gereja GPID
Zaitun Wangka
terdapat di SWP
III.A pada Blok
L.A.1

Kantor Desa
Pilimakujawa
terdapat di SWP
III.C pada Blok
1I1.C.3

Poskesdes Tomua
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1I.B.1

rencana ruang
terbuka non hijau
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1I.B.1

rencana taman
kelurahan terdapat
di SWP III.C pada
Blok III.C.1

SMP Negeri 6 Sigi
terdapat di SWP
III.B pada blok
1I.B.1

SD Negeri
Lampelero terdapat
di SWP III.B pada
Blok III.B.2

SMK Negeri 2 Sigi
terdapat di SWP
III.B pada Blok
1II.B.2

e APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah

e APBD
Kabupaten
Sigi

Penanggulangan
Bencana

Penanggulangan
Bencana
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP- TP-
Lembaga yang 1 B 3 P-4 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2°2%| 2034 | 2039 | 2043
Bidang
o SMP Negeri 2
Kulawi Selatan
terdapat di SWP
III.A pada Blok
1II.A.3
e APBD
Provinsi
. Sulawesi
Pengembangan early warning system dan . Penanggulangan Penanggulangan
1.1.3 o WP Kulawi Tengah - -
mitigasi non struktural Bencana Bencana
e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBD
Provinsi
. Sulawesi
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan . Penanggulangan Penanggulangan
1.1.4 L WP Kulawi Tengah - -
dan kesiapsiagaan Bencana Bencana
e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBD
Provinsi
Sulawesi Penanggulangan Penanggulangan
1.1.5 Pengelolaan risiko bencana kabupaten WP Kulawi Tengah - gguiang gguiang -
Bencana Bencana
e APBD
Kabupaten
Sigi
c Perwujudan Jalur Sepeda
1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
e Jl Gimpu - Peana e Pekerjaan Umum
terdapat di SWP APBD dan Tata Ruang
1.1.1 Pengembangan dan pembangunan jalur sepeda 1I1.B Kabupaten - - e Perumahan dan =
e Jl. Salutome — Sigi Kawasan
Palamaki terdapat Permukiman
di SWP IIL.A o Pekerjaan Umum
o Jl. Watukilo- APBD dan Tata Ruang
1.1.2 Operasi dan pemeliharaan jalur sepeda Salutome terdapat Kabupaten - - e Perumahan dan -
di SWP IIL.A Sigi Kawasan
e ruas Sp. Kulawi — Permukiman
Gimpu terdapat di o Pekerjaan Umum
seluruh SWP APBD dan Tata Ruang
1.1.3 Penyediaan jalur sepeda e jalur sepeda Kabupaten - - e Perumahan dan -
melintas di Sigi Kawasan
seluruh SWP Permukiman
d Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki
1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
e Pekerjaan Umum
Penataan bangunan dan lingkungan jaringan * J1. Gimpu - Peana APBD dan Tata Ruang
1.1.1 . ngu g gan g terdapat di SWP Kabupaten - - e Perumahan dan =
pejalan kaki s
III.B Sigi Kawasan

Permukiman
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di HECee! HESIHDREE AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e ruas Sp Kulawi — Pekerjaan Umum
Pengembangan dan pembaneunan ;arinean Gimpu terdapat di APBD dan Tata Ruang
1.1.2 ng g P gu J g seluruh SWP Kabupaten - - Perumahan dan -
pejalan kaki - . L
e jaringan pejalan Sigi Kawasan
kaki melintas di Permukiman
seluruh SWP Pekerjaan Umum
APBD dan Tata Ruang
1.1.3 Operasi dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki Kabupaten - - Perumahan dan -
Sigi Kawasan
Permukiman
Pekerjaan Umum
APBD dan Tata Ruang
1.1.4 Penyediaan jalur penyebrangan pejalan kaki Kabupaten - - Perumahan dan -
Sigi Kawasan
Permukiman
II PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
A Perwujudan Zona Lindung
a Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)
1 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perlindungan Setempat
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
e APBN Pekerjaan Umum
e APBD Sumber Daya Air dan Tata Ruang
1.1.1 Penataan bangunan dan lingkungan WP Kulawi Selatan : - Perumahan dan -
Kabupaten Cipta Karya
Sigi Kawasan
Permukiman
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
II1.A.3, dan Blok
II1I.A.4 .
e SWP IILB pada e APBN geke?atanRUmum
Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, Blok III.B.1, Blok e APBD Sumber Daya Air an fata kuang
1.1.2 e s X : - Perumahan dan -
rehabilitasi kawasan sempadan sungai III.B.2, dan Blok Kabupaten Cipta Karya
1LB.3 Sigi Kawasan
o SWP III.C pada Permukiman
Blok III.C.1, Blok
II1.C.2, dan Blok
III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok
II.A.4 .
o SWP IIL.B pada e APBN EZE‘*,?;Z“RU?;““
Penghijauan zona perlindungan setempat Blok III.B.1, Blok e APBD Sumber Daya Air uang
1.1.3 . : - Perumahan dan -
(sempadan sungai) III1.B.2, dan Blok Kabupaten Cipta Karya
- Kawasan
II1.B.3 Sigi Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1, Blok
III.C.2, dan Blok
III.C.3
e SWP III.A pada e APBN
114 Revitalisasi zona perlindungan setempat Blok III.A.2, Blok e APBD Sumber Daya Air B Pekerjaan Umum _
o (sempadan sungai) III.A.3, dan Blok Kabupaten Cipta Karya dan Tata Ruang

ILA.4 Sigi
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Sumber Leiloalsie s P kat Daerah Perangkat Daerah Pemangku 1 5 5
No Program Utama Lokasi P umbe Menyelenggarakan erangxat g 18 1 2 3 4 5
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5024|2025 [ 2026 | 2027 | 2028 | 292 | 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP III.B pada e Perumahan dan
Blok III.B.1, Blok Kawasan
III.B.2, dan Blok Permukiman
1I1.B.3
e SWP III.C pada
Blok III.C.1, Blok
II1.C.2, dan Blok
III.C.3
e SWP III.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok
II1.A.4 .
o SWP IILB pada e APBN ¢ gekega"m Umum
Penertiban pemanfaatan ruang di sempadan Blok III.B.1, Blok e APBD e Sumber Daya Air an Tata Ruang
1.1.5 ] . - e Perumahan dan -
sungai III1.B.2, dan Blok Kabupaten e Cipta Karya Kawasan
lIL.B.3 Sigi Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1, Blok
II1.C.2, dan Blok
II1.C.3
2 Program Pengelolaan Daerah Sempadan
2.1 Pelaksanaan pengelolaan DAS Lintas daerah Kabupaten dan dalam Daerah Kabupaten dalam 1 Derah Provinsi
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok
II1.A.4 .
o SWP IIL.B pada e APBN * gZﬁe,?;inRifr‘:m
2.1.1 Penetapan sempadan sungai Blok I11.B.1, Blok * APBD Sumber Daya Air - o Perumahan dar% -
o 1II.B.2, dan Blok Kabupaten Kawasan
1I1.B.3 Sigi Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1, Blok
III.C.2, dan Blok
II1.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
II1.A.3, dan Blok
II1.A.4 .
o SWP IILB pada e APBN * gZﬁe?(iz“Ri‘:s;
. Blok III.B.1, Blok e APBD .
2.1.2 Pembuatan struktur buatan pengaman sungai 1IL.B.2, dan Blok Kabupaten Sumber Daya Air - . E::,l;z;};an dan -
IIL.B.3 Sigi Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1, Blok
III.C.2, dan Blok
II1.C.3
e SWP III.A pada
Blok IIL.A.2, Blok o Pekerjaan Umum
I1.A.3, dan Blok e APBN ]
. , 1ILA.4 o APBD . dan Tata Ruang
2.1.3 Pengembangan struktur alami pengaman sungai o SWP IIL.B pada Kabupaten Sumber Daya Air - . Eerumahan dan -
Blok III.B.1, Blok Sigi P:iji?man
III.B.2, dan Blok
1I1.B.3
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Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-2

TP-4

4 5

2025

2026

2027|2028 2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2043

e SWP III.C pada
Blok III.C.1, Blok
III.C.2, dan Blok
NI.C.3

2.1.4

Pengawasan dan pembinaan kegiatan rehabilitasi
lahan secara terpadu dan berkesinambungan
pada sempadan sungai

SWP III.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok
1I.A.4

e SWP III.B pada
Blok III.B.1, Blok
II1.B.2, dan Blok
1I.B.3

SWP III.C pada
Blok III.C.1, Blok
II1.C.2, dan Blok
1I.C.3

APBD
Kabupaten
Sigi

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Program Penyelenggaraan Jalan pada Sub-Zona Perlindungan Setempat

3.1

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

3.1.1

Pembangunan jalan inspeksi

e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
II1.A.3, dan Blok
I.A.4

e SWP III.B pada
Blok III.B.1, Blok
II1.B.2, dan Blok
1II.B.3

e SWP III.C pada
Blok III.C.1, Blok
III.C.2, dan Blok
1I.C.3

e APBN

e APBD
Kabupaten
Sigi

Sumber Daya Air

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perlindungan Setempat

4.1

Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau

4.1.1

Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang
terbuka hijau pada Sub-Zona Perlindungan
Setempat sebesar 0,22% dari luas wilayah
perencanaan

e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
II1.A.3, dan Blok
I.A.4

e SWP III.B pada
Blok III.B.1, Blok
II1.B.2, dan Blok
1II.B.3

e SWP IIL.C pada
Blok III.C.1, Blok
III.C.2, dan Blok
NI.C.3

APBD
Kabupaten
Sigi

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengelolaan Izin Lokasi

11l

Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten

1.1.1

Koordinasi teknis pengadaan tanah untuk Zona
RTH

WP Kulawi Selatan

e APBN

e APBD
Kabupaten
Sigi

Pertanahan

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

e Lingkungan
Hidup
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040-
Pemerintahan di HECee! HESIHDREE AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
Pekerjaan Umum
o APBN dan Tata Ruang
e APBD Perumahan dan
1.1.2 Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH WP Kulawi Selatan Pertanahan - Kawasan -
Kabupaten X
Sigi Permukiman
&l Lingkungan
Hidup
2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pekerjaan Umum
e APBN dan Tata Ruang
j Perumahan dan
21.1 Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk WP Kulawi Selatan e APBD Pertanahan ~ Kawasan ~
RTH Kabupaten .
Sigi Permukiman
gl Lingkungan
Hidup
3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ketersediaan APBD Perumahan dan
3.1.1 RTH minimal 30% (RTH Privat dan Publik) dari WP Kulawi Selatan Kabupaten - - Kawasan -
luas wilayah perencanaan Sigi Permukiman
Lingkungan
Hidup
Pekerjaan Umum
o SWP IILA pada dan Tata Ruang
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Blok IILA.1 APBD Perumahan dan
3.1.2 Kabupaten - - Kawasan -
Sub-Zona Taman Kecamatan e SWP III.B pada L .
Blok IILB.1 Sigi Permukiman
o Lingkungan
Hidup
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
e SWP IIIL.A pada
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Blok IIILA. 1 APBD Perumahan dan
3.1.3 Kabupaten - - Kawasan -
Sub-Zona Taman Kecamatan e SWP IIL.B pada L X
Blok IILB.1 Sigi Permukiman
o Lingkungan
Hidup
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Pengelolaan Sarana Dan Prasarana ¢ E\IZE g% j: lloada APBD Perumahan dan
3.1.4 Keanekaragaman Hayati pada Sub-Zona Taman " Kabupaten - - Kawasan -
e SWP IIL.B pada av -
Kecamatan Blok IILB.1 Sigi Permukiman
= Lingkungan
Hidup
e SWP III.A pada Pekerjaan Umum
Blok III.A.1, Blok dan Tata Ruang
" III.A.2, Blok III.LA.3, | APBD Perumahan dan
3.1.5 l;i??;) If: ?:;f#igi{:gika Hijau (RTH) pada dan Blok III.A.4 Kabupaten - - Kawasan -
e SWP III.B pada Sigi Permukiman
Blok III.B.1 dan Lingkungan

Blok III.B.2

Hidup
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di HECee! HESIHDREE AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP III.C pada
Blok III.C.1 dan
Blok III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok .
IIL.A.2, Blok IIL.A.3, * Pekerjaan Umum
dan Blok IILA.4 dan Tata Ruang
316 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada e SWP III.B pada QEE’E aten B B * i‘;rv?anslzgan dan B
o Sub-Zona Taman Kelurahan Blok III.B.1 dan abup :
Blok IIL.B.2 Sigi Pfermuklman
e SWP IIL.C pada ¢ g&gkungan
Blok II.C.1 dan up
Blok III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok .
IILA.2, Blok IILA.3, * Pekerjaan Umum
dan Blok IILA.4 dan Tata Ruang
Pengelolaan Sarana Dan Prasarana o SWP IILB i d. APBD o Perumahan dan
3.1.7 Keanekaragaman Hayati pada Sub-Zona Taman -D pada Kabupaten - - Kawasan -
Blok III.B.1 dan . .
Kelurahan Blok IILB.2 Sigi Permukiman
o SWP III.C pada ¢ g&ikungan
Blok II1.C.1 dan P
Blok III.C.3
e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
" APBD e Perumahan dan
318 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada SWP III.B pada Blok Kabupaten B ) Kawasan B
Sub-Zona Taman RW I1.B.2 L .
Sigi Permukiman
e Lingkungan
Hidup
o Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada SWP III.B pada Blok APBD ® Perumahan dan
3.1.9 Kabupaten - - Kawasan -
Sub-Zona Taman RW 1I.B.2 - :
Sigi Permukiman
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Pengelolaan Sarana Dan Prasarana APBD e Perumahan dan
3.1.10 | Keanekaragaman Hayati pada Sub-Zona Taman ISIVEPQIII‘B pada Blok Kabupaten - - Kawasan -
RW " Sigi Permukiman
e Lingkungan
Hidup
o Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
.. SWP III.B pada Blok APBD e Perumahan dan
3.1.11 Eengemgar]f;n Ru;‘ng Tl‘:rbuka Hijau (RTH) ILB.1, Blok [I.B.2, | Kabupaten . : Kawasan .
erupa sub-sona remakaman dan Blok III.B.3 Sigi Permukiman
e Lingkungan
Hidup
. SWP III.B pada Blok APBD .
3.1.12 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada IILB.1, Blok II.B.2, Kabupaten - _ e Pekerjaan Umum B

Sub-Zona Pemakaman

dan Blok III.B.3

Sigi

dan Tata Ruang
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P Menyelenggarakan grat g s 1 2 3 4 5
endanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan . S p . . 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 [ 2026 | 2027 | 2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Pengelolaan Sarana Dan Prasarana SWP III.B pada Blok APBD e Perumahan dan
3.1.13 | Keanekaragaman Hayati pada Sub-Zona 1II.B.1, Blok III.B.2, Kabupaten - - Kawasan -
Pemakaman dan Blok III.B.3 Sigi Permukiman
e Lingkungan
Hidup
4 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi
4.1 Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi
e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Pembangunan sarana dan APBD e Perumahan dan
4.1.1 prasarana taman dan makam pada wilayah WP Kulawi Selatan Kabupaten - - Kawasan -
kabupaten administrasi Sigi Permukiman
e Lingkungan
Hidup
c Perwujudan Zona Konservasi (KS)
1 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
1.1 Pengelolaan Taman Nasional
e APBN
e APBD
Provinsi
Perlindungan dan pelestarian Taman SWP IIIL.A pada Blok Sulawesi L.
111 Nasional Eore Lind% (TNLL) ILA.2 P Tengah Kehutanan Kehutanan UPTD Sigi -
e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBN
e APBD
Provinsi
112 Pengawetap tumbuhan, satwa, serta habitat SWP III.A pada Blok Sulawesi Kehutanan Kehutanan UPTD sigi B
taman nasional MIL.A.2 Tengah
e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBN
e APBD
Provinsi
113 Pemulihan'ekosistem sesuai rencana pengelolaan | SWP III.A pada Blok Sulawesi Kehutanan Kehutanan UPTD sigi B
taman nasional MIL.A.2 Tengah
e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBN
e APBD
1.1.4 Pemanfaatan jasa lingkungan ISI}N: 2HI.A pada Blok Provinsi Kehutanan Kehutanan UPTD Sigi -
o Sulawesi

Tengah
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Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-

TP-2 3

TP-4

4 5

2025

2026

2030-
2029 2034

2027|2028

2035-
2039

2040-
2043

APBD
Kabupaten
Sigi

1.1.5

Kerja sama penyelenggaraan taman nasional

SWP IIL.A pada Blok
1I.A.2

APBN
APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah
APBD
Kabupaten
Sigi

Kehutanan

Kehutanan

UPTD Sigi

1.1.6

Penguatan kapasitas dan pemberdayaan
masyarakat di sekitar taman nasional

SWP III.A pada Blok
ML.A.2

APBN
APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah
APBD
Kabupaten
Sigi

Kehutanan

Kehutanan

UPTD Sigi

1.1.7

Penyusunan rencana pengelolaan taman
nasional

SWP III.A pada Blok
IL.A.2

APBN
APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah
APBD
Kabupaten
Sigi

Kehutanan

Kehutanan

UPTD Sigi

1.1.8

Monitoring pelaksanaan program pada zona
konservasi

SWP III.A pada Blok
II1.A.2

APBN
APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah
APBD
Kabupaten
Sigi

Kehutanan

Kehutanan

UPTD Sigi

Agroforestry (pengelolaan hutan bersama antara
pemerintah dan masyarakat)

SWP III.A pada Blok
MIL.A.2

APBN
APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah
APBD
Kabupaten
Sigi

Kehutanan

Kehutanan

UPTD Sigi

1.1.10

Pengembangan konservasi menjadi wisata alam
(conservation fund dan adops programs)

SWP III.A pada Blok
ML.A.2

APBN
APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah
APBD
Kabupaten
Sigi

Kehutanan

Kehutanan

UPTD Sigi

Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Konservasi

2.1

Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau




-101-

Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Sumb Lembaga yang Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | P ku & &
No ity U Leikaa umber M 1 ale erangkat Daeral erangkat Daera emang| 1 ) 3 2 5
g Pend enyelenggarakan Provinsi Kabupat K .
endanaan Urusan rovinsi yang abupaten yang epentingan 2029 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 [ 2026 | 2027 | 2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e APBN
e APBD
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang Provinsi
2.1.1 terbuka hijau pada Sub-Zona Taman Nasional SWP IIL.A pada Blok Sulawes Kehutanan Kehutanan UPTD Sigi -
. . ML.A.2 Tengah
sebesar 0,001% dari luas wilayah perencanaan e APBD
Kabupaten
Sigi
d Perwujudan Zona Badan Air (BA)
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Badan Air
1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
e APBN
Penyusunan Pola dan rencana pengelolaan SDA . e APBD . ~ Pekerjaan Umum ~
111 WS kewenangan kabupaten WP Kulawi Selatan Kabupaten Sumber Daya Air dan Tata Ruang
Sigi
e APBN
. e APBD . Pekerjaan Umum
1.1.2 Pembangunan tanggul sungai Kabupaten Sumber Daya Air - dan Tata Ruang -
Sigi
e SWP III.A pada e APBN
e . Blok III.A.2, Blok e APBD . ~ Pekerjaan Umum ~
1.1.3 Rehabilitasi tanggul sungai 1LA.3, dan Blok Kabupaten Sumber Daya Air dan Tata Ruang
II1.A.4 Sigi
e SWP IIL.B pada e APBN
i . . Blok III.B.1, Blok e APBD . Pekerjaan Umum
1.1.4 Normalisasi/ restorasi sungai 1ILB.2, dan Blok Kabupaten Sumber Daya Air - dan Tata Ruang -
III.B.3 Sigi
e SWPIIIL.C pada e APBN
Operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing Blok III.C.1, Blok e APBD . Pekerjaan Umum
115 sungai III.C.2, dan Blok Kabupaten Sumber Daya Air B dan Tata Ruang B
1I1.C.3 Sigi
e APBN
. . . e APBD . Pekerjaan Umum
1.1.6 Operasi dan pemeliharaan sungai Kabupaten Sumber Daya Air - dan Tata Ruang -
Sigi
2 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Badan Air
2.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
Penyediaan ruang terbuka biru pada Sub-Zona : ﬁggg Pekeriaan Umum
2.1.1 Badan Air sebesar 0,01% dari luas wilayah WP Kulawi Selatan Sumber Daya Air - J -
Kabupaten dan Tata Ruang
perencanaan Sigi
B Perwujudan Zona Budi Daya
a Perwujudan Zona Hutan Produksi
1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
1.1 Pengembangan Prasarana Pertanian
e APBN
e APBD
. e SWP III.A pada Provinsi
1.1.1 Pz?li;iflaa:nkzgase? hlf\ﬁlnaielj;\;;ssai hutan Blok IIL.A.4 Sulawesi Kehutanan e Kehutanan * Konservasi SDA -
o perkempbangan pengu e SWP III.C pada Tengah e Konservasi SDA e UPTD Sigi
provinsi sulawesi tengah Blok IIL.C.2 e APBD
Kabupaten

Sigi
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan grat g s 1 2 3 4 5
g Pendanaan Y 88 Provinsi yan, Kabupaten yan; Kepentingan
Urusan e vt v 2020 | 2030- | 2035-2040-
Pemerintahan di membldangl membidangl AINOY& 1 5024 [ 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
2 Program Pengelolaan Hutan
2.1 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
e APBN
e APBD
e SWP III.A pada Provinsi
21.1 Pembagian blok/petak pengelolaan hutan Blok III.A.4 Sulawesi Kehutanan e Kehutanan e Konservasi SDA ~
o kesatuan pengelolaan hutan e SWP III.C pada Tengah Konservasi SDA UPTD Sigi
Blok III.C.2 e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBN
e APBD
e SWP III.A pada Provinsi
210 Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana Blok III.A.4 Sulawesi Kehutanan e Kehutanan e Konservasi SDA B
o operasionalisasi KPH e SWP III.C pada Tengah Konservasi SDA UPTD Sigi
Blok III.C.2 e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBN
e APBD
e SWP IIL.A pada Provinsi
2.1.3 Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Blok III.A.4 Sulawesi Kehutanan e Kehutanan e Konservasi SDA ~
o kawasan hutan produksi terbatas e SWP III.C pada Tengah Konservasi SDA UPTD Sigi
Blok III.C.2 e APBD
Kabupaten
Sigi
2.2 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
e APBN
e APBD
e SWP III.A pada Provinsi
2.2.1 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan . }3}31; gi‘é i}a da '?‘:IllagZESI Kehutanan I}oi::;irilasr]l) A : E;%I’S‘EZ?I SDA -
Blok III.C.2 e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBN
e APBD
s L e SWP III.A pada Provinsi
2.2.2 Ilggr(i22g:lllsal;l?;’I::lr{ll:rlllgl;i?;Sg:nplzgal;f;zinl-lutan Blok IIL.A.4 Sulawesi Kehutanan * Kehutanan * Konservasi SDA -
- dan Lahan e SWP III.C pada Tengah e Konservasi SDA e UPTD Sigi
Blok III.C.2 e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBN
e APBD
e SWP IIL.A pada Provinsi
2.2.3 | Rehabilitasi lahan di dalam kawasan hutan . 2%51; {ﬁ:‘é“}‘)a da ,?;%;ZESI Kehutanan : Eif’l‘slet?i‘:‘: o | o 5‘;%“;2? SDA .
Blok III.C.2 e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBN .
2.2.4 Pelestarian hutan produksi terbatas * EY({E g;’:gada e APBD Kehutanan : Ezﬁlsl‘:?‘r::; SDA : E;I%]S:)ersvizl SDA -

Provinsi
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan grat £ s 1 2 3 4 5
g Pendanaan Y 88 Provinsi yan Kabupaten yan, Kepentingan
Urusan e vt v 2020 | 2030- | 2035-2040-
Pemerintahan di HECee! HESIHDREE AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP III.C pada Sulawesi
Blok III.C.2 Tengah
e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBN
e APBD
e SWP III.A pada Provinsi
205 Penanaman kembali/reboisasi hutan produksi Blok III.A.4 Sulawesi Kehutanan e Kehutanan e Konservasi SDA B
- terbatas e SWP III.C pada Tengah e Konservasi SDA e UPTD Sigi
Blok III.C.2 e APBD
Kabupaten
Sigi
8 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Hutan Produksi
3.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
e APBN
e APBD
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang e SWP III.A pada Provinsi
3.1.1 terbuka hijau pada Sub-Zona Hutan Produksi Blok III.A.4 Sulawesi Kehutanan e Kehutanan e Konservasi SDA B
o Terbatas sebesar 0,001% dari luas wilayah e SWP III.C pada Tengah e Konservasi SDA e UPTD Sigi
perencanaan Blok III.C.2 e APBD
Kabupaten
Sigi
b Perwujudan Zona Pertanian (P)
b.1 Perwujudan Sub-Zona Tanaman Pangan
1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
1.1 Pengembangan Prasarana Pertanian
o SWP III.A pada e Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
III.A.2, Blok III.LA.3, | e APBN Perkebunan
111 Penetapan Lahan Pertanian Pangan dan Blok III.A.4 e APBD e Pertanahan B e Ketahanan ~
o Berkelanjutan (LP2B) e SWP III.B pada Kabupaten e Pertanian Pangan dan
Blok III.B.1, Blok Sigi Perikanan
III.B.2, dan Blok e Pekerjaan Umum
1II.B.3 dan Tata Ruang
e SWP IIIL.A pada e Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
III.A.2, Blok III.A.3, e APBN Perkebunan
112 Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan dan Blok III.A.4 e APBD e Pertanahan B e Ketahanan B
o Berkelanjutan (LP2B) e SWP III.B pada Kabupaten e Pertanian Pangan dan
Blok III.B.1, Blok Sigi Perikanan
III.B.2, dan Blok o Pekerjaan Umum
1II.B.3 dan Tata Ruang
e SWP IIIL.A pada e Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
III.A.2, Blok III.A.3, o APBN Perkebunan
113 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan dan Blok III.A.4 e APBD e Pertanahan ~ e Ketahanan B
o Berkelanjutan (LP2B) e SWP III.B pada Kabupaten e Pertanian Pangan dan
Blok III.B.1, Blok Sigi Perikanan

1II.B.2, dan Blok
11.B.3

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan bidanei bidangi Lai 2029 2030- | 2035- | 2040-
Pemerintahan di HECee! HESIHDREE AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP IIL.A pada Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
III.A.2, Blok III.A.3, e APBN Perkebunan
1.1.4 Pengendalian dan pemanfaatan kawasan dan Blok III.A.4 e APBD Pertani ~ Ketahanan ~
o pertanian e SWP III.B pada Kabupaten ertanian Pangan dan
Blok III.B.1, Blok Sigi Perikanan
II1.B.2, dan Blok Pekerjaan Umum
1II.B.3 dan Tata Ruang
e SWP III.A pada Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
III.A.2, Blok III.A.3, e APBN Perkebunan
115 Pengendalian dan pemanfaatan prasarana dan Blok III.A.4 e APBD Pertanian B Ketahanan ~
o pascapanen tanaman pangan e SWP III.B pada Kabupaten Pangan dan
Blok III.B.1, Blok Sigi Perikanan
III.B.2, dan Blok Pekerjaan Umum
11.B.3 dan Tata Ruang
e SWP III.A pada Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
III.A.2, Blok III.A.3, e APBN Perkebunan
1.1.6 Pengendalian dan pemanfaatan prasarana dan Blok III.A.4 e APBD Pertanian ~ Ketahanan B
o pengolahan hasil tanaman pangan e SWP III.B pada Kabupaten Pangan dan
Blok III.B.1, Blok Sigi Perikanan
III.B.2, dan Blok Pekerjaan Umum
1I1.B.3 dan Tata Ruang
1.2 Pembangunan Prasarana Pertanian
e SWP IIL.A pada Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
III.A.2, Blok III.A.3, e APBN Perkebunan
121 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dan Blok III.A.4 e APBD Pertanian B Ketahanan ~
o jalan usaha tani e SWP III.B pada Kabupaten Pangan dan
Blok III.B.1, Blok Sigi Perikanan
II1.B.2, dan Blok Pekerjaan Umum
1II.B.3 dan Tata Ruang
e SWP III.A pada Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
III.A.2, Blok III.A.3, e APBN Perkebunan
122 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dan Blok III.A.4 e APBD Pertanian B Ketahanan ~
- pintu air e SWP III.B pada Kabupaten Pangan dan
Blok III.B.1, Blok Sigi Perikanan
1II.B.2, dan Blok Pekerjaan Umum
1II.B.3 dan Tata Ruang
e SWP III.A pada Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan IILA.2, Blok IIL.A.3, * APBN Perkebunan
123 | ornsaemor ot P dan Blok IILA.4 e APBD Pertanian i Ketahanan i
e pertanian lainnva e SWP III.B pada Kabupaten Pangan dan
p Yy Blok III.B.1, Blok Sigi Perikanan
III.B.2, dan Blok Pekerjaan Umum
11.B.3 dan Tata Ruang
e SWP III.A pada e APBN Tanaman Panean
124 Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Blok III.A.1, Blok e APBD Pertanian ~ Hirfik alt rZ dg:n ? ~
e usaha tani IILA.2, Blok IIL.A.3, Kabupaten uitu

dan Blok III.A.4

Sigi

Perkebunan
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Sumber Leiloalsie s P kat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P umbe Menyelenggarakan erangxat g 18 1 2 3 4 5
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 0041 5025 | 2026 | 2027|2028 | 292 | 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP III.B pada e Ketahanan
Blok III.B.1, Blok Pangan dan
III.B.2, dan Blok Perikanan
II1.B.3 e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
2 Program Penyuluhan Pertanian
2.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
e SWP III.A pada e Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
III.A.2, Blok III.A.3, APBD Perkebunan
Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan dan Blok III.A.4 e Ketahanan
2.1.1 X Kabupaten - - -
prasarana penyuluhan pertanian e SWP III.B pada Siei Pangan dan
Blok III.B.1, Blok &l Perikanan
III.B.2, dan Blok e Pekerjaan Umum
11.B.3 dan Tata Ruang
e SWP III.A pada e Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
III.A.2, Blok III.A.3, APBD Perkebunan
212 Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di dan Blok III.A.4 Kabupaten B B e Ketahanan B
o kecamatan dan desa e SWP III.B pada Sigi p Pangan dan
Blok IIL.B.1, Blok g Perikanan
1II.B.2, dan Blok e Pekerjaan Umum
1I.B.3 dan Tata Ruang
3 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota
e SWP III.A pada e Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
III.A.2, Blok III.A.3, APBD Perkebunan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Blok III.A.4 e Ketahanan
3.1.1 Kabupaten - - -
tanaman pangan e SWP III.B pada Sigi Pangan dan
Blok III.B.1, Blok Perikanan
III.B.2, dan Blok e Pekerjaan Umum
1II.B.3 dan Tata Ruang
e SWP III.A pada e Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
III.A.2, Blok III.A.3, APBD Perkebunan
3.1.2 Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan dan Blok III.A.4 Kab ~ B o Ketahanan ~
1. upaten
gangguan usaha tanaman pangan e SWP III.B pada Siei Pangan dan
Blok III.B.1, Blok g Perikanan
III.B.2, dan Blok e Pekerjaan Umum
1I1.B.3 dan Tata Ruang
e Tanaman Pangan,
e SWP III.A pada Hortikultura dan
Blok III.A.1, Blok Perkebunan
1II.A.2, Blok III.A.3, APBD e Ketahanan
Penanggulangan pasca bencana alam bidang dan Blok III.A.4 Pangan dan
3.1.3 Kabupaten - - . -
tanaman pangan e SWP III.B pada Siei Perikanan
Blok III.B.1, Blok g e Pekerjaan Umum
III.B.2, dan Blok dan Tata Ruang
11.B.3 e Penanggulangan
Bencana
4 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona Tanaman Pangan
4.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di HECee! MR A& 5024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP IIIL.A pada e Tanaman Pangan,
Blok III.A.1, Blok Hortikultura dan
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang g;r?.]gl’oikl)lll{ }\H"‘A'B’ APBD . iiiﬁ:ﬁﬁn
4.1.1 terbuka hijau pada Sub-Zona Tanaman Pangan o SWP IIL.B pé dé Kabupaten - - Pangan dan -
o . - . .
sebesar 0,03% dari luas wilayah perencanaan Blok IILB.1, Blok Sigi Perikanan
II1.B.2, dan Blok o Pekerjaan Umum
1II.B.3 dan Tata Ruang
b.2 Perwujudan Sub-Zona Hortikultura
1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
1.1 Pengembangan Prasarana Pertanian
e Tanaman Pangan,
¢ 12\1)212 g% j: llja%i)k Hortikultura dan
o ) s IILA.2, Blok IILA.3, | APBD Perkebunan
Koordinasi dan sinkronisasi prasarana e Ketahanan
1.1.1 . . dan Blok III.A.4 Kabupaten - - -
pendukung pertanian lainnya o SWP IILB pada Sigi Pangan dan
Blok I11.B.2, Blok Perikanan
IL.B.3 e Pekerjaan Umum
" dan Tata Ruang
e Tanaman Pangan,
* E}Zﬁ %g 2 }fa%i)k Hortikultura dan
. ILA.2, Blok IIL.A.3, | APBD Perkebunan
Pengendalian dan pemanfaatan prasarana e Ketahanan
1.1.2 . dan Blok III.A.4 Kabupaten - - -
pascapanen hortikultura o SWP IILB pada Sigi Pangan dan
Blok II.B.2, Blok Perikanan
ML.B.3 e Pekerjaan Umum
o dan Tata Ruang
e Tanaman Pangan,
* EYSE %g 11: Ifa(};?ok Hortikultura dan
) IIL.A.2, Blok II.A.3, | APBD Perkebunan
Pengendalian dan pemanfaatan prasarana e Ketahanan
1.1.3 . . dan Blok III.A.4 Kabupaten - - -
pengolahan hasil hortikultura o SWP IILB pada Sigi Pangan dan
Blok II.B.2, Blok Perikanan
ILB.3 e Pekerjaan Umum
" dan Tata Ruang
2 Program Penyuluhan Pertanian
2.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
e Tanaman Pangan,
* ]?’;Y(ZLF; %g j: Ilja%i)k Hortikultura dan
. ILA.2, Blok IIL.A.3, | APBD Perkebunan
Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan e Ketahanan
2.2.1 ; dan Blok III.A.4 Kabupaten - - -
prasarana penyuluhan pertanian e SWP IIL.B pada Sigi Pangan dan
Blok II.B.2, Blok gelr;ka.“an
ML.B.3 e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
o SWP IILA pada ¢ Tanaman Pangan,
Blok IILA.1, Blok Hortikultura dan
P b Kapasitas kelemb tani di ILA.2, Blok TIL.A.3, | APBD . ieikibunan
290 engembangan kapasitas kelembagaan petani di dan Blok ITLA.4 Kabupaten B B etahanan B
kecamatan dan desa o SWP IILB pada Sigi Pangan dan

Blok III.B.2, Blok
11.B.3

Perikanan
e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di HECee! MR A& 5024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
8 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
e Tanaman Pangan,
* EYZE gi 2 Ifa%i)k Hortikultura dan
g Perkebunan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) lIL.A.2, Blok IILA.3, | APBD e Ketahanan
3.1.1 . dan Blok III.A.4 Kabupaten - - -
hortikultura L Pangan dan
e SWP III.B pada Sigi Perik
Blok IIL.B.2, Blok crtkanan
ILB.3 e Pekerjaan Umum
" dan Tata Ruang
e Tanaman Pangan,
¢ }SBY(fll: g% 11: };ac};?ok Hortikultura dan
gt Perkebunan
Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan lIL.A.2, Blok IILA.3, | APBD e Ketahanan
3.1.2 N dan Blok III.A.4 Kabupaten - - -
gangguan usaha hortikultura o SWP IIL.B pada Sigi Pangan dan
Blok I11.B.2, Blok Perikanan
ILB.3 e Pekerjaan Umum
T dan Tata Ruang
e Tanaman Pangan,
o SWP IILA pada Hortikultura dan
Blok IL.A.1, Blok . ie‘;k‘;lbunan
Penanggulangan pasca bencana alam bidan, IIL.A.2, Blok IILA.3, | APBD P:ma aerllng:n
3.1.3 ngguangan p g dan Blok IIL.A.4 Kabupaten - - '8 -
hortikultura . Perikanan
e SWP III.B pada Sigi .
Blok IILB.2. Blok e Pekerjaan Umum
ML.B.3 A dan Tata Ruang
e o Penanggulangan
Bencana
4 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona Hortikultura
4.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
e Tanaman Pangan,
* EYZE gi 2 Ifa%i)k Hortikultura dan
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang III.A.2, Blok III.A.3, | APBD . EZI‘;};EZEEﬁn
4.1.1 terbuka hijau pada Sub-Zona Hortikultura dan Blok III.A.4 Kabupaten - - P d -
sebesar 0,08% dari luas wilayah perencanaan e SWP III.B pada Sigi P:?iizl:lar?n
Blok III.B.2, Blok .
ILB.3 e Pekerjaan Umum
" dan Tata Ruang
b.3 Perwujudan Sub-Zona Perkebunan
1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
1.1 Pengembangan Prasarana Pertanian
e SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, e Tanaman Pangan,
dan Blok III.A.4 Hortikultura dan
e SWP III.B pada APBD Perkebunan
1.1.1 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana Blok III.B.1, Blok Kabupaten ~ ~ o Ketahanan ~
o pendukung pertanian lainnya III.B.2, dan Blok Sigi p Pangan dan
I.B.3 & Perikanan

SWP III.C pada
Blok III.C.1, Blok
II1.C.2, dan Blok
II1.C.3

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P Menyelenggarakan grat g s 1 2 3 4 5
endanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan 2030- | 2035- |2040-
Urusan bidangi membidangi Lainnya 2029
Pemerintahan di mem = E ¥ 2024 | 2025 | 2026 | 2027 [ 2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, e Tanaman Pangan,
dan Blok III.A.4 Hortikultura dan
e SWP III.B pada APBD Perkebunan
Pengendalian dan pemanfaatan prasarana Blok III.B.1, Blok o Ketahanan
1.1.2 Kabupaten - - -
pascapanen perkebunan III.B.2, dan Blok Sici Pangan dan
III.B.3 g Perikanan
o SWP III.C pada e Pekerjaan Umum
Blok III.C.1, Blok dan Tata Ruang
III.C.2, dan Blok
III.C.3
e SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, e Tanaman Pangan,
dan Blok III.A.4 Hortikultura dan
e SWP III.B pada APBD Perkebunan
113 Pengendalian dan pemanfaatan prasarana Blok III.B.1, Blok Kabupaten ~ B e Ketahanan ~
o pengolahan hasil perkebunan III.B.2, dan Blok Sici Pangan dan
II.B.3 g Perikanan
e SWP III.C pada e Pekerjaan Umum
Blok III.C.1, Blok dan Tata Ruang
III.C.2, dan Blok
III.C.3
2 Program Penyuluhan Pertanian
2.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, e Tanaman Pangan,
dan Blok III.A.4 Hortikultura dan
e SWP III.B pada APBD Perkebunan
Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan Blok III.B.1, Blok o Ketahanan
2.1.1 N Kabupaten - - -
prasarana penyuluhan pertanian III1.B.2, dan Blok Sigi Pangan dan
III.B.3 Perikanan
e SWP III.C pada e Pekerjaan Umum
Blok III.C.1, Blok dan Tata Ruang
II1.C.2, dan Blok
III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, e Tanaman Pangan,
dan Blok III.A.4 Hortikultura dan
e SWP III.B pada APBD Perkebunan
210 Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Blok III.B.1, Blok Kabupaten ~ ~ o Ketahanan B
o kecamatan dan desa II1.B.2, dan Blok Siei p Pangan dan
11.B.3 gl Perikanan
e SWP III.C pada o Pekerjaan Umum
Blok III.C.1, Blok dan Tata Ruang
II1.C.2, dan Blok
II1.C.3
8 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040-
Pemerintahan di HECee! MR A& 5024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, e Tanaman Pangan,
dan Blok III.A.4 Hortikultura dan
e SWP III.B pada APBD Perkebunan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Blok III.B.1, Blok o Ketahanan
3.1.1 Kabupaten - - -
perkebunan III.B.2, dan Blok Sici Pangan dan
III.B.3 g Perikanan
o SWP III.C pada e Pekerjaan Umum
Blok III.C.1, Blok dan Tata Ruang
III.C.2, dan Blok
III.C.3
e SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, e Tanaman Pangan,
dan Blok III.A.4 Hortikultura dan
e SWP III.B pada APBD Perkebunan
312 Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan Blok III.B.1, Blok Kabupaten ~ B e Ketahanan ~
o gangguan usaha perkebunan III.B.2, dan Blok Siei p Pangan dan
II.B.3 8l Perikanan
e SWP III.C pada e Pekerjaan Umum
Blok III.C.1, Blok dan Tata Ruang
III.C.2, dan Blok
III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok e Tanaman Pangan,
III.A.2, Blok III.A.3, Hortikultura dan
dan Blok III.A.4 Perkebunan
e SWP IIL.B pada APBD e Ketahanan
313 Penanggulangan pasca bencana alam bidang Blok III.B.1, Blok Kabupaten B B Pangan dan B
o perkebunan III.B.2, dan Blok Siei p Perikanan
III.B.3 g o Pekerjaan Umum
e SWP III.C pada dan Tata Ruang
Blok III.C.1, Blok o Penanggulangan
III.C.2, dan Blok Bencana
III.C.3
4 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona Perkebunan
4.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, e Tanaman Pangan,
dan Blok III.A.4 Hortikultura dan
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang * SWPIILB pada APBD Perkebunan
o Blok III.B.1, Blok e Ketahanan
4.1.1 terbuka hijau pada Sub-Zona Perkebunan Kabupaten - - -
sebesar 0,42% dari luas wilayah perencanaan IIL.B.2, dan Blok Sigi Pangan dan
’ III.B.3 Perikanan
e SWP III.C pada e Pekerjaan Umum
Blok III.C.1, Blok dan Tata Ruang
II1.C.2, dan Blok
II1.C.3
c Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
1.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
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Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat Daerah

Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-

TP-

TP-2 3

TP-4

4 5

2024

2025

2026

2027|2028 2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2043

1.1.1

Penyusunan rencana pembangunan industri
kabupaten

WP Kulawi Selatan

APBD
Kabupaten
Sigi

Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Perindustrian dan
Perdagangan
Koperasi, Usaha
Kecil dan
Menengah
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

1.1.2

Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan
pembangunan sumber daya industri

WP Kulawi Selatan

APBD
Kabupaten
Sigi

Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Perindustrian dan
Perdagangan
Koperasi, Usaha
Kecil dan
Menengah
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

Evaluasi terhadap pelaksanaan
rencana pembangunan industri

WP Kulawi Selatan

APBD
Kabupaten
Sigi

Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Perindustrian dan
Perdagangan
Koperasi, Usaha
Kecil dan
Menengah
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

1.1.5

Pembangunan sentra industri kecil menengah

SWP III.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
MI.A.3

e APBN

e APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah

e APBD
Kabupaten
Sigi

e Swasta

Perindustrian

Perindustrian dan .

Perdagangan

Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Perindustrian dan
Perdagangan
Koperasi, Usaha
Kecil dan
Menengah
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

Swasta

1.1.6

Pengembangan infrastruktur dasar dan sarana
pendukung usaha IKM

SWP IIIL.A pada Blok
III.A.2 dan Blok
II1.A.3

e APBN

e APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah

Perindustrian

Perindustrian dan
Perdagangan

Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

Swasta
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Sumb Lembaga yang Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | P ku & &
No Program Utama Lokasi umber Menyelenggarakan erangrat Daera crangkat Daera emang 1 2 3 4 5
g Pendanaan Y 88 Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan . S p . . 2029 2030- | 2035- | 2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e APBD e Perindustrian dan
Kabupaten Perdagangan
Sigi e Koperasi, Usaha
e Swasta Kecil dan
Menengah
e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
e Perencanaan
e APBN Pembangunan,
e APBD Penelitian dan
o Pengembangan
Provinsi ) Daerah
. X . . . . SWP II.A pada Blok Sulawesi . . Perindustrian dan e Perindustrian dan
1.1.7 Pemulihan lingkungan akibat kegiatan industri III.A.2 dan Blok Tengah Perindustrian Perdagangan Perdagangan Swasta
II1.A.3 e APBD e Koperasi, Usaha
K:ak')upaten Kecil dan
N 2;%;5 ta Menengah
e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
e Perindustrian dan
e APBD Perdagangan
Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan SWP III.A pada Blok Kabupaten . Lingkﬁngin
2.1.1 III.A.2 dan Blok . - - ] Swasta
Prasarana IPLT LA Sigi Hidup
o e Swasta e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
e Perindustrian dan
e APBD Perdagangan
210 Optimalisasi Instalasi E;N: Qnggnpg?:kak Kabupaten B ) e Lingkungan Swasta
o Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) III. A. 3 Sigi Hidup
o e Swasta e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
e Perindustrian dan
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah SWP III.A pada Blok ¢ ﬁzgﬁ) aten . Efgdsﬁiniin
2.1.3 | Domestik (SPALD) II.A.2 dan Blok Sigi p - - i di b g Swasta
Terpusat Skala Kawasan Tertentu III.A.3 .
e Swasta o Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
3 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Kawasan Peruntukan Industri
3.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
e Perindustrian dan
Penyediaa{l ruang yang berfungsi sebagai ruang SWP IILA pada Blok e APBD Pgrdagangan
311 terbuka hijau pada Sub—Zona Kawasan ) A2 dan Blok K'a‘t')upaten ~ B . Llpgkungan Swasta
Peruntukan Industri sebesar 0,003% dari luas MLA3 Sigi Hidup
wilayah perencanaan o e Swasta e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
d Perwujudan Zona Perumahan (R)
1 Program Kawasan Permukiman
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman
Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan . . ® Perencanaan
1.1.1 WP Kulawi Selatan e APBN Cipta Karya - Pembangunan, Swasta

kawasan permukiman

Penelitian dan
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040-
Pemerintahan di HECee! MR A& 5024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e APBD Pengembangan
Kabupaten Daerah
Sigi e Pekerjaan Umum
e Swasta dan Tata Ruang
e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
e Perencanaan
Pembangunan,
o APBN Penelitian dan
e APBD Pengembangan
Penyusunan regulasi intensitas pemanfaatan . . Daerah
1.1.2 WP Kulawi Selatan Kabupaten Cipta Karya - . Swasta
ruang Siei e Pekerjaan Umum
N S“%;S ta dan Tata Ruang
e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
e Perencanaan
Pembangunan,
o APBN Penelitian dan
e APBD Pengembangan
1.1.3 Program lingkungan sehat perumahan WP Kulawi Selatan Kabupaten Cipta Karya - Eaﬁ ra_h Swasta
Sigi e Pekerjaan Umum
o Swasta dan Tata Ruang
e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
d.1 Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang
1 Program Pengembangan Perumahan
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
e APBN o Pekerjaan Umum
Penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD SWP IIL.B pada Blok | e APBD ) dan Tata Ruang
1.1.1 Cipta Karya - e Perumahan dan -
untuk penyelenggaraan rumah sederhana I.B.1 Kabupaten
Sigi Kawasan
Permukiman
e APBN e Pekerjaan Umum
Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian SWP III.B pada Blok e APBD . dan Tata Ruang
1.1.2 Cipta Karya - e Perumahan dan -
pembangunan dan pengembangan perumahan I.B.1 Kabupaten
Sigi Kawasan
Permukiman
e Pekerjaan Umum
Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin SWP IILB pada Blok APBD dan Tata Ruang
1.1.3 pembangunan dan pengembangan perumahan M.B.1 Kabupaten - - e Perumahan dan -
terintegrasi secara elektronik o Sigi Kawasan
Permukiman
e Pekerjaan Umum
Fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak SWP III.B pada Blok APBD dan Tata Ruang
1.1.4 : Kabupaten - - e Perumahan dan -
dan lantai perumahan 1I.B.1 .
Sigi Kawasan
Permukiman
1.1.5 Pengembangan perumahan kepadatan sedang SWP IILB pada Blok e APBN Cipta Karya - * Pekerjaan Umum -

II.B.1

dan Tata Ruang




-113-

Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Wi membidangi membidangi Lainn, 2029 2030- 2035~ 2040-
Pemerintahan di DR i AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e APBD e Perumahan dan
Kabupaten Kawasan
Sigi Permukiman
e APBN o Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
1.1.6 Penataan perumahan kepadatan sedang SWP IILB pada Blok * APBD Cipta Karya - e Perumahan dan -
I.B.1 Kabupaten
Sigi Kawasan
Permukiman
2 Program Kawasan Permukiman
2.1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
e APBN o Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
2.1.1 Perbaikan rumah tidak layak huni SWP IILB pada Blok * APBD Cipta Karya - o Perumahan dan -
11.B.1 Kabupaten
Sigi Kawasan
Permukiman
o APBN e Pekerjaan Umum
212 Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni SWP III.B pada Blok e APBD Cipta Karya _ . gjﬁlﬁa&iii?ﬁ _
o beserta PSU I.B.1 Kabupaten p Ty
Sigi Kawasan
Permukiman
e APBN e Pekerjaan Umum
Pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman SWP III.B pada Blok e APBD X dan Tata Ruang
2.1.3 Cipta Karya - e Perumahan dan -
kumuh II.B.1 Kabupaten
Sigi Kawasap
Permukiman
e APBN e Pekerjaan Umum
Pelaksanaan pemukiman kembali kawasan SWP III.B pada Blok e APBD X dan Tata Ruang
2.1.4 . Cipta Karya - e Perumahan dan -
permukiman kumuh 1I1.B.1 Kabupaten
Sigi Kawasan
Permukiman
2.2 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan APBD * Perumahan dan
. SWP III.B pada Blok Kawasan
2.1.1 tata bangunan kegiatan perumahan kepadatan Kabupaten - - . -
sedang II.B.1 Sigi Permukiman
3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
3.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
e APBN e Pekerjaan Umum
e APBD dan Tata Ruang
3.1.1 Perencanaan penyediaan PSU perumahan ISI}N};D {H'B pada Blok Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
" Sigi Kawasan
o Swasta Permukiman
e APBN e Pekerjaan Umum
Penyedla'an prasarana, sarana, dan }Jtlhtas ) SWP IIL.B pada Blok e APBD ) dan Tata Ruang
3.1.2 umum di perumahan untuk menunjang fungsi MLB.1 Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
hunian o Sigi Kawasan
e Swasta Permukiman
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan membidangi membidangi Lainn, 2029 2030- 2035~ 2040-
Pemerintahan di DR i AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e APBN o Pekerjaan Umum
Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka e APBD dan Tata Ruang
3.1.3 penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas ISI}A/];) iH‘B pada Blok Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
umum perumahan o Sigi Kawasan
e Swasta Permukiman
e APBN e Pekerjaan Umum
Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum SWP III.B pada Blok * APBD . dan Tata Ruang
3.1.4 - K R . Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
di perumahan untuk menunjang fungsi hunian II.B.1 .
Sigi Kawasan
e Swasta Permukiman
e APBN e Pekerjaan Umum
Operasional dan pemeliharaan prasarana, SWP III.B pada Blok * APBD . dan Tata Ruang
3.1.5 s . Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
sarana, dan utilitas umum di perumahan II.B.1 .
Sigi Kawasan
e Swasta Permukiman
e APBN o Pekerjaan Umum
Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU SWP III.B pada Blok * APBD X dan Tata Ruang
3.1.6 Perumahan HLB.1 Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
" Sigi Kawasan
e Swasta Permukiman
4 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4.1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
e APBN e Pekerjaan Umum
Kerja sama pe{rbalkan rumah tidak la_yak huni SWP IILB pada Blok e APBD ) dan Tata Ruang
4.1.1 beserta psu di luar kawasan permukiman kumuh Cipta Karya - e Perumahan dan -
. I.B.1 Kabupaten
dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Siei Kawasan
g Permukiman
Pembangunan rumah baru layak huni dalam e APBN ¢ gZﬁe?;ianli?;m
rangka pencegahan terhadap kumuh dan SWP III.B pada Blok e APBD . g
4.1.2 Cipta Karya - e Perumahan dan -
berkembangnya perumahan kumuh dan 1I1.B.1 Kabupaten Kawasan
permukiman kumuh baru Sigi X
Permukiman
Pengawasan dan pengendalian dalam rangka e APBN * §Z§e¥:tan[i?$m
pencegahan terhadap kumuh dan SWP III.B pada Blok e APBD . g
4.1.3 Cipta Karya - e Perumahan dan -
berkembangnya perumahan kumuh dan IL.B.1 Kabupaten Kawasan
permukiman kumuh baru Sigi P X
ermukiman
5 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
5.1 Pemberian Insentif Dan/Atau Disinsentif Non Fiskal
o Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Pengenaan disinsentif pada pemanfaatan ruang APBD e Perumahan dan
5.1.1 yang tidak sesuai di Sub-Zona perumahan ISI}N};D {H'B pada Blok Kabupaten - - Kawasan -
kepadatan sedang o Sigi Permukiman
6 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perumahan
6.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang e APBD * gZﬁe,?;ZnR[ir:sm
terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan SWP III.B pada Blok Kabupaten £
6.1.1 . - - - e Perumahan dan Swasta
Kepadatan Sedang sebesar 0,004% dari luas II.B.1 Sigi Kawasan
wilayah perencanaan e Swasta

Permukiman
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan grat £ s 1 2 3 4 5
g Pendanaan Y 88 Provinsi yan, Kabupaten yan, Kepentingan
yang paten yang p g 2030- | 2035- |2040-
Urusan bidangi membidangi Lainnya 2029
Pemerintahan di mem = E ¥ 2024 | 2025 | 2026 | 2027 [ 2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
Lingkungan
Hidup
d.2 Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah
1 Program Pengembangan Perumahan
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
P tan d. bi kepada BLU/BUMD igii’ o Pk . glggg gzl:lelr:];aanRi?;;
1.1.1 u(::iia an alm pembnaan e};:a ?:1 h / e SWP III.B pada ¢ Kab " Cipta Karya - Perumahan dan -
penyelenggaraan rumah sederhana Blok IILB.1, Blok S'a oupaten Kawasan
11.B.2 18t Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
A2 danBlok | ApBN ggﬁ?ﬁf}?ﬂ?ﬁ?
Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian o e APBD .
1.1.2 e SWP III.B pada Cipta Karya - Perumahan dan -
pembangunan dan pengembangan perumahan Blok IILB.1, Blok ggk')upaten Kawasan
11.B.2 18t Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok Pekerjaan Umum
Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin II.A.4 APBD dan Tata Ruang
1.1.3 pembangunan dan pengembangan perumahan e SWP IIL.B pada Kabupaten - - Perumahan dan -
terintegrasi secara elektronik Blok III.B.1, Blok Sigi Kawasan
II.B.2 Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok Pekerjaan Umum
Fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak IILA.4 APBD dan Tata Ruang
1.1.4 dan lantai perumahan e SWP IIL.B pada Kabupaten - - Perumahan dan -
Blok III.B.1, Blok Sigi Kawasan
II1.B.2 Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok o APBN Pekerjaan Umum
IIL.A.4 e APBD dan Tata Ruang
1.1.5 Pengembangan perumahan kepadatan rendah e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - Perumahan dan -
Blok III.B.1, Blok Siei p Kawasan
II1.B.2 g Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
1.1.6 Penataan perumahan kepadatan rendah * SWPIILA pada e APBN Cipta Karya - Pekerjaan Umum -

Blok III.A.1, Blok

dan Tata Ruang
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Sumber Leiloalsie s P kat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P umbe Menyelenggarakan erangxat g 18 1 2 3 4 5
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2°2%| 2034 | 2039 | 2043
Bidang
III.A.2, dan Blok e APBD e Perumahan dan
II.A.4 Kabupaten Kawasan
e SWP III.B pada Sigi Permukiman
Blok III.B.1, Blok
II1.B.2
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
2 Program Kawasan Permukiman
2.1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok e Pekerjaan Umum
I.A.4 : :Egg dan Tata Ruang
2.1.1 Perbaikan rumah tidak layak huni e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan =
Blok II1.B.1, Blok s T Kawasan
III.B.2 g Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok o APBN e Pekerjaan Umum
Keri baik h tidak lavak huni 1II.A.4 e APBD dan Tata Ruang
2.1.2 b::]ee;tsaaglsaUper atikan ruman fidak layak qunt e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan -
Blok ITL.B.1, Blok s T Kawasan
11.B.2 g Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok e APBN e Pekerjaan Umum
Pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman lILA4 e APBD dan Tata Ruang
2.1.3 kflmuh p J P e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan -
Blok IIL.B.1, Blok s T Kawasan
11.B.2 gl Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok o APBN e Pekerjaan Umum
. . II.A.4 dan Tata Ruang
Pelaksanaan pemukiman kembali kawasan e APBD .
2.1.4 permukiman kumuh * SWPIILE pada Kabupaten Cipta Karya B * Perumahan dan B
Blok III.B.1, Blok Siei Kawasan
11.B.2 gl Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
2.2 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
e SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok e Pekerjaan Umum
Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan III.A.2, dan Blok APBD dan Tata Ruang
2.2.1 tata bangunan kegiatan perumahan kepadatan II.A.4 Kabupaten - - e Perumahan dan =
rendah e SWP III.B pada Sigi Kawasan
Blok III.B.1, Blok Permukiman

1I.B.2
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP- TP-
Sumb Lembaga yang Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | P ku e s | s
No Program Utama Lokasi P umber Menyelenggarakan erangrat Daera crangkat Daera emang 1 2 3 4 5
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2°2%| 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
3.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok APBN e Pekerjaan Umum
II.A.4 APBD dan Tata Ruang
3.1.1 Perencanaan penyediaan PSU perumahan e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
Blok III.B.1, Blok Sigi Kawasan
II1.B.2 Swasta Permukiman
e SWP III.C pada
Blok I1I.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok APBN o Pekerjaan Umum
Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas ML.A.4 APBD dan Tata Ruang
3.1.2 umum di perumahan untuk menunjang fungsi e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
hunian Blok III.B.1, Blok Sigi Kawasan
11.B.2 Swasta Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
1II.A.2, dan Blok APBN e Pekerjaan Umum
Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka II.A.4 APBD dan Tata Ruang
3.1.3 penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
umum perumahan Blok III.B.1, Blok Sigi Kawasan
11.B.2 Swasta Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok APBN e Pekerjaan Umum
. - IL.A.4 APBD dan Tata Ruang
3.1.4 P(.erbalkan prasarana, sarana, dan utlht.as umum e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
di perumahan untuk menunjang fungsi hunian Blok I11.B.1, Blok Sigi Kawasan
11.B.2 Swasta Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok APBN e Pekerjaan Umum
. R I.A.4 APBD dan Tata Ruang
3.1.5 Operasional da.n. pemehharaap prasarana, e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
sarana, dan utilitas umum di perumahan Blok IILB.1. Blok Sigi Kawasan
11.B.2 Swasta Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
* SWP IlLA pada APBD " don Tata Ruang.
316 Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Blok III.A.1, Blok Kab " Cinta K. B . P han d g Swast
1. Perumahan 1I.A.2, dan Blok abupaten ipta Karya erumahan dan wasta
HLA.4 Sigi Kawasar}
Swasta Permukiman
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040-
Pemerintahan di membldangl membidangl AINOY& 1 5024 [ 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP III.B pada
Blok III.B.1, Blok
II1.B.2
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
4 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4.1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /Kota
e SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok o APBN o Pekerjaan Umum
Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni II.A.4 e APBD dan Tata Ruang
4.1.1 beserta psu di luar kawasan permukiman kumuh | ¢ SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan -
dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Blok III.B.1, Blok Siei p Kawasan
11.B.2 gl Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
Pembangunan rumah baru layak huni dalam lIL.A.2, dan Blok e APBN * Pekerjaan Umum
II.A.4 dan Tata Ruang
rangka pencegahan terhadap kumuh dan e APBD .
4.1.2 e SWP III.B pada Cipta Karya - e Perumahan dan -
berkembangnya perumahan kumuh dan Kabupaten
ermukiman kumuh baru Blok III.B.1, Blok Siei Kawasan
p II1.B.2 &l Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok
Pengawasan dan pengendalian dalam rangka LILA.2, dan Blok e APBN * Pekerjaan Umum
IIL.A.4 dan Tata Ruang
pencegahan terhadap kumuh dan e APBD X
4.1.3 e SWP III.B pada Cipta Karya - e Perumahan dan -
berkembangnya perumahan kumuh dan Kabupaten
ermukiman kumuh baru Blok III.B.1, Blok Siei Kawasan
p II1.B.2 gl Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
5 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
5.1 Pemberian Insentif Dan/Atau Disinsentif Non Fiskal
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, dan Blok e Pekerjaan Umum
Pengenaan disinsentif pada pemanfaatan ruang L.A.4 APBD dan Tata Ruang
5.1.1 yang tidak sesuai di Sub-Zona perumahan e SWP III.B pada Kabupaten - - e Perumahan dan -
kepadatan rendah Blok III.B.1, Blok Sigi Kawasan
11.B.2 Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
6 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perumahan
6.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang e SWP IIL.A pada e APBD * EZEe,?;tanU?sm
6.1.1 terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Blok III.A.1, Blok Kabupaten ~ B . Perumahar:l daﬁ Swasta
o Kepadatan Rendah sebesar 0,01% dari luas III.A.2, dan Blok Sigi Kawasan
wilayah perencanaan L.A.4 e Swasta

Permukiman
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Sumber LSSl ST G P kat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P umbe Menyelenggarakan erangxat g 18 1 2 3 4 5
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2°2%| 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP III.B pada e Lingkungan
Blok III.B.1, Blok Hidup
II1.B.2
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
d.3 Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah
1 Program Pengembangan Perumahan
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
e SWP III.A pada
Blok III.A.2, Blok
II1.A.3, dan Blok e APBN o Pekerjaan Umum
Penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD [ILA.4 e APBD . dan Tata Ruang
L1.1 untuk penyelenggaraan rumah sederhana * SWPIILB pada Kabupaten Cipta Karya B * Perumahan dan B
Blok III.B.1 dan Siei Kawasan
Blok III.B.2 18t Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP III.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok e APBN e Pekerjaan Umum
. . . L . IIL.A.4 dan Tata Ruang
Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian e APBD .
1.1.2 pembangunan dan pengembangan perumahan e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan -
Blok III.B.1 dan Sigi Kawasan
Blok III.B.2 g Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok e Pekerjaan Umum
Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin IL.A.4 APBD dan Tata Ruang
1.1.3 pembangunan dan pengembangan perumahan e SWP III.B pada Kabupaten - - e Perumahan dan -
terintegrasi secara elektronik Blok III.B.1 dan Sigi Kawasan
Blok III.B.2 Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok e Pekerjaan Umum
Fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak IILA-4 APBD dan Tata Ruang
1.1.4 dan lantai perumahan e SWP III.B pada Kabupaten - - e Perumahan dan -
Blok III.B.1 dan Sigi Kawasan
Blok III.B.2 Permukiman
e SWP IIL.C pada
Blok III.C.1
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok o APBN e Pekerjaan Umum
Pengembangan perumahan kepadatan sangat IILA-4 e APBD . dan Tata Ruang
1.1.5 e SWP III.B pada Cipta Karya - e Perumahan dan -
rendah Kabupaten
Blok III.B.1 dan Siei Kawasan
Blok III.B.2 & Permukiman

SWP III.C pada
Blok III.C.1
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040-
Pemerintahan di HECee! MR A& 5024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok e Pekerjaan Umum
IL.A.4 : gigg dan Tata Ruang
1.1.6 Penataan perumahan kepadatan sangat rendah e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan -
Blok III.B.1 dan Sigi p Kawasan
Blok III.B.2 g Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
2 Program Kawasan Permukiman
2.1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
e SWP III.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok o Pekerjaan Umum
IIL.A.4 : ﬁggg dan Tata Ruang
2.1.1 Perbaikan rumah tidak layak huni e SWP III.B pada Kab " Cipta Karya - e Perumahan dan -
Blok III.B.1 dan SiaiuPa en Kawasan
Blok III.B.2 g Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok e APBN e Pekerjaan Umum
Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni IILA-4 e APBD dan Tata Ruang
2.1.2 J p 4 e SWP III.B pada Cipta Karya - e Perumahan dan -
beserta PSU Kabupaten
Blok III.B.1 dan Sigi Kawasan
Blok III.B.2 g Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok e APBN e Pekerjaan Umum
Pelak . k K II.A.4 e APBD dan Tata Ruang
2.1.3 ¢laxsanaan peremajaan kawasan permuiimarn e SWP III.B pada Cipta Karya - e Perumahan dan =
kumuh Kabupaten
Blok III.B.1 dan Sici Kawasan
Blok III.B.2 g Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok e Pekerjaan Umum
. . 11.A.4 e APBN dan Tata Ruang
Pelaksanaan pemukiman kembali kawasan e APBD X
2.1.4 . e SWP III.B pada Cipta Karya - e Perumahan dan =
permukiman kumuh Kabupaten
Blok III.B.1 dan Sigi Kawasan
Blok III.B.2 g Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
2.2 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
o Pekerjaan Umum
Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan * SWPIILA pada APBD dan Tata Ruang
. Blok III.A.2, Blok
2.2.1 tata bangunan kegiatan perumahan kepadatan LA.3. dan Blok Kabupaten - - e Perumahan dan -
sangat rendah <49, da 0 Sigi Kawasan

II.A.4

Permukiman
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Sumber LSSl ST G P kat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P umbe Menyelenggarakan erangxat g 18 1 2 3 4 5
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 0041 5025 | 2026 | 2027|2028 | 292 | 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP III.B pada
Blok III.B.1 dan
Blok III.B.2
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
8 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
3.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
e SWP III.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok APBN o Pekerjaan Umum
II.A.4 APBD dan Tata Ruang
3.1.1 Perencanaan penyediaan PSU perumahan e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
Blok III.B.1 dan Sigi Kawasan
Blok III.B.2 Swasta Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok APBN o Pekerjaan Umum
Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas IIL.A.4 APBD dan Tata Ruang
3.1.2 umum di perumahan untuk menunjang fungsi e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
hunian Blok III.B.1 dan Sigi Kawasan
Blok III.B.2 Swasta Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP III.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok APBN o Pekerjaan Umum
Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka IIL.A.4 APBD dan Tata Ruang
3.1.3 penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
umum perumahan Blok III.B.1 dan Sigi Kawasan
Blok III.B.2 Swasta Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP III.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok APBN o Pekerjaan Umum
Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum [ILA.4 APBD . dan Tata Ruang
3.1.4 di perumahan unmk,menunj’ang fungsi hunian e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
Blok III.B.1 dan Sigi Kawasan
Blok III.B.2 Swasta Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP III.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok APBN e Pekerjaan Umum
Operasional dan pemeliharaan prasarana. [ILA.4 APBD . dan Tata Ruang
3.1.5 s . ’ e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan Swasta
sarana, dan utilitas umum di perumahan Blok IILB.1 d Sigi K
o .B.1 dan igi awasan
Blok III.B.2 Swasta Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
3.1.6 Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU e SWP III.A pada APBN Cipta Karya ~ e Pekerjaan Umum Swasta

Perumahan

Blok III.A.2, Blok

dan Tata Ruang
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP-4 TP-
No Program Utama Lokasi PSumber M:ﬁ}rlr:l)eafggzgfan Perang}(at' Daerah Perangkat Daerah Pemar}gku i 3 3 7 5 2
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 0041 5025 | 2026 | 2027|2028 | 292 | 2034 | 2039 | 2043
Bidang
III.A.3, dan Blok e APBD e Perumahan dan
II.A.4 Kabupaten Kawasan
e SWP III.B pada Sigi Permukiman
Blok III.B.1 dan e Swasta
Blok III.B.2
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
4 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4.1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok e APBN e Pekerjaan Umum
Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni I.A.4 e APBD dan Tata Ruang
4.1.1 beserta psu di luar kawasan permukiman kumuh | e SWP III.B pada Kabupaten Cipta Karya - e Perumahan dan =
dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Blok III.B.1 dan Sici p Kawasan
Blok III.B.2 g Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
Pembangunan rumah baru layak huni dalam giii’ dan Blok e APBN * gekerjaan Umum
Al an Tata Ruang
412 rangka pencegahan terhadap kumuh dan o SWP I1I.B pada e APBD Cinta Karva ~ o Perumahan dan ~
p p Ty
berkembangnya perumahan kumuh dan Kabupaten
permukiman kumuh baru Blok IIL.B.1 dan Sigi Kawasar}
Blok III.B.2 Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
Pengawasan dan pengendalian dalam rangka igii’ dan Blok e APBN * Pekerjaan Umum
han terhadap kumuh dan i e APBD . dan Tata Ruang
4.1.3 gencega p e SWP III.B pada Cipta Karya - e Perumahan dan -
erkembangnya perumahan kumuh dan Kabupaten
permukiman kumuh baru Blok IIL.B.1 dan Sigi Kawasan
Blok III.B.2 Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
5 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
5.1 Pemberian Insentif Dan/Atau Disinsentif Non Fiskal
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.2, Blok
III.A.3, dan Blok e Pekerjaan Umum
Pengenaan disinsentif pada pemanfaatan ruang II.A.4 APBD dan Tata Ruang
5.1.1 yang tidak sesuai di Sub-Zona perumahan e SWP III.B pada Kabupaten - - e Perumahan dan -
kepadatan sangat rendah Blok III.B.1 dan Sigi Kawasan
Blok III.B.2 Permukiman
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
6 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perumahan
6.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang e SWP III.A pada e APBD
6.1.1 terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Blok III.A.2, Blok Kabupaten B B o Pekerjaan Umum Swasta
o Kepadatan Sangat Rendah sebesar 0,05% dari III.A.3, dan Blok Sigi dan Tata Ruang
luas wilayah perencanaan 1I1.A.4 e Swasta
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP- TP-
TP-2 TP-4
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5024|2025 [ 2026 | 2027 | 2028 | 292 | 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP III.B pada e Perumahan dan
Blok III.B.1 dan Kawasan
Blok III.B.2 Permukiman
e SWP III.C pada e Lingkungan
Blok III.C.1 Hidup
e Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
e.l Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
o Pendidikan dan
Kebudayaan
ﬁggg e Pendidikan dan : geiegzﬁlum m
Provinsi Kebudayaan d:lneTJata Ruarlll
Sulawesi * Kesehatan o Perumahan daﬁ
11.1 Pembebasan lahan untuk pembangunan SPU SWP III.B pada Blok Tengah Pertanahan e Bina Marga dan K Swasta
o Skala Kota 1I.B.1 APB%D Penataan Ruang Pawasip
e Perumahan dan ermukimarn
Kabupaten Kawasan o Perencanaan
Sigi . Pembangunan,
Swasta Permukiman Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
e Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD o Pendidikan dan | ® Keschatan
o o Pekerjaan Umum
Provinsi Kebudayaan dan Tata Ruan.
Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah Sulawesi e Kesehatan e Perumahan dar%
112 dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam SWP III.B pada Blok Tengah ~ e Bina Marga dan Kawasan Swasta
o pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan II.B.1 APBD Penataan Ruang Permukiman
umum Kabupaten e Perumahan dan ermu
- e Perencanaan
Sigi Kawasan
. Pembangunan,
Swasta Permukiman i
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
o Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD o Pendidikan dan | ® Keschatan
o e Pekerjaan Umum
Provinsi Kebudayaan
. dan Tata Ruang
Pelaksan. melih . nad Sulawesi o Kesehatan o Perumahan dan
¢laxsanaan pemeliharaan prasarana can - SWP III.B pada Blok Tengah e Bina Marga dan erumanan da
1.1.3 fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak MLB.1 APBD - Penataan Ruan Kawasan Swasta
swasta o g Permukiman
Kabupaten e Perumahan dan
- o Perencanaan
Sigi Kawasan Pembaneunan
Swasta Permukiman angu ’
Penelitian dan
Pengembangan

Daerah
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di HECee! HESIHDREE AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e Pendidikan dan
Kebudayaan
e APBD e Pendidikan dan : g:iz?zﬁlUmum
Provinsi Kebudayaan dan TJata Ruan.
Sulawesi e Kesehatan e Perumah r:l d E
114 Rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas pada SWP III.B pada Blok Tengah B e Bina Marga dan Keru ahan da s "
“** | sub-Zona SPU Skala Kota ILB.1 e APBD Penataan Ruang P wasta
Kabupaten e Perumahan dan
Sigi Kawasan o Perencanaan
e Swasta Permukiman Pembg ngunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
2 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Sarana Pelayanan Umum
2.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
e Pendidikan dan
Kebudayaan
e Kesehatan
e APBD e Pendidikan dan * EZEE;:];ZHRUI;;HI
Provinsi Kebudayaan uang
. e Perumahan dan
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang Sulawesi * Kesehatan Kawasan
2.1.1 terbuka hijau pada Sub-Zona SPU Skala Kota SWP IILB pada Blok Tengah - * Bina Marga dan Permukiman Swasta
. . I.B.1 e APBD Penataan Ruang
sebesar 0,0004% dari luas wilayah perencanaan e Perencanaan
Kabupaten e Perumahan dan Pembaneunan
Sigi Kawasan li’enelitiagnL1 dan,
e Swasta Permukiman
Pengembangan
Daerah
e Lingkungan
Hidup
e.2 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
e Pendidikan dan
Kebudayaan
e Pemuda dan
* APBN e Pendidikan dan Olahraga
e APBD e Kesehatan
e SWP IIIL.A pada o Kebudayaan .
Provinsi e Pekerjaan Umum
Blok IIILA.3 sul i e Kesehatan dan Tata Ruan.
Pembebasan lahan untuk rencana pembangunan | ¢ SWP III.B pada awes e Bina Marga dan an fata kuang
1.1.1 Tengah Pertanahan e Perumahan dan Swasta
SPU Skala Kecamatan Blok III.B.2 Penataan Ruang
e APBD Kawasan
e SWP III.C pada e Perumahan dan .
Kabupaten Permukiman
Blok III.C.3 Sigi Kawasan
igi Permukiman e Perencanaan
e Swasta Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
e SWP III.A pada ‘s ‘1
Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah Blok III.A.3 e APBD * Pendidikan dan * Pendidikan dan
. > k . o Kebudayaan Kebudayaan
dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam e SWP III.B pada Provinsi
1.1.2 . . - e Kesehatan e Pemuda dan Swasta
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Blok III.B.2 Sulawesi e Bina Marga dan Olahr
umum e SWP III.C pada Tengah a Viarga da aga

Blok III.C.3

Penataan Ruang

e Kesehatan
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
] T -2 T [wa T
q Sumber ga yang Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di membldangl membidangl ANYa 5024|2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e APBD e Perumahan dan Pekerjaan Umum
Kabupaten Kawasan dan Tata Ruang
Sigi Permukiman Perumahan dan
e Swasta Kawasan
Permukiman
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemuda dan
e APBD e Pendidikan dan glah;a%an
e SWP IIL.A pada Provinsi Kebudayaan csenata
. Pekerjaan Umum
. Blok III.A.3 Sulawesi e Kesehatan
Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan ) dan Tata Ruang
1.1.3 fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak ¢ SWPIILB pada Tengah - ¢ Bina Marga dan Perumahan dan Swasta
o swasta Blok III.B.2 e APBD Penataan Ruang K
e SWP III.C pada Kabupaten e Perumahan dan awasan
- Permukiman
Blok III.C.3 Sigi Kawasan P
. erencanaan
e Swasta Permukiman
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemuda dan
L g Olahraga
e APBD e Pendidikan dan Kesehat
e SWP III.A pada Provinsi Kebudayaan esehatan
. Pekerjaan Umum
Blok III.A.3 Sulawesi e Kesehatan dan Tata Ruan.
1.1.4 Rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas pada e SWP III.B pada Tengah B e Bina Marga dan Perumahan dargl Swasta
o Sub-Zona SPU Skala Kecamatan Blok III.B.2 e APBD Penataan Ruang K
e SWP III.C pada Kabupaten e Perumahan dan awasan
- Permukiman
Blok III.C.3 Sigi Kawasan
. Perencanaan
e Swasta Permukiman
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
APBD Kesehatan
2.1.1 Pengembangan puskesmas E}NAP ;II‘A pada Blok Kabupaten - - Pekerjaan Umum -
o Sigi dan Tata Ruang
APBD Kesehatan
2.1.2 Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas SWP II.A pada Blok Kabupaten - - Pekerjaan Umum -
1I.A.3 o
Sigi dan Tata Ruang
e SWP IIL.A pada Kesehatan
Blok III.A.3 APBD Pengendalian
s . e SWP III.B pada Penduduk dan KB
2.1.3 Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya Kabupaten - - s -
Blok III.B.2 Sici Sigi
e SWP III.C pada g Pekerjaan Umum
Blok III.C.3 dan Tata Ruang
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P Menyelenggarakan grat g s 1 2 3 4 5
endanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan . S p . . 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5154|2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP IIIL.A pada e Kesehatan
Blok III.A.3 APBD o Pengendalian
Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan | ¢ SWP III.B pada Penduduk dan KB
2.1.4 lai Blok IIL.B.2 Kabupaten - - Siei -
ainnya o .B. Sigi igih
e SWP III.C pada e Pekerjaan Umum
Blok III.C.3 dan Tata Ruang
3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3.1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
e SWP III.A pada ¢ QPBP . e Pemuda dan
Blok III.A.3 Sfﬁ;gzl:;i e Pemuda dan Olahraga
31.1 Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan e SWP III.B pada Tengah ~ Olahraga o Pendidikan dan _
o prasarana olahraga kabupaten/kota Blok III.B.2 e APBD e Pendidikan dan Kebudayaan
e SWP III.C pada Kabupaten Kebudayaan e Pekerjaan Umum
Blok III.C.3 Sigi dan Tata Ruang
4 Program Pengelolaan Pendidikan
4.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas atau Sederajat
e APBD e Pendidikan dan
411 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas SWP III.B pada Blok Kabupaten B B Kebudayaan Swasta
o sekolah 1I.B.2 Sigi e Pekerjaan Umum
e Swasta dan Tata Ruang
e APBD e Pendidikan dan
4.1.2 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah ISI;N; éH'B pada Blok giag‘ti)upaten - - . g:l?:r?sﬁ al?mum Swasta
e Swasta dan Tata Ruang
e APBD e Pendidikan dan
4.1.3 Pembangunan fasilitas parkir ISI;Ng éH'B pada Blok giag‘ti)upaten - - . g:ﬁ;?:gs ?mum Swasta
o Swasta dan Tata Ruang
e APBD e Pendidikan dan
4.1.4 | Rehabilitasi sedang/berat fasilitas parkir ISI;N]; éH'B pada Blok gflgli)upaten - - . E:E;?:g rallal?mum Swasta
o Swasta dan Tata Ruang
e APBD e Pendidikan dan
4.15 Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan SWP III.B pada Blok Kabupaten B B Kebudayaan Swasta
o utilitas sekolah III.B.2 Sigi o Pekerjaan Umum
e Swasta dan Tata Ruang
5 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Sarana Pelayanan Umum
5.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
e Pendidikan dan
Kebudayaan
1 e Kesehatan
e APBD e Pendidikan dan e Pekerjaan Umum
e SWP III.A pada Provinsi Kebudayaan dan Tata Ruang
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang Blok III.A.3 Sulawesi e Kesehatan o Perumahan dan
51.1 terbuka hijau pada Sub-Zona SPU Skala e SWP III.B pada Tengah ~ e Bina Marga dan Kawasan Swasta
o Kecamatan sebesar 0,001% dari luas wilayah Blok III.B.2 e APBD Penataan Ruang .
Permukiman
perencanaan e SWP III.C pada Kabupaten e Perumahan dan e Perencanaan
Blok III.C.3 Sigi Kawasan
e Swasta Permukiman Pembgp gunan,
Penelitian dan
Pengembangan

Daerah
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
No Program Utama Lokasi Sumber Menvelenpoarakan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku 1 3 3 7 5
g Pendanaan Y Uruggn Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5004|2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2°2%| 2034 | 2039 | 2043
Bidang
Lingkungan
Hidup
e.3 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Pendidikan dan
Kebudayaan
L 1k Pemuda dan
o SWP IILA pada APBN ¢ Eegd‘glkan dan Olahraga
Blok IIL.A. 1, Blok APBD o Pomua Kesehatan
I1.A.2, Blok IIL.A.3, Provinsi O;’;:;; Z an Pekerjaan Umum
Blok III.A.4 Sulawesi g dan Tata Ruang
Pembebasan lahan untuk rencana pembangunan e Kesehatan
1.1.1 SPU Skala Kelurahan e SWP III.B pada Tengah Pertanahan e Bina Marea dan Perumahan dan Swasta
Blok IILB.1, Blok APBD Ponatan Ruar Kawasan
11.B.2 Kabupaten R Pena aalzl udang Permukiman
e SWP III.C pada Sigi K:;ansjznan an Perencanaan
Blok III.C.3 Swasta . Pembangunan,
Permukiman i
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Pendidikan dan
Kebudayaan
L qs Pemuda dan
e SWP IIL.A pada APBD ¢ Ezrl;iﬁ;kizndan Olahraga
Blok III.A.1, Blok Provinsi R Pemudz dan Kesehatan
o I.A.2, Blok IILA.3, rovinst Pekerjaan Umum
Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah Sulawesi Olahraga
. > : . Blok III.A.4 dan Tata Ruang
dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam Tengah e Kesehatan
1.1.2 R e SWP III.B pada - ) Perumahan dan Swasta
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan APBD e Bina Marga dan
Blok III.B.1, Blok Kawasan
umum Kabupaten Penataan Ruang .
III.B.2 Siei e Perumahan d Permukiman
e SWP III.C pada S\Ag/as ta szas:na an Perencanaan
Blok III.C.3 wasar Pembangunan,
Permukiman o
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Pendidikan dan
Kebudayaan
g Pemuda dan
e SWP IIIL.A pada APBD ¢ Ezrgif;kzzndan Olahraga
Blok III.A.1, Blok Provinsi e Pemu dZ dan Kesehatan
III.A.2, Blok III.A.3, Sulawesi Olahraga Pekerjaan Umum
Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan Blok III.A.4 Tengah o Kes ha%[a dan Tata Ruang
1.1.3 fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak | ¢ SWP III.B pada A%r];% - . Binz Marna dan Perumahan dan Swasta
swasta Blok IIL.B.1, Blok g Kawasan
Kabupaten Penataan Ruang X
11.B.2 Sigi e Perumahan dan Permukiman
e SWP III.C pada Svg/as ta Kawasan Perencanaan
Blok III.C.3 . Pembangunan,
Permukiman o
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
e SWP IIL.A pada APBD e Pendidikan dan Pendidikan dan
1.1.4 Rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas pada Blok III.A.1, Blok Provinsi ~ Kebudayaan Kebudayaan Swasta
o Sub-Zona SPU Skala Kelurahan II1.A.2, Blok III.A.3, Sulawesi e Pemuda dan Pemuda dan
Blok III.A.4 Tengah Olahraga Olahraga
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di membldangl membidangl AINOY& 1 5024 [ 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP III.B pada e APBD e Kesehatan Kesehatan
Blok III.B.1, Blok Kabupaten e Bina Marga dan Pekerjaan Umum
11.B.2 Sigi Penataan Ruang dan Tata Ruang
e SWP III.C pada e Swasta e Perumahan dan Perumahan dan
Blok III.C.3 Kawasan Kawasan
Permukiman Permukiman
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
e SWP IIL.A pada
g%oi igﬁ; dan APBD Kesehatan
2.1.1 Pengembangan pos kesehatan desa (poskesdes) o iy Kabupaten - - Pekerjaan Umum -
e SWP III.B pada Siei dan Tata R
Blok II1.B.1 dan 8l an fata Ruang
Blok III.B.2
e SWP IIL.A pada
g}gi ig: ; dan APBD Kesehatan
2.1.2 Pengembangan pos kesehatan desa (poskesdes) . Kabupaten - - Pekerjaan Umum -
e SWP III.B pada Sigi dan Tata R
Blok III.B.1 dan g an fata kuang
Blok III.B.2
e SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok Kesehatan
1II.A.2, Blok II.A.3, X
e APBD Pengendalian
Blok III.A-4 Kabupaten Penduduk dan KB
2.1.3 Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya e SWP III.B pada Sigi p - - Siei Swasta
Blok III.B.1, Blok g g
ILB.2 e Swasta Pekerjaan Umum
o SWP IIL.C pada dan Tata Ruang
Blok III.C.3
e SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok Kesehat
11.A.2, Blok TILA.3, esehatan
Blok IILA 4 e APBD Pengendalian
01.4 E;l’llib;htam dan pemeliharaan fasilitas kesehatan o SWP IILB pada gia‘ti)upaten B B gierilduduk dan KB Swasta
A\ Blok III.B.1, Blok g g
.B.2 e Swasta Pekerjaan Umum
o SWP IIL.C pada dan Tata Ruang
Blok III.C.3
3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3.1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok e APBD Pemuda dan
III.A.2, Blok III.A.3, Provinsi
. e Pemuda dan Olahraga
e s Blok III.A.4 Sulawesi s
Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan Olahraga Pendidikan dan
3.1.1 e SWP III.B pada Tengah - i -
prasarana olahraga kabupaten/kota Blok IIL.B.1. Blok e APBD e Pendidikan dan Kebudayaan
B Kebudayaan Pekerjaan Umum
11.B.2 Kabupaten dan Tata Ruan.
o SWP IIL.C pada Sigi g

Blok III.C.3
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di membldangl membidangl AINOY& 1 5024 [ 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
4 Program Pengelolaan Pendidikan
4.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
e SWP III.A pada APBD e Pendidikan dan
411 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas Blok III.A.3 Kabupaten B B Kebudayaan B
o sekolah e SWP III.B pada Sigi p o Pekerjaan Umum
Blok III.B.1 g dan Tata Ruang
e SWP IIL.A pada APBD e Pendidikan dan
4.1.2 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Blok IIL.A.3 Kabupaten - - Kebudayaan -
o g g e SWP III.B pada Sigi P o Pekerjaan Umum
Blok III.B.1 g dan Tata Ruang
e SWP IIL.A pada APBD e Pendidikan dan
4.1.3 Pembangunan fasilitas parkir Blok IIL.A.3 Kabupaten - - Kebudayaan -
o ¢ gu Stitas p e SWP III.B pada Si iuP ¢ e Pekerjaan Umum
Blok III.B.1 g dan Tata Ruang
e SWP IIIL.A pada APBD o Pendidikan dan
4.1.4 Rehabilitasi sedang/berat fasilitas parkir Blok II.A.3 Kabupaten - - Kebudayaan -
T e SWP III.B pada Sigi e Pekerjaan Umum
Blok III.B.1 g dan Tata Ruang
e SWP IIIL.A pada APBD o Pendidikan dan
415 Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan Blok III.A.3 Kab ten B B Kebudayaan B
o utilitas sekolah e SWP III.B pada S? oupate e Pekerjaan Umum
Blok III.B.1 18! dan Tata Ruang
4.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
e SWP IIIL.A pada
giglli %gﬁé dan e APBD e Pendidikan dan
401 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas o SWP III.BI ada Kabupaten ~ ~ Kebudayaan Swasta
- sekolah Blok IH.B Il) Sigi e Pekerjaan Umum
o SWP III.C.pada e Swasta dan Tata Ruang
Blok III.C.3
e SWP III.A pada
g%gi g%ié dan e APBD o Pendidikan dan
4.2.2 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah e SWP III.B pada K'a‘t?upaten - - Kellzuc.lay aan Swasta
Blok IILB.1 Sigi o Pekerjaan Umum
o SWP III. C.pa da e Swasta dan Tata Ruang
Blok III.C.3
e SWP IIIL.A pada
g}gi %gié dan e APBD e Pendidikan dan
403 Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan o SWP III.BI ada Kabupaten B B Kebudayaan Swasta
- utilitas sekolah Blok III'B Il) Sigi e Pekerjaan Umum N
o SWP III'C'pada e Swasta dan Tata Ruang
Blok III.C.3
4.3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
e SWP III.A pada
ﬁioji{ éH.Bﬁ.olk, ﬁiof 3 e APBD o Pendidikan dan
4.3.1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Blok III.A.4 ng?upaten - - Kellzuglay aan Swasta
o SWP IILB pada Sigi e Pekerjaan Umum
e Swasta dan Tata Ruang

Blok III.B.1, Blok
11.B.2
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Sumb Lembaga yang Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | P ku | 3 S
No Program Utama Lokasi umber Menyelenggarakan erang: at' acra SR IR emang 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di membldangl membidangl AMNYa 5004|2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok
IILA.2, Blok IIL.A.3, e APBD e Pendidikan dan
Pemb d Hlit Blok III.A.4 Kab ¢ Kebud
430 embangunan sarana, prasarana dan utilitas o SWP IILB pada abupaten B ) ebudayaan Swasta
PAUD Sigi o Pekerjaan Umum
Blok III.B.1, Blok
ILB.2 e Swasta dan Tata Ruang
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, >
Rehabilitasi sedang/berat ged Blok 1ILA.4 ) QPE . t ) Ee%dlccihkan den
433 ehabilitasi sedang/berat gedung/ruang o SWP IILB pada abupaten B B ebudayaan Swasta
kelas/ruang guru PAUD Sigi o Pekerjaan Umum
Blok III.B.1, Blok
L.B.2 e Swasta dan Tata Ruang
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, .
) . Blok LILA.4 e APBD e Pendidikan dan
Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan Kabupaten Kebudayaan
4.3.4 s e SWP III.B pada . - - . Swasta
utilitas sekolah Sigi o Pekerjaan Umum
Blok III.B.1, Blok
.B.2 e Swasta dan Tata Ruang
e SWP III.C pada
Blok I1I.C.3
5 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Sarana Pelayanan Umum
5.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
o Pendidikan dan
Kebudayaan
e Kesehatan
° E\INE %ﬁi Ifa%? " e APBD e Pendidikan dan ¢ gekell:JatanRUmum
LA, Blok 111 A3 Provinsi Kebudayaan « Perumahan dan
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang Bl' k IfI Ad T Sulawesi e Kesehatan K
5.1.1 terbuka hijau pada Sub-Zona SPU Skala . S\;P III'B. d Tengah B e Bina Marga dan Pawas:}agl s "
o Kelurahan sebesar 0,002% dari luas wilayah Blok III.B Il)aB?ok e APBD Penataan Ruang . P:?er;léa;nalzrri wasta
perencanaan .B.2 B Kabupaten e Perumahan dan Pembaneunan
o SWP IIL.C pada Sigi Kawasan Pencliting dan’
’ e Swasta Permukiman
Blok III.C.3 Pengembangan
Daerah
e Lingkungan
Hidup
e4 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala RW
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
e APBN e Pendidikan dan
e APBD Kebudayaan
1.1.1 giz];eg&/s an lahan untuk pembangunan SPU ISI}Ng iH‘C pada Blok Kabupaten Pertanahan - e Kesehatan Swasta
T Sigi e Pekerjaan Umum
o Swasta dan Tata Ruang
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Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-

TP-2

TP-
3

TP-4

4

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2043

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

e Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

1.1.2

Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah
dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan
umum

SWP III.C pada Blok
1I1.C.1

e APBD
Kabupaten
Sigi

e Swasta

e Pendidikan dan
Kebudayaan

e Kesehatan

e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

e Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

Swasta

1.1.3

Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak
swasta

SWP III.C pada Blok
I1.c.1

e APBD
Kabupaten
Sigi

e Swasta

o Pendidikan dan
Kebudayaan

e Kesehatan

o Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

e Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

Swasta

1.1.4

Rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas pada
Sub-Zona SPU Skala RW

SWP III.C pada Blok
I1.C.1

e APBD
Kabupaten
Sigi

e Swasta

e Pendidikan dan
Kebudayaan

e Kesehatan

o Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

e Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

Swasta

Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona

Sarana Pelayanan Umum

281

Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau

2.1.1

Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang
terbuka hijau pada Sub-Zona SPU Skala RW
sebesar 0,00003% dari luas wilayah perencanaan

SWP III.C pada Blok
I.C.1

e APBD
Kabupaten
Sigi

e Swasta

e Pendidikan dan
Kebudayaan

e Kesehatan

o Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

Swasta
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P Menyelenggarakan grat g s 1 2 3 4 5
endanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan . S p . . 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5154|2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
e Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
e Lingkungan
Hidup
f Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
1 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya pada Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
APBD e Pekerjaan Umum
1.1.1 Penataan bangunan dan lingkungan ISIFI}_E iH‘B pada Blok Kabupaten - - e Penanggulangan -
" Sigi Bencana
APBD e Pekerjaan Umum
1.1.2 Pemeliharaan bangunan dan lingkungan ISI}N};D {H'B pada Blok Kabupaten - - e Penanggulangan -
" Sigi Bencana
2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2.1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
e APBD
Provinsi e Pemuda dan
o Sulawesi e Pemuda dan Olahr.aga
Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan SWP III.B pada Blok Olahraga e Pendidikan dan
2.1.1 Tengah - i -
prasarana olahraga kabupaten/kota 11.B.1 e APBD e Pendidikan dan Kebudayaan
Kebudayaan o Pekerjaan Umum
Kabupaten
- dan Tata Ruang
Sigi
g Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)
1 Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil dan Usha Mikro (UMKM)
1.1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
e Perindustrian dan
e Pertanahan Perdagangan
Pembebasan lahan yang belum dibebaskan . e APBD e Koperasi dan
111 /dimiliki oleh Pemei“,intih Daerah WP Kulawi Selatan Kabupaten Pertanahan B UIV?KM B
Sigi e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
e Perindustrian dan
Perdagangan
APBD o Tenaga Kerja
1.1.2 Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro WP Kulawi Selatan Kabupaten - - e Koperasi dan -
Sigi UMKM
o Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
e Perindustrian dan
Perdagangan
Kurasi, peningkatan mutu produk, dan APBD e Tenaga Kerja
1.1.3 kemitraan usaha mikro dengan usaha kecil dan WP Kulawi Selatan Kabupaten - - e Koperasi dan -
menengah melalui rantai pasok Sigi UMKM
e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
g.1 Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
1 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P u Menyelenggarakan grat g s 1 2 3 4 5
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 0041 5025 | 2026 | 2027|2028 | 292 | 2034 | 2039 | 2043
Bidang
1.1 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan APBD
111 perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan SWP III.B pada Blok Kabupaten B ) Perindustrian dan B
o toko swalayan melalui sistem pelayanan II.B.1 Sigi Perdagangan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik g
2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
APBD e Perindustrian dan
2.1.1 Penyediaan sarana distribusi perdagangan SWP IIL.B pada Blok Kabupaten - - Perdagapgan -
1I.B.1 Sigi e Koperasi dan
UMKM
o o ) APBD e Perindustrian dan
Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi SWP III.B pada Blok Perdagangan
2.1.2 Kabupaten - - . -
perdagangan I.B.1 Sigi e Koperasi dan
UMKM
APBD e Perindustrian dan
2.1.3 Pelaksanaan fasilitasi terkait sistem rersi gudang SWP LB pada Blok Kabupaten - - Perdagapgan -
I.B.1 Sigi e Koperasi dan
UMKM
3 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
3.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
e Perindustrian dan
APBD Perdagapgan
3.1.1 Penataan bangunan dan lingkungan SWP IIL.B pada Blok Kabupaten - - * Koperasi dan -
o II1.B.1 Sigi UMKM
e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
e Perindustrian dan
) APBD Perdagapgan
310 Pengembangan prasarana dan sarana penunjang SWP III.B pada Blok Kabupaten - _ e Koperasi dan B
o perdagangan dan jasa skala kota .B.1 Sigi UMKM
e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
e Perindustrian dan
Pengaturan intensif[as pemanfaatan ruang -dan SWP IILB pada Blok APBD . Eigiiii?cgizg
3.1.3 tata bangunan kegiatan perdagangan dan jasa HLB.1 Kabupaten - - UMKM -
skala kota " Sigi .
e Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
4 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perdagangan dan Jasa
4.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
e Perindustrian dan
Perdagangan
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang e APBD e Koperasi dan
4.1.1 terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan SWP III.B pada Blok Kabupaten ~ ~ UMKM Swasta
o Jasa Skala Kota sebesar 0,0003% dari luas II1.B.1 Sigi e Pekerjaan Umum
wilayah perencanaan e Swasta dan Tata Ruang
e Lingkungan
Hidup
g.2 Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP
1 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
1.1 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
s Lembaga yang 1 3 5
q umber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di membldangl membidangl ANYa 5024|2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan
perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan
toko swalayan melalui sistem pelayanan e SWP III.A pada APBD
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Blok III.A.4 Perindustrian dan
1.1.1 Kabupaten - - -
e SWP III.C pada Siei Perdagangan
Blok II.C.3 &
2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
e SWP IIL.A pada Perindustrian dan
APBD
2.1.1 P di distribusi d Blok III.A.4 Kab " Perdagangan
1. enyediaan sarana distribusi perdagangan o SWP IIL.C pada S?iupa en - - Koperasi dan -
Blok II.C.3 & UMKM
e SWP III.A pada APBD Perindustrian dan
Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi Blok III.A.4 Perdagangan
2.1.2 Kabupaten - - . -
perdagangan e SWP III.C pada Sici Koperasi dan
Blok II.C.3 & UMKM
e SWP III.A pada APBD Perindustrian dan
e s . Blok III.A.4 Perdagangan
2.1.3 Pelaksanaan fasilitasi terkait sistem rersi gudang e SWP IIL.C pada gial:i)upaten - - Koperasi dan -
Blok II1.C.3 & UMKM
3 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
3.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
Perindustrian dan
e SWP III.A pada Perdagangan
APBD .
31.1 Penat b dan lineku Blok III.A.4 Kab " Koperasi dan
1. enataan bangunan dan lingkungan o SWP IIL.C pada S:a oupaten - - UMKM -
Blok III.C.3 18t Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Perindustrian dan
e SWP III.A pada Perdagangan
. APBD .
310 Pengembangan prasarana dan sarana penunjang Blok III.A.4 Kabupaten B ) Koperasi dan B
o perdagangan dan jasa skala WP o SWP III.C pada S iuP ¢ UMKM
Blok III.C.3 g Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Perindustrian dan
Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan * SWPIILA pada APBD Perdagapgan
. . Blok III.A.4 Koperasi dan
3.1.3 tata bangunan kegiatan perdagangan dan jasa Kabupaten - - -
kala WP e SWP III.C pada Sigi UMKM
skaia Blok III.C.3 18l Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
4 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perdagangan dan Jasa
4.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
Perindustrian dan
Perdagangan
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang e SWP III.A pada e APBD Koperasi dan
41.1 terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Blok III.A.4 Kabupaten ~ ~ UMKM Swasta
o Jasa Skala WP sebesar 0,0004% dari luas e SWP III.C pada Sigi Pekerjaan Umum W
wilayah perencanaan Blok III.C.3 e Swasta dan Tata Ruang
Lingkungan
Hidup

g.3

Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan A . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040-
Pemerintahan di HECee! HESIHDREE AMNY& 12024 | 2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
1 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
1.1 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
e SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok
Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IILA.2, Blok IIL.A.3,
L . dan Blok III.A.4 APBD . .
perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan Perindustrian dan
1.1.1 L e SWP III.B pada Kabupaten - - -
toko swalayan melalui sistem pelayanan Blok IILB.1 dan Siei Perdagangan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Blok III.B. 2 gl
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, . .
dan Blok ITLA.4 APBD e Perindustrian dan
2.1.1 Penyediaan sarana distribusi perdagangan e SWP III.B pada Kabupaten - - . Ezriariz?gz?l -
Blok ITI.B.1 dan Sigi UNfKM
Blok III.B.2
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, . .
N o dan Blok IIL.A.4 APBD ¢ Perindustrian dan
210 Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi o SWP IIL.B pada Kabupaten B B Perdagapgan B
perdagangan L e Koperasi dan
Blok III.B.1 dan Sigi UMKM
Blok III.B.2
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, . .
dan Blok IIL.A.4 APBD ¢ Perindustrian dan
2.1.3 Pelaksanaan fasilitasi terkait sistem rersi gudang | e SWP III.B pada Kabupaten - - . ierdagar_lgan -
Blok III.B.1 dan Sigi U‘;ﬁi;‘s‘ an
Blok III.B.2
e SWP III.C pada
Blok III.C.1
3 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
3.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok . .
IIL.A.2, Blok IILA.3, * Perindustrian dan
dan Blok ITL.A.4 APBD . Eiri‘iiz?gz‘l
3.1.1 Penataan bangunan dan lingkungan e SWP III.B pada Kabupaten - - UIV?KM -
Blok III.B.1 dan Sigi

Blok III.B.2
e SWP III.C pada
Blok III.C.1

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P u Menyelenggarakan grat g s 1 2 3 4 5
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 55415025 | 2026 | 2027|2028 | 2°2° | 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok . .
IILA.2, Blok IILA.3, . Perg‘dusman dan
Pengembangan prasarana dan sarana penunjang dan Blok IIl.A.4 APBD . iigeiiesl?g:}l
3.1.2 ) e SWP III.B pada Kabupaten - - -
perdagangan dan jasa skala SWP Blok IILB.1 d Siei UMKM
o .B.1 dan igi .
Blok IILB.2 e Pekerjaan Umum
o SWP IIL.C pada dan Tata Ruang
Blok III.C.1
e SWP III.A pada
Blok III.A.1, Blok . .
IILA.2, Blok IILA.3, * Perindustrian dan
Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan dan Blok III.A.4 APBD . iiriiiz?gzr;l
3.1.3 tata bangunan kegiatan perdagangan dan jasa e SWP III.B pada Kabupaten - - UI\/IIjKM -
skala SWP Blok III.B.1 dan Sigi .
Blok IILB.2 e Pekerjaan Umum
e SWP II.C pada dan Tata Ruang
Blok III.C.1
4 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perdagangan dan Jasa
4.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
e SWP IIL.A pada . .
Blok IILA.1, Blok . gerg‘dusman dan
erdagangan
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang g;r?.]gl’ollihljllf EI"‘A'S’ e APBD e Koperasi dan
terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan o Kabupaten UMKM
4.1.1 ! e SWP III.B pada - - - . Swasta
Jasa Skala SWP sebesar 0,005% dari luas Blok IILB.1 dan Sigi e Pekerjaan Umum
wilayah perencanaan Blok III:B: 2 e Swasta dgn Tata Ruang
o SWP III.C pada * I}‘;Tcligkungan
Blok IIL.C.1 aup
h Perwujudan Zona Perkantoran (KT)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
1.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
e SWP III.A pada
Blok III.A.1 dan
Blok III.A.3 APBD )
1.1.1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung * SWPIILB pada Kabupaten - - Pemerlp Fah Daerah -
Blok III.B.1 dan Sigi Kab. Sigi
Blok III.B.2
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok IIILA.1 dan
Blok III.A.3 APBD
1.1.2 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung e SWP III.B pada Kabupaten B B Pemerintah Daerah B
o gedung kantor Blok III.B.1 dan Siei Kab. Sigi
Blok II.B.2 &
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
1.2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
* SWPIILA pada APBD Pemerintah Daerah
1.2.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Blok III.A.1 dan Kabupaten - - -

Blok III.LA.3

Sigi

Kab. Sigi
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan grat £ s 1 2 3 4 5
g Pendanaan Y 88 Provinsi yan Kabupaten yan, Kepentingan
yang paten yang p g 2030- | 2035- |2040-
Urusan bidangi membidangi Lainnya 2029
Pemerintahan di mem = E ¥ 2024 | 2025 | 2026 | 2027 [ 2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP III.B pada
Blok III.B.1 dan
Blok III.B.2
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1 dan
Blok III.LA.3 APBD
120 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | ¢ SWP III.B pada Kabupaten B B Pemerintah Daerah B
- Gedung Kantor Blok III.B.1 dan Sici Kab. Sigi
Blok II1.B.2 &
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok IIILA.1 dan
Blok III.A.3 APBD
123 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | ¢ SWP III.B pada Kabupaten ~ ~ Pemerintah Daerah ~
- Pendukung Gedung Kantor Blok III.B.1 dan Siei p Kab. Sigi
Blok II.B.2 &l
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
2 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perkantoran
2.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1 dan
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang Blok III.A.3 APBD * Pekerjaan Umum
- e SWP III.B pada dan Tata Ruang
2.1.1 terbuka hijau pada Sub-Zona Perkantoran Kabupaten - - N -
sebesar 0,001% dari luas wilayah perencanaan Blok IIL.B.1 dan Sigi * Ll.n gkungan
’ Blok III.B.2 Hidup
e SWP III.C pada
Blok III.C.3
i Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL)
1 Program Pengembangan Permukiman
1.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
e APBN
e APBD
. . . . Provinsi
Per'luasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SWP III.A pada Blok Sulawesi e Sumber Daya Air Cipta Karya dan Pekerjaan Umum
111 jaringan . . lIL.A.2 dan Blok Tengah e Cipta Karya Sumber Daya Air dan Tata Ruang B
Perpipaan di kawasan strategis kabupaten ML.A.3 e APBD
Kabupaten
Sigi
e APBN
e APBD
. . s Provinsi
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SWP III.A pada Blok Sulawesi e Sumber Daya Air Cipta Karya dan Pekerjaan Umum
1.1.2 (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan strategis III.A.2 dan Blok Tengah o Cipta Karva Sumber Dava Air dan Tata Ruan -
kabupaten/kota III.A.3 ens p Ty Yy g
e APBD
Kabupaten
Sigi
2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
q Sumber Leiloalsie s Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku L & 2
No Program Utama Lokasi P Menyelenggarakan grat g s 1 2 3 4 5
endanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan _ _ _
Urusan . S p . . 2029 2030- | 2035- | 2040
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 5154|2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e APBN
. . . . . SWP III.A pada Blok e APBD e Sumber Daya Air Pekerjaan Umum
2.1.1 Operasi dan pemeliharaan instalasi produksi III.A.2 dan Blok . - -
MLA3 K'a‘t?upaten e Cipta Karya dan Tata Ruang
Sigi
e APBN
Operasi dan pemeliharaan bangunan penampung SWP TIL.A pada Blok e APBD e Sumber Daya Air Pekerjaan Umum
2.1.2 : II.A.2 dan Blok - - -
air MLA.3 g'a‘t')upaten e Cipta Karya dan Tata Ruang
igi
] Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
1 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
Polsubsektor Kulawi
Pengembangan sarana prasarana sub-zona Selatan terdapat di
111 pertahanan dan kemananan SWP III.A pada Blok APBN POLRI - B -
III.A.3
Pengendalian dan penataan kawasan sub-zona Polsubsektor Kulawi
pertahanan dan keamanan Selatan terdapat di
1.1.2 SWP IILA pada Blok | AFPBN POLRI . - -
III.A.3
Sinkronisasi pemanfaatan ruang di sekitar zona Polsubsektor Kulawi e APBN
113 pertahanan dan keamanan Selatan terdapat di e APBD POLRI B Pekerjaan Umum ~
o SWP III.A pada Blok Kabupaten dan Tata Ruang
1I1.A.3 Sigi
2 Program Penguatan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
2.1 Peningkatan Layanan Kepolisian Yang Profesional, Modern, Dan Terpercaya
Polsubsektor Kulawi
. Selatan terdapat di
2.1.1 Pembangunan sarana prasarana kepolisian SWP IILA pada Blok APBN POLRI - - -
III.A.3
Polsubsektor Kulawi
. . . Selatan terdapat di
2.1.2 Pemeliharaan rutin sarana prasarana kepolisian SWP IIL.A pada Blok APBN POLRI - - -
III.A.3
8 Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pertahanan dan Keamanan
3.1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang e APBN e Pekerjaan Umum
311 terbuka hijau pada Sub-Zona Pertahanan Dan SWP III.A pada Blok e APBD POLRI B dan Tata Ruang B
o Keamanan sebesar 0,00004% dari luas wilayah 1I1.A.3 Kabupaten e Lingkungan
perencanaan Sigi Hidup
k Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)
1 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi
1.1 Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3, e APBD
dan Blok III.A.4 Provinsi
Pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan e SWP III.B pada Sulawesi e Bina Marga dan .
. e Bina Marga
1.1.1 pada wilayah Blok III.B.1 dan Tengah - Penataan Ruang e Perhubungan -
kabupaten administrasi Blok III.B.2 e APBD e Perhubungan
e SWPIIIL.C pada Kabupaten
Blok III.C.1, Blok Sigi

II1.C.2, dan Blok
1I.C.3
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP-4 TP-
No Program Utama Lokasi PSumber M:ﬁ}rlr:l)eafggzgfan Perang}(at' Daerah Perangkat Daerah Pemar}gku i 3 3 7 5 2
endanaan Urusan Provm§1 yang Kabupatfan yang Kepe_ntlngan 2030- | 2035- |2040-
Pemerintahan di membidangi membidangi Lainnya | 0041 5025 | 2026 | 2027|2028 | 292 | 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.LA.3, | e APBD
dan Blok III.A.4 Provinsi
. e SWP III.B pada Sulawesi .
112 | Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Blok I1LB.1 dan Tengah : Bina Margadan | ping prgrg, :
J Blok II1.B.2 e APBD &
e SWPIIIL.C pada Kabupaten
Blok III.C.1, Blok Sigi
II1.C.2, dan Blok
11.C.3
2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2.1 Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.LA.3, | e APBD
dan Blok III.A.4 Provinsi
e SWP III.B pada Sulawesi e Bina Marga dan e Bina Marea
2.1.1 Pembangunan prasarana jalan Blok III.B.1 dan Tengah - Penataan Ruang Perhubun. agn -
Blok III.B.2 e APBD Perhubungan g
e SWPIIIL.C pada Kabupaten
Blok III.C.1, Blok Sigi
III.C.2, dan Blok
1I1.C.3
e SWP IIIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.LA.3, | e APBD
dan Blok III.A.4 Provinsi
e SWP III.B pada Sulawesi e Bina Marga dan o Bina Marea
2.1.2 Penyediaan perlengkapan jalan Blok III.B.1 dan Tengah - Penataan Ruang Perhubun agn -
Blok III.B.2 e APBD Perhubungan g
e SWPIIIL.C pada Kabupaten
Blok III.C.1, Blok Sigi
II1.C.2, dan Blok
11.C.3
e SWP IIL.A pada
Blok III.A.1, Blok
III.A.2, Blok III.A.3,
dan Blok III.A.4 e APBD
e SWP III.B pada Provinsi
Blok III.B.1 dan Sulawesi e Bina Marga dan o Bina Marea
2.1.3 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan Blok III.B.2 Tengah - Penataan Ruang . Perhubunggan -
e SWPIII.C pada e APBD e Perhubungan
Blok III.C.1, Blok Kabupaten
III.C.2, dan Blok Sigi
1I1.C.3
e SWP III.A pada e APBD e Bina Marga dan
2.1.4 Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan Blok III.A.1, Blok Provinsi ~ Penataan Ruang e Bina Marga ~
o jalan III.A.2, Blok III.A.3, Sulawesi e Perhubungan

dan Blok III.A.4

Tengah

e Perhubungan
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Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP- TP-2 TP- TP-4 TP-
Lembaga yang 1 3 5
N q Sumber Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemangku
o Program Utama Lokasi Menyelenggarakan L . 1 2 3 4 5
Pendanaan Provinsi yang Kabupaten yang Kepentingan
Urusan bidanei bidanei Lai 2029 2030- | 2035- | 2040-
Pemerintahan di membldangl membidangl ANYa 5024|2025 | 2026 | 2027|2028 2034 | 2039 | 2043
Bidang
e SWP III.B pada e APBD
Blok III.B.1 dan Kabupaten
Blok III.B.2 Sigi
e SWP III.C pada

Blok III.C.1, Blok
III.C.2, dan Blok
1I.C.3

BUPATI SIGI,
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI SIGI

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KULAWI SELATAN TAHUN
2024-2043.

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 5%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,10
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 95%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
. . . 2 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 9 meter
jalan kolektor : -
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : -
jalan lingkungan : -
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
. Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
| berlaku
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait;
b. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, minimal lebar 1,5 (satu koma lima) meter;

c. dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan dan jalur hijau;

d. tempat sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);
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Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;

pagar sungai untuk sungai yang dibatasi jalan umum;

pengaturan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;

sistem peringatan dini; dan

signage/penandaan /rambu-rambu mitigasi.

IR O

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,10
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
. . . 1 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 meter
jalan kolektor : %2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : Y2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
. Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
" | berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan
(porous/permeable material);

fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;

lampu penerangan taman;

taman bermain dan atau rekreasi;

lapangan olahraga luar ruangan;

hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

o a0 o
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Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima)

meter;

h. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis

pemerintah daerah;

i. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan

biopori;

j. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan

anorganik, dan harus memiliki tutup;
penyediaan tempat parkir;

=

juga oleh anak remaja;
. tersedia mushola atau langgar;
signage/penandaan /rambu-rambu mitigasi;
sistem peringatan dini; dan
terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

T o B3

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,10

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%

d. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

. . . 1 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 meter
jalan kolektor : %2 rumija + 1

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : %2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1

c. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
berlaku

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
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Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan
(porous/permeable material);

fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;

lampu penerangan taman;

taman bermain dan atau rekreasi;

lapangan olahraga luar ruangan;

hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;

saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah
daerah;

ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan
biopori;

menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan
anorganik, dan harus memiliki tutup;

penyediaan tempat parkir;

lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai
juga oleh anak remaja;

signage/penandaan /rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,10
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan

. . . 1 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 meter

jalan kolektor : %2 rumija + 1

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : %2 rumija + 1

jalan lingkungan : 2 rumija + 1
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Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
. Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
" | berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan
(porous/permeable material);
b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;
c. lampu penerangan taman;
d. tersedia RTH taman bermain atau rekreasi;
e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga outdoor;
f. tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;
h. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
i. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan
biopori;
j. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan
anorganik, dan harus memiliki tutup;
k. penyediaan tempat parkir;
1. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai
juga oleh anak remaja;
m. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
n. sistem peringatan dini; dan
o. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,10
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum ‘ 1 lantai
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Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

6 meter

jalan kolektor : %2 rumija + 1

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : Y2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija +1
c. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
. Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
| berlaku
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan
(porous/permeable material) dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hiijau;
b. lampu jalan;
c. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
d. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan
anorganik, dan harus memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir;
e. tersedia RTNH berupa lahan parkir minimal 3% (tiga persen) dari luas zona;
f. tersedia falitas pendukung seperti gazebo, pagar pembatas, langgar atau mushola, dan toilet umum;
g. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
h. sistem peringatan dini; dan
i. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
Zona Konservasi dengan kode K
Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,10
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
. . . 1 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan kolektor : -

jalan lokal : -
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Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN

jalan lingkungan : -

jarak bebas belakang (JBB) minimum

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -
. Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
" | berlaku

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. penanaman vegetasi/penghijauan sebagai RTH;

b. pembangunan jalan inspeksi;

c. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangan bangunan;

d. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

e. sistem peringatan dini; dan

f. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Badan Air dengan kode BA
Sub-Zona Badan Air dengan Kode BA
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | Pengaturan hanya pada luas bangunan, ketinggian bangunan dan jumlah lantai
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis yang menangani pemanfaatan dan
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal perlindungan badan air
d. | luas kaveling minimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum -
jalan kolektor : -
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : -
jalan lingkungan : -

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -

Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang

berlaku

ITI

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pedestrian atau pejalan kaki, meliputi barrier jalur hijau;
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Sub-Zona Badan Air dengan Kode BA

b. pengelolaan sampah, meliputi menyediakan alat angkut sampah menuju TPS, TPST dan/atau TPST-3R (gerobak, motor

gerobak, kapal penangkap sampah sungai) (pengumpulan kolektif/bersama);
signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

e. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

S

ZONA BUDI DAYA
Zona Hutan Produksi dengan kode HP

Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 5%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,05
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 95%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
. . . 1 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter
jalan kolektor : -
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : -
jalan lingkungan : -
c. |jarak bebas belakang (JBB) minimum -
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -
. Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
" | berlaku
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;

a.

b. penyediaan saluran drainase;

c. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;

d. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah
di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik;

e. sarana produksi hasil hutan meliputi penyediaan bibit, alat dan mesin pengolahan hasil kehutanan;

f. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil hutan;

g. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
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Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT

h.

i

sistem peringatan dini; dan
terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 20%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,60
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
. . . 3 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
jalan kolektor : %2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : %2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
. Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
" | berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

b.
c.

@ o o

5

menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;

penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;
jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus
tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;

ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
penyediaan saluran drainase;

jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;

pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah
di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik;

penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian;
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Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan
anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi;

j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian;
k. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

l. sistem peringatan dini; dan
m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 20%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,60

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

oo |-

luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

S . 3 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
jalan kolektor : 2 rumija + 1

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : Y2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang

berlaku

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;

b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;

c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus
tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;

ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
penyediaan saluran drainase;

jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;

pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah
di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik;

@ o o
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Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian;

i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan

anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi;
j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian;
k. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

l. sistem peringatan dini; dan
m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 20%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,60
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%
d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
. . . 3 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
jalan kolektor : %2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : Y2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
c. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
. Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
| berlaku
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;
b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;

c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus

tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;
d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;

penyediaan saluran drainase;
f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;

o
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Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah
di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik;

h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian,;

i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan
anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi;

j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil perkebunan;

k. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

1. sistem peringatan dini; dan

m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 80%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 2,40
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
. . : 3 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
jalan kolektor : %2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : Y2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 6 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 6 meter
Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang

berlaku

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m? (lima koma enam meter persegi) atau
pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi
fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi
dengan tempat parkir atau jalur sepeda;
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Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
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ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau
taman kota;

ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 (empat) atau lebih wajib menerapkan konsep green roof;

hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan
mengikuti model culdesac, model T, rotary, model grid atau melingkar;

jaringan jalan lingkungan dalam zona industri dengan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan)
meter;

saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
saluran buangan air kotor dengan sistem saluran tertutup;

instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar
permintaan; sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri;
instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh
PLN atau pengelola kawasan industri sendiri;

penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri dengan sistem kabel atas atau pun
kabel bawah tanah;

menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 (seratus dua puluh sampai dua ratus
empat puluh) liter dengan roda atau container volume 1 m3 (satu meter kubik) beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah
organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;

letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah
terbesar;

menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari
sumber air tanah;

sistem pengolahan limbah yang disesuaikan dengan jenis limbah yang dihasilkan selama proses produksi berlangsung dan
dilarang membuang limbah yang dihasilkannya ke media lingkungan hidup, air, udara dan tanah, selama limbah tersebut
belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;

pengelolaan air limbah B3 menggunakan sistem individual;

terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkan dalam kaveling pabrik;

fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umum, areal penampungan
limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan keamanan;

tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
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Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

w. sistem peringatan dini; dan

x. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 75%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 2,25
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15%
d. | luas kaveling minimum 120 m?
II | Ketentuan Tata Bangunan
. . . 3 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
jalan kolektor : %2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : %2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
+ Pada rumah tinggal intensitas bangunan tinggi/rapat, jarak bebas belakang
minimal setengah GSB (seperti klaster, komplek, perumahan, dll)
) o + Pada rumah tinggal intensitas bangunan rendah/renggang, jarak bebas
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum belakang minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan
lantai/tingkat bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak
bebas lantai dibawahnya
+ Pada rumah tinggal intensitas bangunan tinggi/rapat tidak terdapat jarak
bebas samping (seperti klaster, komplek, perumahan, dll)
. . o + Pada rumah tinggal intensitas bangunan rendah/renggang, jarak bebas
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum

samping minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan
lantai/tingkat bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak
bebas lantai dibawahnya
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
berlaku

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

™o a0 o

B

tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan luas 5,6 m? (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki
dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga orang atau menit atau meter dan fasilitas pejalan
kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;

penerangan jalan;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

tersedia RTH berupa taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan dan taman kota;

tersedia RTNH berupa lapangan olahraga;

hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan jalan
lingkungan perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk culdesac;

tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut menggunakan gerobak
berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan
di dalam lubang biopori pada setiap blok;

tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off
site;

jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;

Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik di depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya
10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun/apartemen diperkenankan menggunakan bak septik
komunal,

fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala kelurahan dan kecamatan, sarana
pelayanan umum yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan
dan sebagainya;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum ‘ 65%
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,95
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d. | luas kaveling minimum 200 m?
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum :;) Qlarﬁfe?(ler
jalan kolektor : %2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : %2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
*+ Pada rumah tinggal intensitas bangunan tinggi/rapat, jarak bebas belakang
minimal setengah GSB (seperti klaster, komplek, perumahan, dll)
i o + Pada rumah tinggal intensitas bangunan rendah/renggang, jarak bebas
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum belakang minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan
lantai/tingkat bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak
bebas lantai dibawahnya
+ Pada rumah tinggal intensitas bangunan tinggi/rapat tidak terdapat jarak
bebas samping (seperti klaster, komplek, perumahan, dll)
. i o + Pada rumah tinggal intensitas bangunan rendah/renggang, jarak bebas
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum . . . .
samping minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan
lantai/tingkat bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak
bebas lantai dibawahnya
Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
“ | berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas

penyeberangan, dan jalur hijau;
penerangan jalan;

c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
d. tersedia RTH berupa taman rekreasi skala RT atau RW dan RTH privat bagi rumah berlantai dua atau lebih wajib menerapkan

konsep green roof;
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

tersedia RTNH berupa lapangan olahraga;

hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter atau detik pada tekanan 3,5 (tiga koma
lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit;

hidran umum memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, dan jalan lokal serta lingkungan harus memenuhi
unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary atau
melingkar;

memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga
koma lima) meter;

tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut
menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m?3 (satu koma lima meter kubik) dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan
sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;

tersedia prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;

. untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan
menggunakan bak septik komunal;

penyediaan lahan umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 penduduk memiliki standar penyediaan 100 m?
(seratus meter persegi) dan skala RW dengan jumlah 2.500 penduduk memiliki standar penyediaan 400 m? (empat ratus
meter persegi) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga
sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan;

penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 penduduk lokasinya tersebar di setiap
pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m? (dua ribu meter persegi), dengan
penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000
m?2 (seribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 m?2 (dua ratus meter persegi);

penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 120.000 (seratus dua puluh
ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar
penyediaan 4.000 m? (empat ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan
dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan seluas 2.000 m? (dua ribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot
seluas 500 m? (lima ratus meter persegi);

fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, Sarana Pelayanan Umum, TPS, limbah
domestik terpadu yang dikembangkan secara bersyarat berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam
operasional, dan minimarket, pertokoan, penyediaan jasa, sarana pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi,
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

lapangan parkir yang dikembangkan secara terbatas berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam
operasional,
signage/penandaan /rambu-rambu mitigasi;
. sistem peringatan dini; dan
t. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 63%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,20
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d. | luas kaveling minimum 250 m?
II | Ketentuan Tata Bangunan
S . 2 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter
jalan kolektor : %2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 72 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
+ Pada rumah tinggal intensitas bangunan tinggi/rapat, jarak bebas belakang
minimal setengah GSB (seperti klaster, komplek, perumahan, dll)
. o + Pada rumah tinggal intensitas bangunan rendah/renggang, jarak bebas
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum belakang minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan
lantai/tingkat bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak
bebas lantai dibawahnya
* Pada rumah tinggal intensitas bangunan tinggi/rapat tidak terdapat jarak
i . o bebas samping (seperti klaster, komplek, perumahan, dll)
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum

+ Pada rumah tinggal intensitas bangunan rendah/renggang, jarak bebas
samping minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan




-189-

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5

lantai/tingkat bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak
bebas lantai dibawahnya

Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
berlaku

ITI

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

o o

tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas
penyeberangan, dan jalur hijau;

penerangan jalan;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

tersedia RTH berupa taman rekreasi skala RT atau RW dan RTH privat bagi rumah berlantai dua atau lebih wajib menerapkan
konsep green roof;

tersedia RTNH berupa lapangan olahraga;

hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter atau detik pada tekanan 3,5 (tiga koma
lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit;

hidran umum memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, dan jalan lokal serta lingkungan harus memenuhi
unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary atau
melingkar;

memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga
koma lima) meter;

tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut
menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m3 (satu koma lima meter kubik) dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan
sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;

tersedia prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;

untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan
menggunakan bak septik komunal;

penyediaan lahan umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 penduduk memiliki standar penyediaan 100 m?2
(seratus meter persegi) dan skala RW dengan jumlah 2.500 penduduk memiliki standar penyediaan 400 m? (empat ratus
meter persegi) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga
sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan;
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5

penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 penduduk lokasinya tersebar di setiap
pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m? (dua ribu meter persegi), dengan
penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000
m? (seribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 m? (dua ratus meter persegi);

penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 120.000 (seratus dua puluh
ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar
penyediaan 4.000 m? (empat ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan
dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan seluas 2.000 m? (dua ribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot
seluas 500 m? (lima ratus meter persegi);

fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, Sarana Pelayanan Umum, TPS, limbah
domestik terpadu yang dikembangkan secara bersyarat berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam
operasional, dan minimarket, pertokoan, penyediaan jasa, sarana pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi,
lapangan parkir yang dikembangkan secara terbatas berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam
operasional;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 65%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,95
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan

. . : 3 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter

jalan kolektor : %2 rumija + 1

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 2 rumija + 1

jalan lingkungan : %2 rumija + 1
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Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai
dibawahnya
minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai
dibawahnya

. Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang

" | berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

—_
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menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;

penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak
penerangan jalan;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga;

di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;

ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;

meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;

penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan
perkotaan;

terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan,
kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;

pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah
di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;

hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;

menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;

menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;

penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi
kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;
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Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1
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toilet;

pos jaga keamanan;

halte angkutan umum;

tempat ibadah;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 2,10

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

. . . 3 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
jalan kolektor : 2 rumija + 1

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : Y2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija +1

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

R Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang

" | berlaku
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.
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menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;

penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak
penerangan jalan;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga;

di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;

ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
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Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;

meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;

penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan
perkotaan;

terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan,
kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;

pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah
di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;

hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;

menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;

menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;

penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi
kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;

toilet;

pos jaga keamanan;

halte angkutan umum;

tempat ibadah;

signage/penandaan /rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 2,10

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

glo|ale oo |-

Ketentuan Tata Bangunan
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Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

. . . 3 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
jalan kolektor : %2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : %2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
R Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
" | berlaku
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
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menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;

penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak
penerangan jalan;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga;

di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;

ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;

meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;

penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan
perkotaan;

terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan,
kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;

pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah
di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;

hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;
menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;

perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;
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Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi
kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;

toilet;

pos jaga keamanan,;

halte angkutan umum;

tempat ibadah;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

72
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Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum |2,10

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

. . . 3 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
jalan kolektor : %2 rumija + 1

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : Y2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter

Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
berlaku

ITI

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;
b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak
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Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4
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penerangan jalan;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga;

di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;

ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;

meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;

penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan
perkotaan;

terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan,
kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;

pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah
di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;

hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;

menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;

menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;

perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;

penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi
kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;

toilet;

pos jaga keamanan;

halte angkutan umum;

tempat ibadah;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
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Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

20%

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,60
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
o . 3 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
jalan kolektor : 2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : Y2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
. Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
" | berlaku
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;
b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;
c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus
tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;
d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
e. penyediaan saluran drainase;
f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah
di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik;
h. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
i. sistem peringatan dini; dan
j. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 80%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 2,40
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

d. | luas kaveling minimum ‘ -
II | Ketentuan Tata Bangunan
. . . 3 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
jalan kolektor : %2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : Y2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija
minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai
dibawahnya
minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai
dibawahnya
e Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
" | berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

- o a0 o

e

jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m? (lima koma enam meter persegi) atau
pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi
seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

ruang terbuka hijau berupa taman kelurahan;

ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep green roof,

jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima)
bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;

hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga
koma lima) meter;

tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut
menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;

pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;

tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off
site;
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

—_

drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;

m. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber
air tanah.

terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

o. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan
mengikuti model culdesac, model T, rotary, model grid atau melingkar;

persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan
lebar maksimal 8 (delapan) m;

pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;
shelter angkutan umum,;

tempat ibadah;

toilet;

tempat bongkar muat;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

T
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 75%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 2,25
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
. . . 3 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
jalan kolektor : %2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : %2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai

dibawahnya
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai
dibawahnya
R Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
" | berlaku
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

-0 a0 o
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jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m? (lima koma enam meter persegi) atau
pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi
seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

ruang terbuka hijau berupa taman RW;

ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep green roof,

jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima)
bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;

hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut
menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;

pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;

tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off
site;

drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;

memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber
air tanah.

terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan
lebar maksimal 8 (delapan) m,;

pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;

shelter angkutan umum;

tempat ibadah;

toilet;

signage/penandaan /rambu-rambu mitigasi;
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

t. sistem peringatan dini; dan

u. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 75%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 2,25
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
S : 3 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
jalan kolektor : 2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : %2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai
dibawahnya
minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai
dibawahnya
R Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
" | berlaku
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m? (lima koma enam meter persegi) atau
pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi
seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;

ruang terbuka hijau berupa taman RW;

™o a0 o

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep green roof;
jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima)

bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

h. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut
menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;

i. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;

j. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off
site;

k. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;

memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber

air tanah.

—_

m. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

n. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan
lebar maksimal 8 (delapan) m;

o. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;

p. shelter angkutan umum;

q. tempat ibadah;

r. toilet;

s. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

t. sistem peringatan dini; dan

u. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) dengan kode PL-3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 40%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,8

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%

luas kaveling minimum -

=IE e eIl

Ketentuan Tata Bangunan

2 lantai

ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter
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Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) dengan kode PL-3

jalan kolektor : %2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : Y2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
R Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
" | berlaku
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. jaringan jalan;
b. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik;
c. penerangan jalan dan pedestrian;
d. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase;
e. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
f. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
g. toilet;
h. tempat ibadah;
i. taman;
j. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi;
k. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
1. sistem peringatan dini; dan
m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
Zona Perkantoran dengan kode KT
Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 65%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,95
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum \ 3 lantai
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Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

12 meter

jalan kolektor : %2 rumija + 1

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : Y2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai
dibawahnya
minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai
dibawahnya
R Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
" | berlaku
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

b.
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harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk
penyelamatan dalam keadaan darurat;

kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga,
ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;

disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;

wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan
konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok;

tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM
suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis
Pemanfaatan Kawasan Budidaya;

jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan
pada zona tersebut;

alat pengangkut sampabh;

tempat pengumpulan sampabh;

harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan
yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;

pos keamanan;
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Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

sistem pemadam kebakaran;
pengolahan limbah terpadu
fasilitas olahraga;

2T 0B

fasilitas olahraga skala lingkungan.
fasilitas evakuasi bencana:

fasilitas peribadatan:

cten

disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk

lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu

harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung

penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

<

sistem peringatan dini; dan

® g

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 2,10
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 3 lantai
) 12 meter
jalan kolektor : Y2 rumija + 1
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 2 rumija + 1
jalan lingkungan : %2 rumija + 1
minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai
dibawahnya
minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai

dibawahnya
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Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
berlaku

ITI

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

b.
c.

o
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jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimall,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal
2 (dua) meter;

RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;

memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan
minimum 4 (empat) meter;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran
halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;

setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai
kebutuhan atau standar;

tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan;

penyediaan akses bagi orang disabilitas;

toilet;

tempat ibadah;

shelter angkutan umum,;

. pos jaga dan informasi;

signage/penandaan /rambu-rambu mitigasi;
sistem peringatan dini; dan
terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | -
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | -
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal -
d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum -
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Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

jalan kolektor : -

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : -

jalan lingkungan : -

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -

Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang
berlaku

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

jaringan jalan;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

penerangan jalan;

jalur pejalan kaki;

sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan
hirarkhinya;

penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;;

g. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

h. sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

R e N R« i
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA KETENTUAN KHUSUS LAHAN PANGAN

PERTANIAN BERKELANJUTAN

Swaa Mg

Parene

Salinan sesuai dengan aslinya

g" A BAGIAN HUKUM
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PR IR o 234
R e L )
SERCANA DAL AR s
M"‘ l!_ AN TR AT
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’SEMM& POLA uao
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PANGAN BERKELANJUTAN {LP28)
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BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI SIGI

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

'\' PTMCRNTAN KABUPATDN 5038
< PROVIAE SULAARI TRNIAN

i

T
po .
FEMARS FPACE A DEAL TATE I
Lt v!mu x AN ATRN

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCA

Ownr Palemds Onas livnes

Sy

L
¢
i

BUPATI SIGI,
ttd
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI

SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

i

Seaa Warghe

Parene

Salinan sesuai dengan aslinya

PALA BAGIAN HUKUM

Owas Gives

Heczmatan

Fulawt
Sdotan

2 POMCRNTAN KASUPATDN 5238
< PROVING SNSRI TANOAN
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MOHAMAD IRWAN
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

2 PO RNTAN KASUPATEN 50230
« PROVING SULAARN TANOAN

i
f

Dess Wt ke
. PLETA KETENTUAN KHUSLS
e B L ‘ RENCANA POLA RUANG
() KAWASAN SEMPADAN
Al .
Duaa Warghe
Lvas :q".-
Dowa Famwm
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"
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BUPATI SIGI,
ttd
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM




